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MOTTO 
 Jadikanlah sabar dan shalat sebagi penolongmu. Dan 
sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali 
bagi orang-orang yang khusyu’, (yaitu) orang-orang 
yang menyakini bahwa mereka akan menemui 
Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali padanya. 
(QS. Al Baqarah : 45-46) 
 
 Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah 
adalah sebaik-baik Pelindung. (QS Ali Imran: 173) 
 
 Dimana ada niat, disitu ada jalan. Dimana ada ikhtiar, 
disitu ada jalan keluar. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tahapan manajemen 
bencana erupsi Gunung Merapi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Sleman 
yang meliputi tahap mitigation, preparedness, response dan recovery.  
Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Tempat penelitian ini 
adalah di BPBD Kabupaten Sleman, Desa Kepuharjo, dan SD N Umbulharjo 1. 
Subyek penelitian ini adalahKepala Seksi (Kasi) Mitigasi, Kasi Kesiapsiagaan, 
Staff Kedaruratan dan Operasional Bencana, Kasi Penanganan Pengungsi dan 
Logistik, Kasi Rehabilitasi, Kasi Rekonstruksi, Kepala Bagian Kemasyarakatan 
Desa Kepuharjo, Kepala Sekolah SD Umbulharjo 1, dan Penguni Huntap 
Pagerjurang. Instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri. Teknik pengumpulan 
data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik 
pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi metode dan teknik 
analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles dan 
Huberman. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menghadapi erupsi Gunung 
Merapi BPBD Kabupaten Sleman telah melaksanakan seluruh tahapan dalam 
manajemen bencana yaitu tahap Mitigation dengan membuat talud banjir, kantong 
lahar, Early Warning System dan rambu evakuasi, Preparedness dengan 
melakukan pemantauan Gunung Merapi, simulasi erupsi, Membentuk Sekolah 
Siaga Bencana, Desa Tangguh Bencana, dan Sister School, Tahap Response 
dengan membuat skenario rencana evakuasi, pelatihan pengelolaan barak dan 
dapur umum, dan Recovery yaitu pemulihan meliputi pembangunan huntap, 
pemulihan infrastruktur, penggantian ternak dan bantuan sapi perah dengan 
pengawasan dari BPBD Kabupaten Sleman. 
Kata kunci: manajemen bencana, erupsi Gunung Merapi, BPBD Kabupaten 
Sleman 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Gunung Merapi merupakan gunung berapi yang sebagian wilayahnya 
termasuk kedalam wilayah administrasi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sisi 
selatan gunung ini termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Sleman, sisi barat 
di wilayah Magelang, sisi utara termasuk ke dalam wilayah Boyolali, dan sisi 
timur termasuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Klaten. Gunung ini 
terletak kurang lebih 20 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Sleman di 
Denggung, Tridadi, Sleman. Dari total 129 gunung api yang ada di wilayah 
Indonesia, gunung setinggi 2.980 meter ini termasuk yang paling aktif. 
Sebagai gunung berapi yang aktif, Gunung Merapi tentunya memiliki 
potensi bahaya yang sewaktu-waktu dapat mengancam keselamatan 
masyarakat di sekitarnya apabila sedang mengalami erupsi. Terlebih lereng 
Gunung Merapi merupakan wilayah yang padat penduduk. Beberapa 
kecamatan di Kabupaten Sleman yang berada di lereng Merapi adalah 
Cangkringan, Pakem, Turi, Tempel, dan Ngemplak sehingga daerah tersebut 
menjadi daerah dengan resiko bencana erupsi yang tinggi.  
Bahaya utama yang mengancam sekitar wilayah Merapi adalah aliran 
awan panas (piroclastic flow), lontaran batu (pijar), hujan abu lebat, lelehan 
lava (lava flow) dan gas beracun  di samping bahaya sekunder banjir lahar 
dingin yang dapat terjadi pada musim hujan (Nurjanah dkk, 2011:30-32). 
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Aliran awan panas Merapi memiliki kecepatan luncuran 15-250 
km/jam dan suhu yang mencapai lebih dari 600 derajat celcius sehingga awan 
panas ini sangat berbahaya bagi apa dan siapa saja yang ada di sekitarnya 
karena apapun yang tersapu oleh awan panas akan terbakar. Lontaran batu 
dapat menyebabkan kerusakan atau bahkan meruntuhkan atap rumah dan 
hujan abu vulkanik dapat mengurangi jarak pandang serta dapat mengganggu 
pernapasan sehingga sangat berbahaya bagi makhluk hidup. Selain itu, 
lelehan lava dapat menyebabkan ladang batu saat lava mulai mendingin, 
sedangkan banjir lahar dingin berbahaya bagi masyarakat yang berada di 
wilayah yang dekat dengan sungai yang berhulu di Gunung Merapi seperti 
Kali Gendol, Bebeng, Boyong, Kuning, Opak, Bedog dan Krasak karena 
dalam volume yang banyak dapat menyebabkan banjir bandang (Sumber: 
http://www.litbang.pertanian.go.id/buku/Erupsi-Gunung-Merapi/BabI 
/1.2.pdf). 
Menurut Laporan Tanggap Darurat Erupsi Tahun 2010 Kabupaten 
Sleman, siklus erupsi Gunung Merapi adalah setiap 2-7 tahun sekali. Saat 
mengalami aktivitas erupsi, arah letusan Gunung Merapi selau berubah-ubah 
karena terjadinya perubahan bentuk puncak yang disebabkan oleh aktivitas 
erupsi gunung Merapi. Perubahan bentuk puncak yang dapat dilihat secara 
visual juga menjadi parameter arah erupsi sehingga diperlukan kewaspadaan 
dengan memantau aktivitasnya secara terus menerus agar apabila terjadi 
erupsi korban dan kerusakan yang ditimbulkan dapat diminimalisir.  
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Salah satu letusan terbesar Merapi yang baru-baru ini terjadi adalah 
letusan Merapi pada Oktober-November 2010. Pada saat itu, dampak dari 
letusan Merapi sangat besar. Aliran awan panas menyapu daerah yang  berada 
di lereng Merapi seperti Desa UmbulharjoKecamatan Cangkringan yang 
meluluhlantakkan desa tersebut sehingga rumah-rumah dan bangunan di desa 
tersebut hancur beserta fasilitasnya seperti Early Warning Systematau alat 
peringatan dini yang ikut tersapu awan panas. Sapuan awan panas tersebut 
juga menimbulkan korban baik meninggal ataupun luka-luka. Selain awan 
panas, pada saat itu Merapi juga mengeluarkan aliran lahar dingin berjumlah 
150 juta m3 dan 35% dari jumlah tersebut masuk ke Kali Gendol dan sisanya 
masuk ke sungai lainnya yang berhulu di Gunung Merapi 
(Sumber:http://www.vsi.esdm.go.id/index.php/gunungapi/data-dasar-gunung 
api/542-gMerapi? start=1). 
Pada saat terjadinya erupsi, pada waktu itu Badan Kesatuan Bangsa, 
Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana telah melakukan 
peringatan dini melalui alat yang peringatan yang telah dipasang  dan saat alat 
peringatan dini tersebut dibunyikan kemudian mengajak masyarakat untuk 
segera mengungsi ke tempat lebih aman, namun banyak warga yang tidak 
mau mengungsi karena tidak mau meninggalkan ternak ataupun ingin 
menjaga harta bendanya. Hal ini menyebabkan resiko terkena dampak erupsi 
sangat besar. 
Korban bencana akibat letusan Gunung Merapi meliputi korban 
meninggal, korban luka, dan pengungsi. Jumlah korban akibat bencana 
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Merapi berdasarkan laporan tanggap darurat erupsi Merapi 2010 adalah 346 
korban meninggal, 5 korban hilang, 121 korban luka berat. Korban meninggal 
berdasarkan fase erupsi pertama yaitu 26 oktober – 4 november 2010 adalah 
40 orang dan pada fase erupsi kedua yaitu 5 november – 23 mei 2011 
berjumlah 306 orang. Penyebab korban jiwa tersebut 186 diantaranya karena 
luka bakar dan 160 lainnya non luka bakar (Sumber: Laporan Tanggap 
Darurat Erupsi Tahun 2010 Kabupaten Sleman). 
Selain menimbulkan dampak korban jiwa dan luka-luka, erupsi 
Merapi juga menyebabkan kerugian yang sangat besar pada sektor 
perekonomian. Sebagian besar mata pencaharian penduduk di lereng Gunung 
Merapi adalah petani dan peternak. Dari kejadian erupsi pada 2010 lalu saja 
tercatat 3.361 hewan ternak mati. Saat terjadinya erupsi, banyak warga yang 
sudah mengungsi kembali lagi ke desa asal untuk mengurus ternaknya yang 
masih berada didalam kawasan rawan bencana saat merapi masih dalam 
status Awas. Kurangnya kesadaran akan resiko bahaya ini tentunya sangat 
mengancam keselamatan mereka apabila sewaktu-waktu Merapi 
mengeluarkan material erupsi.  
Erupsi Gunung Merapi tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan 
luka-luka, erupsi tersebut juga menimbulkan kerugian material yang tidak 
sedikit. Kerusakan dan kerugian akibat erupsi Merapi dibagi dalam lima 
sektor yaitu: pemukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi dan lintas sektor. 
Berdasarkan data yang terkumpul setelah melalui verifikasi, maka 
perhitungan total perkiraan kerusakan dan kerugian akibat erupsi Gunung 
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Merapi di Kabupaten Sleman adalah sebesar Rp. 5,405 trilyun yang terdiri 
dari : nilai kerusakan sebesar 894,357 milyar rupiah serta nilai kerugian 
sebesar, 4,511 trilyun (Sumber: Laporan Tanggap Darurat Erupsi Tahun 2010 
Kabupaten Sleman). 
Berdasarkan peta daerah rawan bencana erupsi Merapi yang 
dikeluarkan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi 
Kegunungapian (BPPTK) Yogyakarta, ada 31 dusun di Kecamatan 
Cangkringan dan Kecamatan Ngemplak, Sleman, yang termasuk dalam 
daerah rawan. 31 dusun tersebut dikategorikan dalam daerah rawan bencana I 
hingga III. Daerah rawan bencana III artinya terancam langsung awan panas 
meski dalam letusan normal, daerah rawan bencana II adalah jika terjadi 
letusan besar dan muncul hujan abu lebat, sedangkan untuk kawasan bencana 
I jika muncul ancaman lahar (Sumber: 
http://nasional.news.viva.co.id/news/read/200726--tak-hanya-8--31-dusun-
lereng-Merapi-rawan-.).  
Delapan dusun yang ada di dua desa di Kecamatan Cangkringan, 
Sleman, termasuk ke dalam daerah rawan bencana III yang artinya rawan 
terkena dampak primer langsung yaitu tersapu awan panas meskipun dalam 
letusan normal. Dusun-dusun tersebut direkomendasikan untuk tidak 
dijadikan tempat tinggal lagi tetapi lahannya masih dapat dimanfaatkan. 
Delapan dusun itu adalah Dusun Kinahrejo, Ngrangkah dan Pangukrejo di 
Desa Umbulharjo, dan Dusun Petung, Kaliadem, Jambu, Kopeng, Kalitengah 
Lor di Desa Glagaharjo. Selain lokasi tersebut, lokasi lain yang 
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direkomendasikan untuk tidak dijadikan tempat tinggal adalah dusun-dusun 
yang berada di sekitar aliran awan panas yang melalui Kali Gendol sepanjang 
15 kilometer. Jarak minimal yang direkomendasikan di bantaran sungai 
adalah 300 meter karena jarak tersebutlah yang dinilai aman (Sumber: 
http://nasional. news.viva.co.id/news/read/199529-dusun-mbah-maridjan-tak-
boleh-dihuni-lagi). 
Dengan kawasan rawan bencana yang semakin bertambah, maka 
resiko masyarakat yang terkena dampak erupsi Gunung Merapi pun akan 
bertambah pula. Dengan adanya hal tersebut, maka perlu diketahui bagaimana 
tahapan manajemen bencana untuk menghadapi erupsi Gunung Merapi yang 
dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten 
Sleman  sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi untuk 
melaksanakan  penanggulan bencana mulai dari perumusan hingga 
pelaksanaannya. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana 
tahapan manajemen bencana erupsi Gunung Merapi dilaksanakan oleh BPBD 
Kabupaten Sleman. 
B. Identifikasi Masalah 
1. Banyaknya wilayah padat penduduk yang berada di sekitar lereng 
Gunung Merapi  
2. Siklus rata-rata erupsi Merapi termasuk pendek yaitu setiap 2-7 tahun 
sekali sehingga membutuhkan tahapan manajemen bencanayang baik 
untuk menghadapi erupsi tersebut. 
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3. Banyak warga yang tidak mau mengungsi saat Merapi mengalami 
kenaikan aktivitas karena alasan harta benda. 
4. Dibutuhkannya pemahaman yang baik dari masyarakat akan ancaman 
erupsi dan tentang peringatan dini. 
5. Pada erupsi sebelumnya masih terdapat kerugian baik materi, korban 
sangat dibutuhkan manajemen bencana agar apabila terjadi erupsi 
kembali dampak yang ditimbulkan dapat diminimalisir. 
C. Pembatasan Masalah 
Dari identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas, terdapat 
beberapa masalah yang dihadapi. Karena pentingnya tahapan manajemen 
bencana untuk menghadapi erupsi Merapi, maka penelitian ini dibatasi pada 
tahapan manajemen bencana erupsi Gunung Merapi oleh BPBD Kabupaten 
Sleman pasca erupsi 2010. 
D. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana tahapan manajemen bencana erupsi Gunung Merapi yang 
dilakukan oleh BPBD Kabupaten Sleman? 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
tahapan manajemen bencana menghadapi erupsi Gunung Merapi yang 
dilakukan oleh BPBD Kabupaten Sleman. 
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F. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Secara teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan 
serta kepustakaan untuk penelitian lanjutan terkait dengan tema dan topik 
manajemen bencana. Selain itu, juga diharapkan dapat menambah 
khasanah Ilmu Administrasi Negara khususnya dalam bidang Manajemen 
dan Kebijakan Publik. 
2. Secara praktis 
a. Bagi peneliti 
Penelitian ini untuk menambah wawasan dan pengaplikasian 
berbagai teori-teori yang telah dipelajari selama masa perkuliahan di 
jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas 
Negeri Yogyakarta, serta mengembangkan kemampuan berfikir 
melalui penulisan karya ilmiah. 
b. Bagi pemerintah 
Penelitian ini sebagai masukan bagi administrator publik, dan 
semua aparatur negara dalam rangka manajemen bencana khususnya 
erupsi gunung berapi agar dampak bencana dapat diminalisir. 
c. Bagi masyarakat 
Memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat 
tentang manajemen bencana agar masyarakat dapat berperan serta 
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dalam manajemen bencana erupsi Gunung Merapi untuk 
meminimalisir dampak erupsi. 
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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 
A. Kajian Teoritis  
1. Kebijakan Publik  
Kebijakan publik menurut Carl I. Frederick dalam Riant 
Nugroho (2010:53) yaitu merupakan serangkaian tindakan yang 
diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu 
lingkungan tertentu dengan ancaman dan peluang yang ada. Menurut 
James Anderson dalam Budi Winarno (2002:17) kebijakan publik 
adalah kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan 
pejabat-pejabat pemerintah dimana implikasi dari kebijakan tersebut 
yaitu 1) kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau 
mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan, 2) 
kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah 3) kebijakan 
publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah 
jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan, 
4) kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti 
merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatumasalah 
tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan 
pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu, 5) kebijakan pemerintah 
didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan 
memaksa. 
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Dari definisi yang diungkapkan para ahli diatas, dapat 
disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang 
diambil oleh pemerintah dengan tujuan tertentu yang menyangkut 
dengan kehidupan banyak orang dalam suatu wilayah. 
2. Bencana 
a. Pengertian Bencana 
Badan Koordinator Nasional Penanggulangan Bencana dan 
Penanganan Pengungsi atau Bakornas PBP (dalam A.B Susanto, 
2006: 2-3) menjelaskan bahwa bencana adalah peristiwa yang 
disebabkan oleh alam atau ulah manusia, yang dapat terjadi secara 
tiba-tiba atau perlahan-lahan, yang menyebabkan hilangnya jiwa 
manusia, kerusakan harta benda dan lingkungan, serta melampaui 
kemampuan dan sumberdaya manusia untuk menanggulanginya.  
Selain itu, Arie Priambodo (2010: 22) mendefinisikan bencana 
sebagai: 
“Bencana adalah suatu kejadian alam, buatan manusia, 
atau perpaduan antara keduanya yang terjadi secara tiba-
tiba sehingga menimbulkan dampak negatif yang dahsyat 
bagi kelangsungan kehidupan. Dalam kejadian tersebut, 
unsur yang terkait langsung atau terpengaruh harus 
merespons dengan melakukan tindakan luar biasa guna 
menyesuaikan sekaligus memulihkan kondisi seperti 
semula atau menjadi lebih baik. 
Dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 
Tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah: 
“Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan 
masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam 
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dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga 
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan 
lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak 
psikologis.” 
Bencana menurut United Nation Disaster Relief 
Organization (UNDRO) dikutip Soehatman Ramli (2010:10) 
bencana adalah suatu kejadian yang ekstrem dalam lingkungan 
alam atau manusia yang secara merugikan mempengaruhi 
kehidupan manusia, harta benda atau aktivitas sampai pada 
tingkat yang menimbulkan bencana. 
Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa 
bencana merupakan suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, 
yang disebabkan oleh faktor alam maupun manusia atau keduanya 
dimana peristiwa tersebut menimbulkan kerugian ataupun 
kerusakan, baik materi maupun non materi.  
b. Skala Bencana  
Arie Priambodo (2009: 23) juga membagi skala bencana 
menjadi empat skala berdasarkan tingkat bahaya dan dampak 
yang ditimbulkan. Adapun skala tersebut adalah sebagai berikut: 
Tabel 1. Skala Bencana 
Skala Tingkat bahaya Manusia Bangunan 
A Ringan Cedera Rusak ringan 
B Menengah Luka parah Rusak sedang 
C Berat Cacat 
permanen 
Rusak berat 
D Dahsyat Meninggal 
dunia 
Hancur 
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c. Dampak Bencana 
Setiap peristiwa bencana yang terjadi tentu menimbulkan 
dampak bagi lingkungan sekitarnya. Dampak tersebut dapat 
berupa dampak yang besar ataupun dampak kecil. Nurjanah dkk 
(2011:32-33) mengemukakan bahwa dampak adalah: 
“Akibat yang timbul dari kejadian bencana. Dampak 
bencana dapat berupa korban jiwa, luka, pengungsian, 
kerusakan pada infrastruktur/aset, lingkungan/ekosistem, 
harta benda, penghidupan, gangguan pada stabilitas sosial, 
ekonomi, politik hasil-hasil pembangunan, dan dampak 
lainnya yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat 
kesejahteraan masyarakat. Besar kecilnya dampak 
tergantung pada tingkat ancaman (hazard), kerentanan 
(vulnerability), dan kapasitas/kemampuan (capacity) untuk 
menanggulangi bencana. Semakin besar ancaman bencana, 
maka semakin besar peluang dampak yang ditimbulkan 
akibat bencana dan semakin tinggi tingkat kerentanan 
terhadap bencana, semakin besar peluang dampak yang 
ditimbulkan bencana. Demikian pula, semakin rendah 
kemampuan dalam menanggulangi bencana, semakin besar 
peluang dampak yang ditimbulkan bencana. Kerentanan dan 
kapasitas/kemampuan adalah analog dengan dua sisi mata 
uang. Untuk menurunkan (tingkat) kerentanan dilakukan 
dengan cara meningkatkan kapasitas/kemampuan. Dengan 
kata lain, meningkatnya kapasitas/kemampuan akan 
menurunkan (tingkat) kerentanan (fisik, ekonomi, sosial, 
dan lingkungan). Besaran dampak bencana juga dapat 
dipengaruhi oleh waktu datangnya kejadian bencana yaitu 
bencana yang datangnya secara tiba-tiba (sudden-on-set 
disaster) dan bencana yang terjadi secara perlahan-lahan 
(slow-on-disaster).” 
 
Dede Kuswanda dikutip Nurjanah dkk (2011:34) 
mengatakan bahwa akibat bencana dalam suatu komunitas dapat 
dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu: 
1) Bagi manusia, berupa meninggal dunia, hilang, cedera atau 
luka, sakit, cacat, trauma dan gangguan sosial psikologis 
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lainnya, pengungsian, tercerai-berai (berpisahnya anggota 
keluarga), dan kehilangan pekerjaan; 
2) Kerusakan lingkungan, berupa kerusakan pada tanah, udara, 
dan air; 
3) Kerusakan sarana dan prasarana umum, seperti: 
perkantoran, sekolah, tempat ibadah, pasar, jalan, jembatan, 
sarana penerangan, sarana komunikasi, sarana air bersih, 
dan lain-lain; 
4) Terganggunya pelayanan umum, seperti: pelayanan 
pendidikan, kesehatan, pemerintahan, ekonomi, dan 
sebagainya; 
5) Kerusakan dan/atau kehilangan harta benda, seperti rumah, 
perabotan rumah tangga, surat-surat berharga, dan 
sebagainya. 
Sedangkan menurut Benson dan Clay seperti dikutip 
Nurjanah dkk (2011: 35), dampak bencana dibagi menjadi tiga 
bagian, yakni: 
1) Dampak langsung (direct impact), meliputi kerugian 
finansial dari kerusakan aset ekonomi, misalnya rusaknya 
bangunan seperti tempat tinggal dan tempat usaha, 
infrastruktur, lahan pertanian dan lain-lain, yang dalam 
istilah ekonomi disebut stock value. 
2) Dampak tidak langsung (indirect impact) meliputi 
berhentinya proses produksi, hilangnya output dan sumber 
penerimaan, yang dalam istilah ekonomi disebut flow value. 
3) Dampak sekunder (secondary impact) atau dampak 
lanjutan. Contoh: terhambatnya pertumbuhan ekonomi, 
terganggunya rencana pembangunan yang telah disusun, 
meningkatnya defisit neraca pembayaran, meningkatnya 
angka kemiskinan dan lain-lain. 
Dari beberapa definisi yang diungkapkan para ahli tersebut, 
dapat disimpulkan bahwa dampak bencana merupakan suatu hal 
yang ditimbulkan dari terjadinya peristiwa bencana, baik bencana 
yang terjadi karena faktor alam maupun manusia. Dampak bencana 
tersebut dapat berupa kerugian materi seperti kerusakan 
infrastruktur, dan non materi seperti adanya korban jiwa maupun 
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luka-luka. Dampak tersebut dapat terjadi secara langsung, tidak 
langsung, maupun dampak lanjutan setelah terjadinya bencana. 
3. Letusan Gunung Api (Erupsi) 
a. Pengertian Letusan Gunung Api  
Nurjanah dkk (2011:30-32) mengatakan bahwa letusan 
gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang 
dikenal denga erupsi. Penyebab terjadinya gunung api adalah 
pancaran magma dari dalam bumi yang berasosiasi dengan arus 
konveksi panas, proses tektonik dari pergerakan dan pembentukan 
lempeng/kulit bumi, akumulasi tekanan dan temperatur dari 
fluidamagma menimbulkan pelepasan energi. Mekanisme 
perusakan bahaya letusan gunung api dibagi menjadi dua 
berdasarkan waktu kejadiannya yaitu (1) bahaya utama (primer), 
dan (2) bahaya ikutan (sekunder) dan jenis bahaya tersebut 
masing-masing mempunyai resiko merusak dan mematikan. 
1) Bahaya Utama (Primer) 
Bahaya utama letusan gunung api adalah bahaya 
yang langsung terjadi ketika proses peletusan sedang 
berlangsung. Jenis bahaya ini adalah awan panas 
(piroclastic flow), lontaran batu (pijar), hujan abu lebat, 
lelehan lava (lava flow) dan gas beracun. 
2) Bahaya Ikutan (Sekunder)  
Bahaya ikutan letusan gunung api adalah bahaya 
yang terjadi setelah proses peletusan berlangsung. apabila 
suatu gunung api meletus akan terjadi penumpukan 
material dalam berbagai ukuran di puncak dan lereng 
bagian atas. Pada saat musim hujan tiba sebagian material  
tersebut akan terbawa oleh air hujan dan tercipta adonan 
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lumpur turun ke lembah sebagai banjir bebatuan, banjir 
tersebut disebut lahar atau banjir lahar dingin.  
b. Penetapan Status Bahaya Gunung Meletus 
Dalam kegiatan vulkaniknya, gunung berapi memiliki 
tahapan-tahapan status bahaya sebelum mencapai puncak letusan. 
Menurut Henri Subiakto (2008: 52) penetapan status bahaya 
gunung meletus adalah sebagai berikut: 
Tabel 2. Penetapan Status Bahaya Gunung Meletus 
1. Aktif Normal (Level I) Kegiatan gunung api 
berdasarkan pengamatan dari 
hasil visual, kegempaan dan 
gejala vulkanik lainnya tidak 
memperlihatkan adanya 
kelainan. 
2. Waspada (Level II) Terjadi peningkatan kegiatan 
berupa kelainan yang tampak 
secara visual atau hasil 
pemeriksaan kawah, 
kegempaan, dan gejala 
vulkanik lainnya. 
3. Siaga (Level III) Peningkatan semakin nyata 
hasil pengamatan 
visual/pemeriksaan kawah, 
kegempaan dan metoda lain 
saling mendukung. 
Berdasarkan analisis, 
perubahan kegiatan cenderung 
diikuti letusan. 
 
4. 
Awas (Level IV) Menjelang letusan utama, 
letusan awal mulai terjadi 
berupa abu/asap. Berdasarkan 
analisis data pengamatan, 
segera akan diikuti letusan 
utama. 
 
 
 
17 
 
  
4. Manajemen  
a. Pengertian Manajemen 
Mary Parker Follett (dalam T. Hani Handoko, 2011:8) 
mengatakan bahwa manajemen adalah seni dalam menyelesaikan 
pekerjaan melalui orang lain. Para manajer mencapai tujuan-
tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang-orang lain 
untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan, 
atau berarti dengan tidak melakukan tugas-tugas itu sendiri. 
Sedangkan menurut Stoner (dalam T. Hani Handoko, 2011:8) 
manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, 
pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi 
dan penggunaan sumber daya-dumber daya organisasi lainnya 
agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Proses 
tersebut diuraikan sebagai berikut: 
1) Perencanaan berarti bahwa para manajer memikirkan 
kegiatan-kegiatan mereka sebelum dilaksanakan. Berbagai 
kegiatan ini biasanya didasarkan pada berbagai metoda, 
rencana atau logika, bukan hanya atas dasar dugaan atau 
firasat.  
2) Pengorganisasian berarti bahwa para manajer 
mengkoordinasikan sumber daya-sumber daya manusia dan 
material organisasi. Pengkoordinasian merupakan bagian 
vital pekerjaan manajer.  
3) Pengarahan berarti para manajer mengarahkan, memimpin, 
dan mempengaruhi para bawahan.  
4) Pengawasan berarti para manajer berupaya untuk menjamin 
bahwa organisasi bergerak ke arah tujuan-tujuannya. Bila 
beberapa bagian organisasi ada pada jalur yang salah, 
manajer harus membetulkannya. 
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Dari uraian definisi yang dipaparkan diatas, dapat 
disimpulkan bahwa manajemen merupakan kegiatan untuk 
mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan bersama dengan 
memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam organisasi. 
Kegiatan manajemen tersebut meliputi perencanaan, 
pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. 
b. Fungsi Manajerial 
Henri Fayol seperti dikutip T. Hani Handoko (2011:21) 
mengatakan bahwa fungsi-fungsi utama manajerial adalah 
perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pemberian 
perintah dan pengawasan. Sedangkan T. Hani Handoko (2011:23) 
merinci lima fungsi yang paling penting dalam manajemen:  
1) Perencanaan 
Perencanaan (planning) adalah 1) pemilihan atau 
penetapan tujuan organisasi dan 2) penentuan strategi, 
kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metoda, sistem, 
anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai 
tujuan. Pembuatan keputusan banyak terlibat dalam fungsi 
ini. 
2) Pengorganisasian 
Pengorganisasian (organizing) adalah 1) penentuan 
sumber-sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan 
untuk mencapai tujuan organisasi, 2) perancangan dan 
pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang 
akan dapat “membawa” hal-hal tersebut ke arah tujuan, 3) 
penugasan tanggung jawab tertentu dan kemudian, 4) 
pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu-
individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Fungsi ini 
menciptakan struktur formal dimana pekerjaan ditetapkan, 
dibagi dan dikoordinasikan. 
3) Penyusunan Personalia 
Penyusunan personalia (staffing) adalah penarikan 
(recruitment), latihan dan pengembangan, serta penempatan 
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dan pemberian orientasi para karyawan dalam lingkungan 
kerja yang menguntungkan dan produktif. 
4) Pengarahan 
Fungsi pengarahan (leading) secara sederhana adalah 
untuk membuat atau mendapatkan para karyawan melakukan 
apa yang diinginkan, dan harus mereka lakukan. Fungsi ini 
melibatkan kualitas, gaya, dan kekuasaan pemimpin serta 
kegiatan-kegiatan kepemimpinan seperti komunikasi, 
motivasi dan disiplin. 
5) Pengawasan 
Semua fungsi terdahaulu tidak akan efektif tanpa fungsi 
pengawasan (controlling) atau sekarang banyak digunakan 
istilah pengendalian. Pengawasan (controlling) adalah 
penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin 
bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai yang telah 
ditetapkan. Hal ini dapat positif atau negatif. Pengawasan 
positif mencoba untuk menjamin dengan efisien dan efektif. 
Pengawasan negatif mencoba untuk menjamin bahwa 
kegiatan yang tidak diinginkan atau dibutuhkan tidak terjadi 
atau terjadi kembali. 
 
5. Manajemen Bencana 
a. Pengertian Manajemen Bencana 
Shaluf dalam Kusumasari (2010:19)  mendefinisikan 
manajemen bencana sebagai istilah kolektif yang mencakup 
semua aspek perencanaan untuk merespons bencana, termasuk 
kegiatan-kegiatan sebelum bencana dan setelah bencana yang 
mungkin juga merujuk pada manajemen resiko dan konsekuensi 
bencana. Kelly dalam Kusumasari (2010) mengungkapkan 
bahwa: 
“Manajemen bencana meliputi rencana, struktur, serta 
pengaturan yang dibuat dengan melibatkan usaha dari 
pemerintah, sukarelawan, dan pihak-pihak swasta dengan 
cara yang terkoordinasi dan komprehensif untuk merespon 
kebutuhan darurat. Oleh karena itu, manajemen bencana 
terdiri dari semua perencanaan, pengorganisasian, dan 
mobilisasi sumber daya yang dibuat untuk menangani 
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semua fase bencana sebagai peristiwa alam yang unik.” 
 
Sedangkan menurutNational Fire Protection Association 
(NFPA) 1600: Standard on Disaster/Emergency Management and 
Business Continuity Programs dalam Soehatman Ramli (2010: 
10) mendefinisikan manajemen bencana adalah upaya sistematis 
komprehensif untuk menanggulangi semua kejadian bencana 
secara cepat, tepat, dan akurat untuk menekan korban dan 
kerugian yang ditimbulkannya 
Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa 
manajemen bencana merupakan suatu usaha sistematis yang 
dilakukan oleh pemerintah, relawan, dan pihak-pihak swasta 
dalam merespon terjadinya bencana mulai dari sebelum terjadinya 
bencana hingga setelah terjadinya bencana. 
b. Tahapan Manajemen Bencana 
Dalam konsep manajemen bencana dikenal tiga tahapan 
utama yaitu “pra-disaster, during disaster, dan after disaster”. 
Setiap tahapan dalam manajemen bencana seharusnya merupakan 
suatu siklus atau daur yang kontinyu, bertahap dan komprehensif. 
Selama ini upaya-upaya penanggulangan bencana hanya terfokus 
pada tahapan “emergency response” (tanggap darurat) selama 7-
14 hari, padahal seharusnya pada tahapan pra-disaster yang 
meliputi kegiatan-kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan 
menghadapi bencana juga penting, agar kalau terjadi bencana 
21 
 
  
jumlah korban dapat ditekan seminimal mungkin (Sudibyakto, 
2011: 126). 
Arie Priambodo (2009: 17-18) mengungkapkan secara 
sederhana sistem tanggap bencana (disaster management) 
meliputi empat tahapan yaitu: 
1) Mitigation: Pengurangan – Pencegahan 
Menurut Arie Priambodo (2009: 17)Mitigation 
merupakan tahapan atau langkah memperringan risiko yang 
ditimbulkan oleh bencana. Dalam mitigasi terdapat dua 
bagian penting, yakni pengurangan dan pencegahan 
terjadinya bencana. George D. Haddow dan Jane A. Bullock 
dalam A.B. Susanto (2006: 11) mengatakan bahwa: 
“Proses mitigasi melibatkan pencegahan bencana agar 
jangan sampai terjadi bencana dan juga pengurangan 
dampak buruk akibat bencana yang sudah terjadi pada 
tahap minimal. Kebijakan mitigasi dalam manajemen 
bencana ini adalah sebuah kebijakan yang bersifat jangka 
panjang. Kebijakan mitigasi dapat bersifat struktural 
maupun non struktural. Kebijakan yang bersifat 
struktural menggunakan pendekatan teknologi, seperti 
pembuatan kanal khusus untuk pencegahan banjir, alat 
pendeteksi aktivitas gunung berapi, bangunan yang 
bersifat tahan gempa, ataupun sistem peringatan dini 
(Early Warning System) yang digunakan untuk 
memprediksi terjadinya gelombang tsunami. Sedangkan 
kebijakan non struktural meliputi legislasi, perencanaan 
wilayah, dan asuransi. Sebelum dilakukan mitigasi, perlu 
terlebih dahulu dilakukan identifikasi resiko. Penilaian 
resiko fisik meliputi proses identifikasi dan evaluasi 
tentang kemungkinan terjadinya bencana dan dampak 
yang mungkin ditimbulkan sebagai akibat terjadinya 
bencana itu. Kebijakan mitigasi yang baik yang bersifat 
struktural maupun yang bersifat non struktural harus 
saling mendukung antara satu dengan yang lainnya.” 
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2) Preparedness: Perencanaan-Persiapan 
Arie Priambodo (2009: 17) mengatakan bahwa 
Preparedness merupakan kesiapsiagaan dalam menghadapi 
terjadinya bencana. Ada dua bagian penting dalam 
kesiapsiagaan, yakni adanya perencanaan yang matang dan 
persiapan yang memadai sehubungan dengan tingkat risiko 
bencana. 
Berikut ini adalah beberapa prinsip dasar kesiapsiagaan  
menurut Drabek & Hoetmar dikutip oleh Kusumasari 
(2010:26-27): 
a) Kesiapsiagaan merupakan proses yang 
berkesinambungan 
b) Kesiapsiagaan mengurangi ketidaktahuan selama 
bencana 
c) Kesiapsiagaan merupakan kegiatan pendidikan 
d) Kesiapsiagaan didasarkan pada pengetahuan 
e) Kesiapsiagaan menyebabkan timbulnya tindakan yang 
tepat 
f) Resistensi terhadap kesiapsiagaan bencana diberikan 
g) Perencanaan yang sederhana merupakan sebuah tujuan 
yang jelas 
 
3) Response: Penyelamatan – Pertolongan 
Arie Priambodo (2009:18) mengatakan bahwa Response 
merupakan tindakan tanggap bencana yang meliputi dua 
unsur terpenting, yakni tindakan penyelamatan dan 
pertolongan. Pertama-tama, tindakan tanggap bencana 
tersebut ditujukan untuk menyelamatkan dan menolong jiwa 
manusia baik secara personal, kelompok maupun masyarakat 
secara keseluruhan. Kedua, ditujukan untuk menyelamatkan 
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harta benda yang berhubungan dengan keberlangsungan 
hidup personal, kelompok maupun masyarakat selanjutnya. 
Sedangkan menurut Soehatman Ramli (2010: 35) tanggap 
darurat (response) adalah: 
“Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera 
pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak 
buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan 
penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, 
pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan 
pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan 
sarana.” 
Fungsi respons dalam manajemen bencana menurut 
Bevaola Kusumasari (2010:28) adalah tindakan yang diambil 
untuk membatasi cidera, hilangnya nyawa, serta kerusakan 
harta benda dan lingkungan. Kegiatan respons dapat 
dilakukan melalui kegiatan peringatan, evakuasi, dan 
penyediaan tempat penampungan/shelter.  
4) Recovery: Pemulihan- Pengawasan 
Arie Priambodo (2009:18) mengungkapkan bahwa 
Recovery merupakan tahap atau langkah pemulihan 
sehubungan dengan kerusakan atau akibat yang ditimbulkan 
oleh bencana. Dalam tahap ini terdapat dua bagian, yakni 
pemulihan dan pengawasan yang ditujukan untuk 
memulihkan keadaan ke kondisi semula–atau setidaknya 
menyesuaikan kondisi pasca bencana–guna keberlangsungan 
hidup selanjutnya.Sullivan seperti dikutip Kusumasari 
(2010:30) memberikan definisi pemulihan sebagai berikut: 
“Pemulihan adalah kegiatan mengembalikan sistem 
infrastruktur kepada standar operasi minimal dan 
panduan upaya jangka panjang yang dirancang untuk 
24 
 
  
mengembalikan kehidupan ke keadaan dan kondisi 
normal atau keadaan yang lebih baik setelah bencana. 
Pemulihan dimulai sesaat setelah bencana terjadi.” 
Sedangkan menurut Soehatman Ramli (2010: 38) 
setelah bencana terjadi dan proses tanggap darurat terlewati, 
maka langkah berikutnya adalah rehabilitasi dan rekonstruksi.  
“Rehabilitasi merupakan perbaikan dan pemulihan 
semua aspek pelayanan  publik atau masyarakat sampai 
tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana 
dengan sasaran utama untuk normalisasi atau 
berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan 
dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. 
Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua 
sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah 
pascabencana baik pada tingkat pemerintahan maupun 
masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan 
berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, dan 
budaya tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya 
peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan 
bermasyarakat pada wilayah pascabencana.” 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori tahapan disaster 
management yang diungkapkan oleh Arie Priambodo (2009: 17-18) yaitu 
tahap mitigation yang meliputi kegiatan pengurangan – pencegahan, 
preparedness yang meliputi perencanaan – persiapan, response atau 
penyelamatan – pertolongan dan recovery yang meliputi pemulihan dan 
pengawasan.  
B. Penelitian Relevan 
1. Penelitian Mulyagus pada tahun 2007 dengan judul “Manajemen 
Bencana Dalam Penanganan Korban Gempa dan Tsunami di 
Kabupaten Aceh Barat”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
manajemen bencana dalam penanganan korban bencana di Kabupaten 
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Aceh Barat belum berjalan maksimal, ini diakibatkan karena kendali 
kegiatan penanganan korban bencana ada dibawah komando militer, 
koordinasi yang kaku menjadikan kegiatan berjalan satu arah, rencana 
tidak semua dapat berjalan sesuai harapan akibat situasi dan kondisi, 
serta pengawasan dalam kegiatan-kegiatan seperti pengelolaan 
bantuan sama sekali tidak ada. Selain itu kendala komunikasi menjadi 
faktor penghambat di dalam penanganan korban secara cepat dan 
ditambah dengan kendala kurangnya partisipasi masyarakat dalam 
upaya membantu penanganan korban bencana di Meulaboh. Relevansi 
penelitian Mulyagus dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 
adalah keduanya mengkaji tentang manajemen bencana. Sedangkan 
perbedaaanya adalah penelitian Mulyagus berfokus pada manajemen 
bencana yang terjadinya tidak dapat diprediksi pada tahap tanggap 
darurat sedangkan peneliti berfokus pada manajemen bencana yang 
muncul dengan gejala-gejala terlebih dahulu. 
2. Penelitian Gilang Rosul Nur Ihsan Kamil pada tahun 2011 yang 
berjudul “Manajemen Bencana Pada Kegiatan Pra Bencana (Studi 
Kasus di Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember)”. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa  upaya kesiapsiagaan masyarakat 
desa Kemiri sangat kurang karena terdapat perbedaan tingkat 
kesiapsiagaan yang cukup mencolok antara masyarakat desa Kemiri di 
daerah perkebunan dengan di daerah perkampungan dalam 
menghadapi ancaman Banjir Bandang dan Tanah Longsor. Relevansi 
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penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti 
adalah keduanya mengkaji tentang manajemen bencana. 
Perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Gilang berfokus pada 
manajemen pra bencana sedangkan penelitian yang akan dilakukan 
oleh peneliti mengkaji proses manajemen bencana mulai dari tahap 
pra bencana hingga tahap pasca bencana. 
3. Penelitian Tusrianto F. D. Rumengan pada tahun 2007 yang berjudul 
“Manajemen Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Bantul: Suatu Studi 
Manajemen Bencana Tanggap Darurat Gempa Bumi 27 Mei 2006 di 
Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul”.Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa manajemen bencana tanggap darurat di 
Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul belum dapat memenuhi tujuan 
kegiatan tanggap darurat tersebut. Hal ini dapat dilihat dari indikator 
pengelolan bantuan pangan, bantuan shelter/tempat hunian sementara 
serta bantuan pelayanan kesehatan. Penelitian ini juga menunjukkan 
bahwa kegiatan pendataan dan penilaian kerugian serta kesiapan 
pemerintah dalam menghadapi situasi darurat sangat berpengaruh 
terhadap pelaksanaan manajemen bencana tanggap darurat di 
Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul. Relevansi penelitian Tusrianto 
dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah mengkaji mengenai 
manajemen bencana. Perbedaannya adalah Tusrianto mengkaji 
manajemen bencana pada tahap tanggap darurat sedangkan penelitian 
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yang akan dilakukan oleh peneliti mengkaji tentang keseluruhan 
proses manajemen bencana.  
1) Kerangka Pikir Penelitian 
Lereng Gunung Merapi merupakan wilayah yang padat akan 
penduduk. Beberapa kecamatan seperti Kecamatan Cangkringan, 
Kecamatan Pakem dan Kecamatan Turi berada dekat dengan Gunung 
Merapi. Gunung Merapi sendiri merupakan salah satu gunung berapi 
paling aktif dengan masa erupsi setiap kurun waktu 2-7 tahun. Dengan 
adanya ancaman erupsi tersebut, warga yang berada di lereng Gunung 
Merapi sangat beresiko terkena dampak erupsi apabila Gunung 
Merapi sedang mengalami erupsi. Dengan adanya resiko tersebut, 
maka dibutuhkan suatu manajemen bencana untuk menghadapi erupsi 
Merapi. Badan yang berwenang untuk melaksanakan penanggulangan 
bencana di Kabupaten Sleman adalah Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) sehingga perlu diketahui bagaimana BPBD 
Kabupaten Sleman melakukan manajemen bencana dalam 
menghadapi erupsi Gunung Merapi berdasarkan empat tahapan 
manajemen bencana yang dikemukakan oleh Arie Priambodo (2009: 
17-18) yang meliputi tahap mitigation, preparedness, response, dan 
recovery untuk mengurangi resiko terdampak erupsi dan melindungi 
masyarakat dari dampak erupsi Gunung Merapi. 
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Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 
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2) Pertanyaan Penelitian 
a. Bagaimana mitigation yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten 
Sleman dalam menghadapi bencana erupsi Gunung Merapi? 
b. Bagaimana preparedness yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten 
Sleman dalam  menghadapi bencana erupsi Gunung Merapi? 
c. Bagaimana response yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Sleman 
saat menghadapi erupsi Gunung Merapi? 
d. Bagaimana recovery yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Sleman 
setelah terjadinya erupsi Gunung Merapi? 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Desain Penelitian 
Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah menggunakan 
metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2011:8) metode penelitian 
kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada 
kondisi obyek alamiah dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan 
makna daripada generalisasi. Penggunaan desain penelitian deskriptif 
kualitatif dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menggambarkan 
tahapan manajemen bencana erupsi Gunung Merapi yang dilakukan oleh 
BPBD Kabupaten Sleman. 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di BPBD Kabupaten Sleman, Desa Kepuharjo 
Kecamatan Cangkringan dan SD N Umbulharjo 1 Cangkringan. Waktu 
penelitian ini dilaksanakan pada11 Juni 2015 – 9 Juli 2015. 
C. Subjek Penelitian 
Subjek penelitian atau informan adalah orang yang memberikan 
informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Subyek 
penelitian ini adalah: 
1. Bapak Djokolelana Juliyanto, ST, Kepala Seksi Mitigasi Bencana BPBD 
Kabupaten Sleman 
2. Ibu Rini Isdarwati, A.Md, Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten 
Sleman 
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3. Bapak Aditya Purnomo, S.IP, M.Sc., Staff  Seksi kedaruratan dan 
Operasional Penanganan Bencana BPBD Kabupaten Sleman 
4. Bapak Dwi Harjanto, SE, Kepala Seksi Penanganan Pengungsi dan 
Logistik Bencana BPBD Kabupaten Sleman 
5. Bapak Y. Dwi Ari Hariyanto, ST, M.Eng, Kepala Seksi Rekonstruksi 
BPBD Kabupaten Sleman  
6. Bapak Saiful Bachri, ST, M.Eng, kepala Seksi Rehabilitasi BPBD 
Kabupaten Sleman 
7. Bapak Wiyono Suhadi, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Desa 
Kepuharjo, Cangkringan, Sleman yang merupakan salah satu Desa 
Tanggap Bencana (Destana) 
8. Bapak Pairin, Penghuni Huntap Pagerjurang, Desa Kepuharjo, 
Cangkringan. 
9. Bapak Suhadi, Kepala Sekolah SDN Umbulharjo 1, Cangkringan, Sleman 
yang merupakan salah satu Sekolah Siaga Bencana yang memiliki Sister 
School 
D. Instrumen Penelitian 
Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen atau alat penelitian 
adalah peneliti itu sendiri. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk 
mengumpulkan data tentang manajemen bencana erupsi Gunung Merapi. 
Dalam proses penelitian, peneliti menggunakan instrumen tambahan yaitu 
berupa buku catatan lapangan, perekam suara, pedoman observasi dan 
pedoman wawancara. 
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E. Sumber dan Jenis Data 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan 
atau tempat penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kata-
kata dan tindakan yang diperoleh melalui wawancara. Peneliti akan 
menggunakan data primer untuk memperoleh informasi terkait 
manajemen bencana erupsi Gunung Merapi yang dilakukan oleh BPBD 
Kabupaten Sleman. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder yaitu data yang sudah diolah lebih lanjut dan 
disajikan oleh instansi pemerintah, akademisi, dan pihak lain misalnya 
dalam bentuk laporan program atau kegiatan, laporan penelitian, dan 
lainnya seperti dokumentasi yang berupa arsip-arsip. Peneliti 
menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan 
melengkapi data primer yang telah dikumpulkan sebelumnya. Data 
sekunder dalam penelitian ini adalah laporan kegiatan dan arsip yang 
dimiliki oleh BPBD Kabupaten Sleman dan  Pemerintah Desa 
Kepuharjo. 
F. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam sebuah 
penelitian, oleh karena itu seorang peneliti dituntut terampil dalam 
mengumpulkan data yang valid dan  benar-benar menjadi data yang jenuh. 
Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk 
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memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini peneliti telah berhasil 
melaksanakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya: 
1. Wawancara 
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 
Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara 
(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 
(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 
Patton dalam Moleong (2011:187) membagi wawancara ke dalam 
tiga jenis, yaitu wawancara pembicaraan informal, pendekatan 
menggunakan petunjuk umum wawancara, dan wawancara baku terbuka. 
Jenis wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 
menggunakan petunjuk umum wawancara dan wawancara  baku terbuka. 
Jenis wawancara ini adalah wawancara yang menggunakan seperangkat 
pertanyaan baku. Urutan pertanyaan, kata-katanya, dan cara 
penyajiannya pun sama untuk setiap informan. Keluwesan mengadakan 
pertanyaan mendalam (probing) terbatas, dan hal itu bergantung pada 
situasi wawancara dan kecakapan pewawancara. Tujuan penulis 
menggunakan metode ini, untuk memperoleh data secara jelas dan 
konkrit tentang manajemen bencana erupsi Gunung Merapi oleh BPBD 
Kabupaten Sleman. 
2. Observasi 
Observasi merupakan teknik pengumpulan data langsung dari 
lapangan sengan mengandalkan pengamatan peneliti. Peneliti akan 
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menggunakan teknik observasi untuk melengkapi data-data yang belum 
terjaring melalui penggunaan metode wawancara. Dalam penelitian ini 
peneliti menggunakan metode pemeranserta sebagai pengamat.Peranan 
peneliti sebagai pengamat dalam hal ini tidak sepenuhnya sebagai 
pemeranserta tetapi melakukan fungsi pengamatan. Ia sebagai anggota 
pura-pura, jadi tidak melebur dalam arti sesungguhnya. Peranana 
demikian masih membatasi para subjek menyerahkan dan memberikan 
informasi terutama yang bersifat rahasia. (Moleong, 2011:177). 
Observasi dilakukan dengan mengamati rambu-rambu jalur evakuasi, 
Early Warning System, kondisi barak pengungsian, hunian tetap korban 
erupsi Merapi 2010 dan kendaraan operasional penanggulangan bencana 
yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Sleman. 
3. Dokumentasi 
Dalam penelitian ini dokumentasi akan digunakan untuk 
melengkapi data pendukung yang telah diolah. Menurut Moleong 
(2011:219) dokumen internal dapat berupa memo, pengumuman, 
instruksi, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu yang digunakan 
dalam kalangan sendiri. Termasuk didalamnya risalah atau laporan rapat, 
keputusan pemimpin kantor, dan semacamnya. Dokumen eksternal berisi 
bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, 
misalnya majalah, buletin, pernyataan, dan berita yang disiarkan kepada 
media massa. Untuk menggali secara lebih mendalam tentang 
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manajemen bencana erupsi Gunung Merapi, maka peneliti menggunakan 
kedua jenis dokumentasi tersebut. 
Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen 
rencana kontijensi erupsi Gunung Merapi, Resume Kegiatan Rehabilitasi 
dan Rekonstruksi, Laporan Penanganan Erupsi Gunung Merapi Tahun 
2010, Laporan Pengurangan Resiko Bencana, Rencana Kontijensi 
Penanganan Ternak Untuk Penanggulangan Bencana Erupsi Merapi, 
Data Huntap Korban Erupsi Merapi, SOP Barak dan Logistik, Peta 
Lokasi EWS, Alur Skema Evakuasi, dan Peta Zonasi Ancaman Lahar 
Dingin, Undang-undang No. 24 Tahun 2008 tentang Penanggulangan 
Bencana serta Perda Sleman No. 7 Tahun 2013 
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 
Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 
triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 
memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan 
atau sebagai pembanding terhadap data itu. Denzin dalam Moleong 
(2011:330) membedakan triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 
memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Dalam 
penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi dengan metode yaitu dengan 
cara 1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa 
tekhnik pengumpulan data dan 2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa 
sumber data dengan metode yang sama. 
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H. Teknik Analisis Data 
Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah 
model interaktif menurut Miles dan Huberman yang terdiri atas tiga alur 
kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan atau verifikasi. Adapun langkah-langkah dalam 
melakukan analisis data yakni sebagai berikut: 
1. Reduksi data 
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 
Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 
yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 
pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.  
2. Data display (Penyajian data) 
Miles and Huberman menyatakan penyajian data merupakan 
upaya penyusunan sekumpulan informasi ke dalam suatu bentuk yang 
padu. Dengan melihat penyajian data, akan dapat dipahami apa saja yang 
sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Setelah 
dilakukan reduksi data, peneliti menyusun dan menyajikan data terkait 
dengan manajemen bencana erupsi Gunung Merapi oleh BPBD 
Kabupaten Sleman. 
3. Menarik kesimpulan atau verifikasi 
Penarikan kesimpulan merupakan langkah akhir dalam 
pembuatan suatu laporan. Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk 
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mencari atau memahami makna, keteraturan pola-pola penjelasan, alur 
sebab akibat atau proposisi.Sebelum peneliti menarik kesimpulan dari 
penelitian ini, peneliti memiliki kesimpulan awal terlebih dahulu. 
Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 
berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat atau mendukung pada 
tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan awal 
yang dibuat ternyata didukung oleh data-data yang diperoleh selanjutnya, 
yaitu bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke 
lapangan dan mengumpulkan data. Disini peneliti telah melakukan 
verifikasi dari data dan bukti – bukti yang didapat dari informan untuk 
dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian 
1. Deskripsi Umum Gunung Merapi 
Gunung Merapi merupakan gunung berapi yang secara 
administratif terletak di 4 wilayah kabupaten yaitu sisi selatan di 
Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta, sisi barat dan utara 
Kabupaten Magelang, dan sisi timur di Kabupaten Boyolali dan 
Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.  
Gunung Merapi merupakan gunung api tipe strato yaitu gunung 
yang berbentuk seperti kerucut, dengan ketinggian 2.980 meter dari 
permukaan laut. Secara geografis gunung Merapi terletak pada posisi 7º 
32.5’ lintang selatan dan 110º 26.5’ bujur timur. Gunung Merapi 
merupakan salah satu gunung api yang teraktif di dunia. Periode ulang 
aktivitas erupsi berkisar antara 2-7 tahun. Aktivitas erupsi Gunung 
Merapi memiliki ciri khas yaitu mengeluarkan lava pijar, dan awan 
panas, tanpa membentuk kaldera (kawah). Aktivitas erupsi Merapi 
tersebut mempengaruhi morfologi gunung sehingga gunung ini tampak 
berubah dari waktu ke waktu yang menyebabkan arah letusannya pun 
dapat berubah-ubah. Merapi tercatat telah mengalami beberapa kali 
erupsi, antara lain pada tahun 1961, 1967, 1968, 1969, 1984, 1997, 2001, 
2008, dan 2010. Salah satu letusan yang terbesar adalah pada tahun 2010 
lalu. 
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Pemerintah Kabupaten Sleman mengklasifikasikan tiga daerah 
yang rentan terkena dampak langsung dari erupsi Gunung Merapi atau 
yang disebut dengan Kawasan Rawan Bencana. Kawasan Rawan 
Bencana tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Kawasan rawan bencana I 
Kawasan Rawan Bencana I dalah kawasan yang berpotensi 
terkena lahar/banjir. Apabila erupsinya membesar, maka kawasan ini 
berpotensi tertimpa material jatuhan berupa hujan abu dan lontaran 
batu (pijar).  
Lahar merupakan aliran lumpur vulkanik yang dihasilkan 
karena produk awan panas yang terbawa air hujan dan membentuk 
aliran pekat mengalir ke daerah yang lebih rendah. Aliran lahar 
tersebut memiliki kandungan material vulkanik mencapai lebih dari 
60% volume.  
b. Kawasan Rawan Bencana II 
Kawasan Rawan Bencana II terdiri atas dua bagian yaitu: 
1) Aliran massa berupa: awan panas, aliran lava dan lahar, dan 
2) Lontaran berupa: material jatuhan dan lontaran batu pijar. 
Pada kawasan rawan bencana II masyarakat diharuskan 
mengungsi jika terjadi peningkatan kegiatan gunung api sesuai 
dengan saran Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi 
sampai daerah ini dinyatakan aman kembali. Pernyataan bahwa 
harus mengungsi, tetap tinggal di tempat, dan keadaan sudah aman 
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kembali, diputuskan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. Batas kawasan rawan bencana II ditentukan 
berdasarkan sejarah kegiatan lebih tua dari 100 tahun, dengan indeks 
erupsi VEI (Volcano Explosivity Index) 3-4, baik untuk bahaya aliran 
massa ataupun bahaya material awan panas. 
c. Kawasan Rawan Bencana III 
Kawasan Rawan Bencana III adalah kawasan yang letaknya 
dekat dengan sumber bahaya yang sering terlanda awan panas, aliran 
lava, guguran batu, lontaran batu (pijar) dan hujan abu lebat. Oleh 
karena tingkat kerawanan yang tinggi, kawasan ini tidak 
diperkenankan untuk hunian tetap. Batas Kawasan Rawan Bencana 
III didasarkan pada sejarah kegiatan dalam waktu 100 tahun terakhir.  
Tabel 3. Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi 
No Kecamatan 
KRB I KRB II KRB III 
Desa Desa Desa 
1 Turi - Girikerto Girikerto 
      Wonokerto Wonokerto 
2 Tempel Merdikorejo Merdikorejo - 
3 Pakem Candibinangun Purwobinangun  Purwobinangun 
      Hargobinangun Hargobinangun 
      Candibinangun - 
4 Cangkringan Umbulharjo Umbulharjo Umbulharjo 
    Wukirsari Wukirsari Wukirsari 
    Pakembinangun Kepuharjo Kepuharjo 
      Argomulyo Argomulyo 
      Glagaharjo Glagaharjo 
5 Ngemplak Umbulmartani Sindumartani Sindumartani 
Sumber: Data diolah dari Dokumen Rencana Kontijensi 
Penanganan Ternak Untuk Penanggulangan Bencana Erupsi 
Merapi Tahun 2012 
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Secara spesifik Kawasan Rawan Bencana III adalah sebagai 
berikut: 
Tabel 4. Kawasan Rawan Bencana III Gunung Merapi 
Kawasan Rawan 
Kawasan Rawan Bencana III Bencana III 
Sebelum 2010 Setelah Erupsi 2010 
1)Tunggularum 1) Tunggularum 1) Pagerjurang 1) Pelemsari 
2) Ngandong 2) Ngandong 2) Kepuh 2) Pangukrejo 
3) Turgo 3) Turgo 3) Manggong 3) Kaliadem 
4) Kaliurang 
Timur 
4) Kaliurang 
Timur 
4) Kalitengah 
Kidul 4) Jambu 
5) Pelemsari 5) Pelemsari 5) Srunen 5) Batur 
6) Kaliadem 6) Kaliadem 6) Singlar 6) Kopeng 
7) Kalitengah 
Lor 
7) Kalitengah 
Lor 
7)Glagahmalan
g 
7) Kalitengah 
Lor 
  8) Ngepring 8) Gading 
8) Kalitengah 
Kidul 
  9) Kemiri 9) Jetissumur 9) Srunen 
  
10) Kaliurang 
Barat 10) Besalen   
  11) Boyong 11) Ngancar   
  12) Pangukrejo 12) Banjarsari   
  13) Petung 13) Bakalan   
  14) Jambu 14) Bronggang   
  15) Kopeng 15) Karanglo   
  16) Batur 16) Brongkol   
    17) Morangan   
Sumber: Dokumen Rencana Kontijensi Erupsi Merapi Desa Tangguh 
Bencana (Destana) Kepuharjo Tahun 2014 
 
2. Deskripsi Umum Kabupaten Sleman 
a. Letak Wilayah 
Secara geografis Kabupaten Sleman terletak diantara 110° 33′ 
00″ dan 110° 13′ 00″ Bujur Timur, 7° 34′ 51″ dan 7° 47′ 30″ Lintang 
Selatan. Wilayah Kabupaten Sleman sebelah utara berbatasan 
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dengan Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, sebelah timur berbatasan 
dengan Kabupaten Klaten, sebelah barat berbatasan dengan 
Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Magelang, dan sebelah 
selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan 
Kabupaten Gunung Kidul. 
b. Luas Wilayah 
Luas wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 
km² atau sekitar 18% dari luas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
yaitu 3.185,80 km², dengan jarak terjauh Utara – Selatan 32 km dan 
Timur – Barat 35 km. Secara administratif Kabupaten Sleman terdiri 
17 wilayah Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun.  
c. Topografi 
Kabupaten Sleman bagian selatan keadaan tanahnya relatif 
datar, kecuali daerah perbukitan di bagian tenggara Kecamatan 
Prambanan dan sebagian di Kecamatan Gamping. Semakin ke utara 
keadaan tanahnya relatif miring dan di bagian utara sekitar Lereng 
Merapi relatif terjal serta terdapat sekitar 100 sumber mata air. 
Hampir setengah dari luas wilayah Kabupaten Sleman merupakan 
tanah pertanian yang subur dengan didukung irigasi teknis di bagian 
barat dan selatan. Topografi dapat dibedakan atas dasar ketinggian 
tempat dan kemiringan lahan (lereng).Ketinggian wilayah Kabupaten 
Sleman berkisar antara <100 sampai dengan >1000 m dari 
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permukaan laut. Ketinggian tanahnya dapat dibagi menjadi tiga kelas 
yaitu ketinggian <100 m, 100 – 499 m, 500 – 999 m dan >1000 m 
dari permukaan laut. Ketinggian < 100 m dari permukaan laut seluas 
6.203 ha atau 10,79 % dari luas wilayah terdapat di Kecamatan 
Moyudan, Minggir, Godean, Prambanan, Gamping dan Berbah. 
Ketinggian > 100 – 499 m dari permukaan laut seluas 43.246 ha atau 
75,32 % dari luas wilayah, terdapat di 17 Kecamatan. Ketinggian > 
500 – 999 m dari permukaan laut meliputi luas 6.538 ha atau 11,38 
% dari luas wilayah, meliputi Kecamatan Tempel, Turi, Pakem dan 
Cangkringan. Ketinggian > 1000 m dari permukaan laut seluas 1.495 
ha atau 2,60 % dari luas wilayah meliputi Kecamatan Turi, Pakem, 
dan Cangkringan. 
d. Iklim 
Wilayah Kabupaten Sleman termasuk beriklim tropis basah 
dengan musim hujan antara bulan November – April dan musim 
kemarau antara bulan Mei – Oktober. Pada tahun 2000 banyaknya 
hari hujan 25 hari terjadi pada bulan Maret, namun demikian rata-
rata banyaknya curah hujan terdapat pada bulan Februari yaitu 
sebesar 16,2 mm dengan banyak hari hujan 20 hari. Adapun 
kelembaban nisbi udara pada tahun 2000 terendah pada bulan 
Agustus sebesar 74% dan tertinggi pada bulan Maret dan Nopember 
masing-masing sebesar 87%, sedangkan suhu udara terendah sebesar 
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26,1 derajat celcius pada bulan Januari dan Nopember dan suhu 
udara yang tertinggi 27,4 derajat celcius pada bulan September . 
e. Tata Guna 
Hampir setengah dari luas wilayah Kabupaten Sleman 
merupakan tanah pertanian yang subur dengan didukung irigasi 
teknis dibagian barat dan selatan. Keadaan jenis tanahnya dibedakan 
atas sawah, tegal, pekarangan, hutan, dan lain-lain. Perkembangan 
penggunaan tanah selama 5 tahun terakhir menunjukkan jenis tanah 
sawah turun rata-rata per tahun sebesar 0,96%, tegalan naik 0,82%, 
pekarangan naik 0,31%, dan lain-lain turun 1,57%. 
f. Wilayah Administratif 
Secara administratif Kabupaten Sleman terdiri dari 17 
kecamatan, yang memiliki 86 desa dan 1212 dusun. Wilayahnya 
berbatasan dengan semua kabupaten yang ada di Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta dan juga beberapa kabupaten di Provinsi Jawa 
Tengah yaitu Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan 
Kabupaten Klaten. 
3. Deskripsi Umum Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten 
Sleman 
a. Tugas Pokok dan Fungsi 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten 
Sleman merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk sesuai 
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dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 
9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah 
Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 54 Tahun 
2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah serta Peraturan Bupati Sleman 
Nomor 58 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis 
Pemadam Kebakaran. 
BPBD Kabupaten Sleman merupakan unsur pelaksana 
pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala badan yang secara ex-
officio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Bupati. BPBD Kabupaten Sleman 
mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan 
daerah di bidang penanggulangan bencana. Sedangkan UPT 
Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian 
tugas teknis BPBD Kabupaten Sleman di bidang penanganan 
kebakaran. Dalam penyelenggaraan tugas tersebut BPBD Kabupaten 
Sleman mempunyai fungsi sebagai berikut : 
1. Perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana 
2. Pelaksanaan tugas bidang penanggulangan bencana 
3. Pembinaan dan pengembangan penanggulangan bencana 
4. Pengoordinasian, pengkomandoan, pengendalian, dan fasilitas 
5. Penanggulangan bencana 
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6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
b. Struktur Organisasi 
1) Unsur Pengarah 
2) Unsur Pelaksana 
3) Sekretariat, terdiri dari: 
a) Subbagian Umum dan Kepegawaian 
b) Subbag Keuangan 
c) Subbag Perencanaan dan Evaluasi 
4) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari: 
a) Seksi Mitigasi Bencana 
b) Seksi Kesiapsiagaan 
5) Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari: 
1. Seksi Kedaruratan dan Operasional Penanggulangan 
Bencana 
2. Seksi Penanganan Pengungsi dan Logistik Bencana  
6) Bidang  Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari: 
1. Seksi Rehabilitasi  
2. Seksi Rekonstruksi 
7) Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran, terdiri dari: 
1. Sub Bagian Tata Usaha UPT Pemadam Kebakaran 
2. Kelompok Jabatan Fungsional UPT Pemadam Kebakaran 
3. Kelompok Jabatan Fungsional 
  
Dalam penelitian ini, yang dapat memberikan data dan informasi 
terkait manajemen bencana adalah Seksi Mitigasi, Seksi Kesiapsiagaan, 
Seksi Kedaruratan dan Operasional Penanggulangan Bencana, Seksi 
Penanganan Pengungsi dan Logistik Bencana, Seksi Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi. 
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a. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 
1) Seksi Mitigasi Bencana 
Seksi Mitigasi Bencana dalam menjalankan tugas 
menyelenggarakan, membina, dan mengoordinasikan 
pencegahan dan mitigasi bencana. Seksi Mitigasi Bencana 
dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi : 
1. Penyusunan rencana kerja Seksi Mitigasi Bencana; 
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pencegahan 
dan mitigasi bencana; 
3. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pencegahan dan 
mitigasi bencana; 
4. Pembinaan pencegahan dan mitigasi bencana; 
5. Penyelenggaraan analisis, penyusunan, penetapan, dan 
penginformasian peta rawan bencana; 
6. Pengembangan dan pemeliharaan sistem peringatan dini 
bencana; 
7. Penyelenggaraan dan penggordinasian upaya pengurangan 
risiko bencana; dan 
8. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja 
Seksi Mitigasi Bencana. 
2) Seksi Kesiapsiagaan 
Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas menyelenggarakan, 
membina, dan mengoordinasikan  kesiapsiagaan dan 
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peningkatan peran serta masyarakat. Seksi Kesiapsiagaan dalam 
melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 
1. Penyusunan rencana kerja Seksi Kesiapsiagaan; 
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesiapsiagaan 
dan peningkatan peran serta masyarakat; 
3. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengoordinasian 
kesiapsiagaan dan peningkatan peran serta masyarakat 
dalam penanggulangan bencana; 
4. Penyelenggaraan analisis, penyusunan, dan pengembangan 
prosedur penanggulangan bencana; 
5. Penyelenggaraan peningkatan kapasitas masyakarat di 
kawasan rawan bencana melalui gladi lapang, simulasi, 
wajib latih, dan sosialisasi penanggulangan bencana; 
6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja 
Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan. 
b. Bidang Kedaruratan dan Logistik 
1) Seksi Kedaruratan dan Operasional Penanggulangan 
Bencana 
Seksi Kedaruratan dan Operasional Penanggulangan 
Bencana mempunyai tugas menyelenggarakan dan 
mengoordinasikan kedaruratan dan operasional penanggulangan 
bencana. Seksi Kedaruratan dan Operasional Penanggulangan 
Bencana dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 
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1. Penyusunan rencana kerja Seksi Kedaruratan dan 
Operasional Penanggulangan Bencana; 
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kedaruratan 
dan operasional penanggulangan bencana; 
3. Penyelenggaraan kedaruratan dan operasional 
penanggulangan bencana; 
4. Pengoordinasian operasional penanggulangan bencana; 
5. penyelenggaraan analisis dan pengoordinasian pemantauan 
status dan tingkatan keadaan darurat bencana; 
6. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pelatihan pencarian, 
penyelamatan, dan evakuasi korban bencana; 
7. Penyelenggaraan perlindungan sosial dan pemberian rasa 
aman pada masyarakat; 
8. Penyelenggaraan dan pengoordinasian sistem komunikasi 
kebencanaan; dan 
9. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja 
Seksi Kedaruratan dan Operasional Penanggulangan 
Bencana. 
2) Seksi Penanganan Pengungsi dan Logistik Bencana  
Seksi Penanganan Pengungsi dan Logistik Bencana 
mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan 
penanganan pengungsi dan penyediaan logistik penanggulangan 
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bencana. Seksi Penanganan Pengungsi dan Logistik Bencana 
dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 
1. Penyusunan rencana kerja Seksi Penanganan Pengungsi dan 
Logistik Bencana; 
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penanganan 
pengungsi dan penyediaan logistik penanggulangan 
bencana; 
3. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penanganan 
pengungsi; 
4. Penyelenggaraan pengembangan prosedur penanganan 
pengungsi; 
5. Penyelenggaraan penanganan dan pemenuhan kebutuhan 
dasar korban bencana; 
6. Penyelenggaraan analisis kebutuhan, pemantauan, dan 
pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan 
bencana; 
7. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyediaan dan 
penyaluran logistik penanggulangan bencana; 
8. Penyelenggaraan, pengendalian, dan pengoordinasian 
bantuan penanggulangan bencana; dan 
9. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja 
Seksi Penanganan Pengungsi dan Logistik Bencana. 
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c. Bidang  Rehabilitasi dan Rekonstruksi 
1) Seksi Rehabilitasi  
Seksi rehabilitasi mempunyai tugas menyelenggarakan 
dan mengoordinasikan rehabilitasi. Seksi Rehabilitasi dalam 
melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 
1. Penyusunan rencana kerja Seksi Rehabilitasi; 
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi; 
3. Penyelenggaraan dan pengoordinasian analisis 
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi rehabilitasi; 
4. Penyelenggaraan dan pengoordinasian perbaikan dan  
pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat 
sampai ke tingkat yang memadai pada wilayah 
pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi 
atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan 
dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana; 
dan 
5. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana 
kerja Seksi Rehabilitasi. 
2) Seksi Rekonstruksi 
Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas 
menyelenggarakan dan mengoordinasikan rekonstruksi. Seksi 
Rekonstruksi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 
1. Penyusunan rencana kerja Seksi Rekonstruksi; 
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2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis 
rekonstruksi; 
3. Penyelenggaraan dan pengoordinasian analisis 
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi rekonstruksi; 
4. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pembangunan 
kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada 
wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan 
maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan 
berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan 
budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya 
peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan 
bermasyarakat pada wilayah pascabencana; dan 
5. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana 
kerja Seksi Rekonstruksi. 
4. Deskripsi Data 
Dalam upaya menghadapi bencana erupsi Gunung Merapi, BPBD 
Kabupaten Sleman melalui tiga bidang didalamnya yaitu Bidang 
Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, dan 
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi melakukan beberapa kegiatan 
sesuai dengan tahap bencana masing-masing. 
a. Mitigation(Pengurangan-Pencegahan) 
Dalam menghadapi ancaman erupsi Gunung Merapi, Seksi 
Mitigasi Bencana BPBD Kabupaten Sleman melaksanakan berbagai 
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upaya fisik untuk untuk mengurangi kemungkinan dampak bencana 
erupsi. Kegiatan tersebut dilakukan sebelum bencana itu terjadi. 
Pada tahap ini terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh 
BPBD Kabupaten Sleman untuk mengurangi resiko terkena dampak 
erupsi Gunung Merapi. Namun, sebelum menyusun kegiatan yang 
akan dilakukan, BPBD Kabupaten Sleman melalui Seksi Mitigasi 
Bencana melakukan pemetaan ancaman untuk mengetahui tingkat 
kerentanan masyarakat dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi 
bencana erupsi Gunung Merapi. Pemetaan ancaman, tingkat 
kerentanan masyarakat, dan kapasitas masyarakat termuat dalam 
peta resiko. Kerentanan masyarakat sendiri dibagi ke dalam tiga 
tingkatan resiko yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Dari pemetaan 
ancaman tersebut atau yang disebut peta resiko, kemudian dilakukan 
analisis untuk kemudian disusun suatu perencanaan tentang 
tindakan-tindakan penanganan bencana erupsi yang harus dilakukan 
sesuai dengan tingkat kerentanan masing-masing. Perencanaan 
tindakan penanganan tersebut termuat dalam Rekomendasi Rencana 
Penanggulangan Bencana Kabupaten. Hal ini sesuai dengan yang 
disampaikan oleh Kepala Seksi Mitigasi Bencana BPBD Kabupaten 
Sleman Bapak Djokolelana Juliyanto: 
“Pertama kita mencoba memetakan ancaman, kerentanan 
masyarakat, kapasitas masyarakat, dari peta resiko itulah nanti 
akan muncul tindakan-tindakan seperti apa sih yang akan 
dilakukan, karena nanti dari peta resiko sudah muncul daerah 
dengan resiko tinggi mana, sedang mana, nah itu nanti akan 
berbeda penanganannya. Nanti keluar rekomendasi rencana 
54 
 
  
penanggulangan bencana kabupaten keluarnya dari hasil 
analisis resiko” (Wawancara tanggal 11 Juni 2015). 
Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Wiyono Suhadi selaku 
Kepala Bagian Kemasyarakatan Desa Kepuharjo Cangkringan “Pra 
bencana ada itu disini pertama ada pemetaan wilayah, pemetaan 
kapasitas sama kerentanan” (Wawancara tanggal 9 Juli 2015). 
Dari hasil analisis resiko tersebut, Seksi Mitigasi Bencana 
BPBD Kabupaten Sleman kemudian menyusun rencana 
pembangunan fisik untuk meminimalisir dampak erupsi Gunung 
Merapi. Pembangunan tersebut yakni pembuatan talud banjir, 
pembuatan kantong lahar atau dam, pemasangan Early Warning 
System (EWS) atau dikenal dengan sistem peringatan dini dan 
pemasangan rambu-rambu jalur evakuasi. Talud banjir berfungsi 
untuk mencegah melubernya lahar dari jalur sungai yang berhulu di 
Merapi saat Merapi mengalami erupsi ataupun saat curah hujan 
sedang tinggi. Sedangkan kantong lahar atau dam dibuat sebagai 
tempat penampungan debit lahar dari Merapi agar tetap berada di 
jalur sungai sehingga tidak membahayakan masyarakat sekitar. 
Talud banjir dan kantong lahar ini dibuat di beberapa sungai besar 
yang berhulu di Merapi dan biasa mendapat debit material yang 
banyak dari Merapi seperti Kali Boyong, Kali Kuning, Kali Krasak 
dan Kali Gendol. Selain itu juga dilakukan pemasangan Early 
Warning System (EWS) yaitu suatu alat peringatan dini yang 
berfungsi untuk memberi peringatan bahaya erupsi. pemasangan 
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Early Warning System (EWS) tersebut merupakan sebuah tower 
yang dilengkapi dengan sirine dan pengeras suara yang dipantau 
melalui pos jaga Gunung Merapi. Apabila status Gunung Merapi 
memasuki tahap siaga, maka sirine EWS tersebut akan dibunyikan 
dan masyarakat harus segera dievakuasi dengan memprioritaskan 
kelompok rentan terlebih dahulu. Lokasi Early Warning System 
Merapi saat ini terdapat di 15 titik. Akan tetapi EWS tersebut tidak 
hanya untuk peringatan dini lahar panas atau awan panas tetapi juga 
sistem peringatan dini untuk bahaya lahar hujan. Lokasi EWS 
tersebut terletak di Dusun Jambon, Kaliadem, Kalitengah Kidul, 
Kemiri, Kinahrejo, Manggong, Merapi Golf, Tritis, Turgo, Turgo 1, 
Kaliurang, Boyong, Kopeng, Kalitengah Lor dan Bronggang 
(terdapat pada lampiran). Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan 
oleh Bapak Djakalelana Juliyanto: 
“...mitigasi fisik itu ke fisik di lapangan misalnya kita buat 
semacam talud untuk pengendali banjir, membuat kantong-
kantong lahar untuk mengantisipasi erupsi, EWS sama jalur 
evakuasi beserta rambu-rambunya” (Wawancara tanggal 11 
Juni 2015). 
 
“jadi kita kan bikin sistem peringatan dini berbasis masyarakat, 
jadi kita pasang beberapa alat diatas untuk memperingatkan 
kenaikan status...nah itu kita udah sepakat kalo kenaikan status 
sudah masuk siaga kita akan membunyikan sirine” 
(Wawancara tanggal 11 Juni 2015). 
 
Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Wiyono Suhadi selaku 
Kepala Bagian Kemasyarakatan Desa Kepuharjo: “Ada pembuatan 
peta, pemasangan rambu-rambu, sama EWS. EWS itu jadi kayak 
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tower terus ada pengerasnya. Talud banjir juga disini ada, kantong 
lahar di sebelah timur ini kan ada beberapa” (Wawancara tanggal 9 
Juli 2015). 
Namun, dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut, Seksi 
Mitigasi tidak melakukannya sendiri. Seksi mitigasi BPBD 
Kabupaten Sleman berfungsi sebagai perencana kegiatan untuk 
kemudian diserahkan kepada instansi lain yang berwenang, seperti 
pembuatan kantong lahar yang diserahkan kepada Balai Besar 
Wilayah Sungai (BBWS). Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh 
Bapak Djokolelana Juliyanto: 
“Tapi kita hanya merencanakan, seperti kantong lahar 
pelaksanaannya oleh BBWS atau Balai Besar Wilayah Sungai, 
kita itu hanya membuat suatu perencanaan, karena BPBD itu 
kan baru ya, jadi kalau kita badan itu hanya fungsi koordinasi, 
jadi kita di pra bencana itu hanya sebagai koordinator” 
(Wawancara tanggal 11 Juni 2015). 
Dalam melaksanakan kegiatan mitigasi, Seksi Mitigasi BPBD 
Kabupaten Sleman masih mengalami kendala. Hal ini sesuai dengan 
yang disampaikan oleh Bapak Djokolelala Juliyanto: “Hambatan kita 
ada di anggaran, karena kegiatan mitigasi itu belum dianggap 
penting. Padahal sebenarnya kan mitigasi itu sangat penting” 
(Wawancara tanggal 9 Juni 2015). 
Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa dalam 
melaksanakan tahap mitigation, masih ditemui kendala yaitu kendala 
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dalam hal anggaran. Hal ini terjadi karena kegiatan mitigationbelum 
dianggap penting. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, BPBD 
Kabupaten Sleman melalui Seksi Mitigasi telah melakukan upaya 
pengurangan resiko dan dampak dari erupsi Gunung Merapi melalui 
berbagai kegiatan yang meliputi pembangunan talud banjir, kantong 
lahar, pemasangan Early Warning System dan pemasangan rambu 
jalur evakuasi. Tetapi, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala 
yang dihadapi yaitu keterbatasan personil dan keterbatasan anggaran. 
b. Preparedness (Perencanaan-Persiapan) 
Selain melakukan upaya fisik dalam menghadapi erupsi 
Gunung Merapi, BPBD Kabupaten Sleman melalui Seksi 
Kesiapsiagaan juga melakukan kegiatan kesiapsiagaan yaitu kegiatan 
non fisik untuk menguatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi 
bencana erupsi Gunung Merapi. 
1) Perencanaan 
Perencanaan kegiatan atau yang disebut Rengiat 
dilakukan oleh Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten 
Slemandengan didasarkan pada  hasil analisis resiko yang telah 
dilakukan. Dari hasil analisis resiko tersebut kemudian disusun 
kegiatan yang memang diperlukan untuk memperkuat 
kapasitas masyarakat dalam menghadapi erupsi Gunung 
Merapi. Selain untuk memperoleh kegiatan yang sesuai, 
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perencanaan  ini juga dilakukan untuk menyesuaikan dengan 
anggaran yang tersedia. Setelah rencana terbentuk, kemudian 
dikonsultasikan dengan Kepala Pengarah untuk menyesuaikan 
dengan bidang-bidang yang lain karena dalam pelaksanaannya 
program dari BPBD Kabupaten Sleman melibatkan sumber 
daya manusia dari lintas bidang. Hal ini sesuai dengan yang 
dikatakan oleh Ibu Rini Isdarwati selaku Kepala Seksi Mitigasi 
BPBD Kabupaten Sleman: 
“Kalau rencana kegiatan itu dibuat oleh Seksi Mitigasi 
sendiri kemudian dikonsultasikan kepada Kepala 
Pengarah untuk menyesuaikan dengan jadwal kegiatan 
bidang lain karena kan personilnya dari lintas bidang jadi 
biar nggak tabrakan. Selain itu juga untuk menyesuaikan 
dengan anggaran yang ada” (Wawancara tanggal 30 Juni 
2015). 
Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa 
dalam menyusun kegiatan, Seksi Kesiapsiagan harus 
menyesuaikan dengan bidang-bidang lain di lingkup BPBD 
Kabupaten Sleman. Hal ini jumlah sumber daya manusia di 
seksi Kesiapsiagaan masih terbatas sehingga membutuhkan 
bantuan dari bidang lain di BPBD Kabupaten Sleman.  
2) Persiapan 
Kegiatan persiapan menghadapi erupsi Gunung Merapi 
dilakukan oleh BPBD Kabupaten Sleman dengan berbagai 
kegiatan. Salah satunya merupakan pemantauan di Gunung 
Merapi yang dilakukan oleh BPPTKG (Balai Penyelidikan dan 
59 
 
  
Pengembangan Teknologi Kegunungapian dan Geologi) 
dengan berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Sleman yang 
kegiatannya meliputi pemantauan status terbaru Merapi beserta 
aktivitas vulkaniknya untuk kemudian diinformasikan kepada 
masyarakat. Informasi-informasi dari BPPTKG lah yang 
dijadikan oleh BPBD Kabupaten Sleman dalam menaikkan 
status Gunung Merapi. Pemantauan ini diutamakan di empat 
kecamatan yang paling dekat dengan Gunung Merapi yaitu 
Kecamatan Turi, Pakem, Cangkringan dan Ngemplak. Hal ini 
sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Djokolelana 
Juliyanto yang mengatakan bahwa: “BPPTKG itu sebagai 
dasar kita menaikkan status mbak,  tapi kalo kita hanya 
mengamati, menginformasikan kepada masyarakat mbak” 
(Wawancara tanggal 11 Juni 2015). Hal ini sesuai dengan 
yang disampaikan oleh Ibu Rini Isdarwati selaku Kepala Seksi 
Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Sleman yang mengatakan: 
“Ya kita mengadakan pemantauan di wilayah Merapi 
pada umumnya pada 4 kecamatan ya mbak ya, Turi, 
Pakem, Cangkringan dan ada di Ngemplak. Pemantaun 
dulu dan untuk mengantisipasi pencegahan secara dini. 
Mungkin kita bisa saling komunikasi dengan BPPTKG 
karena untuk deteksi atau untuk pemantauan juga alat 
yang banyak disana, di Merapi dan nanti bisa di posko 
yang sana yang di Pakem” (Wawancara tanggal 30 Juni 
2015). 
Selain itu, Seksi Kesiapsiagaan juga melakukan pelatihan 
atau simulasi erupsi untuk melatih respons masyarakat dalam 
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menghadapi erupsi, pembentukan Desa Tanggap Bencana 
(Destana), pembentukan Sekolah Siaga Bencana (SSB) dan 
pembentukan Sister School. Pelatihan simulasi erupsi ini 
bertujuan untuk melatih warga agar saat terjadi erupsi tidak 
panik dan bingung sehingga dapat menyelamatkan diri sesuai 
dengan instruksi yang telah diberikan saat pelatihan dan 
berdasarkan jalur evakuasi yang telah ditentukan. Peserta 
simulasi erupsi di tingkat desa diikuti oleh perangkat desa, 
kelompok tani, kelompok PKK, komunitas, karang taruna, 
pengurus BPD dan LPMD. Hal ini sesuai dengan yang 
disampaikan oleh Bapak Djokolelana Juliyanto: 
“Kalo mitigasi non fisik melatih atau meningkatkan 
kapasitas masyarakatnya seperti kita adakan gladi, 
pelatihan-pelatihan, prosesi misalnya dapur umum dan 
lain sebagainya, kita sudah melakukan itu tapi dilakukan 
sebelum terjadi ya. Pesertanya ada dari perangkat desa, 
kelompok tani, kelompok PKK, komunitas, karang 
taruna, pengurus BPD dan LPMD” (Wawancara tanggal 
11 Juni 2015). 
 
Selain simulasi, dalam kegiatan kesiapsiagaan juga 
dibentuk Destana atau Desa Tangguh Bencana. Desa tangguh 
bencana sendiri merupakan program dari BNPB, sehingga 
BPBD Kabupaten Sleman hanya melaksanakan program 
tersebut. Di Kabupaten Sleman sendiri terdapat 10 Desa 
Tangguh Bencana. Destana tersebut adalah desa Glagaharjo, 
Kepuharjo, Wukirsari, Sinduharjo, Hargobinangun, Pakem, 
Donoharjo, Girikerto, Purwobinangun, dan Candiwinangun. 
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Desa-desa tangguh bencana tersebut didampingi oleh BPBD 
Kabupaten Sleman untuk membuat dokumen Rencana 
Kontijensi Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Merapi. 
Bapak Djakalelana Juliyanto mengatakan bahwa: “Kita tiap 
tahun ada wajib latih pengembangan Destana, pembentukan 
dan pengembangan Sister School, Sekolah Siaga Bencana” 
(Wawancara tanggal 11 Juni 2015). Hal ini sesuai dengan yang 
dikatakan oleh Bapak Wiyono Suhadi selaku Kepala Bagian 
Kemasyarakatan Desa Tangguh Bencana Kepuharjo: “Kita ada 
sosialisasi dari BPBD, terus pelatihan kebencanaan, 
penyusunan dokumen kontijensi, pembuatan peta, pemasangan 
rambu-rambu, arah evakuasi, titik kumpul, tempat pengungsian 
sementara namanya TPS, terakhir simulasi” (Wawancara 
tanggal 4 Juli 2015). 
Dalam hal pendidikan, dibentuk juga Sekolah Siaga 
Bencana (SSB). Sekolah Siaga Bencana yang ada di 
Kabupaten Sleman meliputi SD N Kepuharjo, SD N 
Umbulharjo 1, SD N Umbulharjo 2, SD Muhammadiyah 
Cepit, SMP N 1 Cangkringan, SMP N 2 Cangkringan, SD N 
Kiaran 1, SD N Kiaran 2 dan SD N Glagaharjo. Di Sekolah 
Siaga Bencana ini, guru, siswa, dan komite sekolah dibekali 
dengan wawasan kebencanaan tentang erupsi dan cara-cara 
menyelamatkan diri. Seluruh elemen di Sekolah Siaga Bencana 
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ditujukan untuk menyebarkan informasi tentang bencana 
erupsi sehingga dapat turut serta menyebarluaskan informasi 
tentang apa yang harus dilakukan dalam menghadapi erupsi 
Merapi sehingga akan semakin banyak masyarakat yang 
semakin teredukasi akan bahaya erupsi. Di Sekolah Siaga 
Bencana, informasi-informasi tentang Merapi dimasukkan 
dalam mata pelajaran terkait seperti IPA dan IPS misalnya 
geografi seperti dibuatkan contoh kasus erupsi dan apa yang 
harus dilakukan saat terjadi erupsi. Di sekolah-sekolah ini para 
guru juga dilatih dengan wawasan kebencanaan melalui 
workshop yang diberikan oleh BPBD Kabupaten Sleman yang 
biasanya dilaksanakan selama empat hari. Selain pembekalan 
guru, juga dilakukan simulasi erupsi agar siswa dan guru tidak 
panik apabila terjadi erupsi Merapi. Hal ini sesuai dengan apa 
yang disampaikan Ibu Rini Isdarwati: 
“Karena ada dari Dikpora, dari BPBD, programnya 
memberikan informasi kepada  anak didik, ada ancaman 
selanjutnya jangan sampai nanti panik, tetep kita 
harmoni dengan  bencana, terus memberikan sisipan 
dalam pengajaran ada diselipkan dengan bencana 
umpama disisipkan didalam IPA atau kewilayahan” 
(Wawancara tanggal 30 Juni 2015). 
 
Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Djokolelana 
Juliyanto: 
“Yah pemahaman bencana terhadap guru, komite 
bencana, yah masyarakat sekolah lah, anak didik juga, 
kita juga adakan tot untuk disampaikan ke lingkungan 
mereka. Misalnya guru kita adakan pelatihan, terus nanti 
dia menyampaikan ke masyarakat dan ke anak didik, 
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dimasukkan ke kurikulum mulok misalnya di geografi, 
misalnya dibuatkan kasus bencana alam seperti apa 
gunung api seperti apa” (Wawancara tanggal 11 Juni 
2015). 
Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Suhadi 
selaku Kepala Sekolah SD N Umbulharjo 1: 
“Pelatihan untuk guru nggih, kepala sekolah, komite 
kemudian juga disertai pamong desa  kemudian dari 
KUPT dari kecamatan itu di diklat selama kurang lebih 
kalo ndak keliru 4 hari narsumnya dari BPBD Sleman 
kemudian setelah selesai diklat itu bapak ibu guru 
menyampaikan kepada siswa-siswanya. Nanti bisa 
disisipkan di materi-materi seperti IPA, IPS” 
(Wawancara tanggal 4 Juli 2015). 
 
Selain edukasi tentang siaga kebencanaan, guna 
mencegah kesimpangsiuran kegiatan belajar mengajar selama 
erupsi, maka BPBD Kabupaten Sleman juga membentuk Sister 
School.. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Rini Isdarwati “Jadi 
Sister School ini penggabungan sekolahan waktu erupsi. 
Umpama SMP N 1 Cangkringan dan SMP N 2 Cangkringan 
itu kan di Kepuharjo, apabila nanti ada erupsi merapi 
pembelajarannya ada di SMP N 1 Cangkringan. Kalo yang di 
SD Umbulharjo nanti di SD Kiaran 2, jadi sudah ada sedulure 
sekolahan” (Wawancara tanggal 30 Juni 2015). Hal tersebut 
diperkuat oleh Bapak Suhadi selaku Kepala Sekolah SD N 
Umbulharjo 1 yang mengatakan “kalo disini terpaksanya 
ngungsi nanti sudah ditunjuk SD Kiaran 2” (Wawancara 
tanggal 4 Juli 2015). Bapak Suhadi juga mengatakan bahwa: 
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“Jadi ini mengantisipasi mbak, jangan sampai seperti 
bencana tahun 2010, itu mengungsinya wali terpencar-
pencar sehingga anak-anak tidak bisa melaksanakan  
belajar, dulu bapak ibu guru harus mencari kesana 
kemari anak-anak dikumpulkan untuk diberi pelajaran, 
sampe berbulan-bulan ndak belajar jadi ini antisipasi 
sehingga nanti mengungsi itu satu lokasi jadi 
pembelajaran dapat berlangsung” (Wawancara tanggal 4 
Juli 2015). 
Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Rini 
Isdarwati: “Ya karena dampaknya waktu erupsi Merapi 2010 
ternyata ada 3 bulan anak-anak tidak mengikuti 
pelajaran”(Wawancara tanggal 30 Juni 2015). 
Dari hasil penelitian yang dilakukan, BPBD Kabupaten 
Sleman melalui Seksi Kesiapsiagaan telah melakukan berbagai 
upaya perencanaan dan persiapan dalam menghadapi bencana 
erupsi. Perencanaan dilakukan untuk menyusun kegiatan yang 
memang dibutuhkan oleh masyarakat dan menyesuaikan 
dengan dana dan kegiatan bidang lain. Sedangkan untuk 
persiapan menghadapi bencana dilakukan dengan 
melaksanakan kegiatan penguatan kapasitas masyarakat seperti 
pelatihan simulasi, pembentukan Desa Tangguh Bencana, 
Sekolah Siaga Bencana dan Sister School. 
c. Response 
Saat status Gunung Merapi memasuki status Siaga, maka 
langkah selanjutnya yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Sleman 
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adalah  penyelamatan dan pertolongan. Kedua kegiatan ini 
merupakan tugas dari Bidang Kedaruratan dan Logistik Bencana 
dengan Seksi Kedaruratan dan Operasional Bencana yang bertugas 
melakukan evakuasi dan Seksi Penanganan Pengungsi dan Logistik 
untuk memberikan pertolongan kepada korban bencana erupsi. 
1) Penyelamatan 
Dalam tahap ini, Seksi Kedaruratan dan Operasional 
Bencana merupakan seksi yang bertugas untuk melakukan 
penyelamatan tersebut melalui evakuasi. BPBD Kabupaten 
Sleman telah menyusun beberapa kebijakan teknis evakuasi 
yang dilakukan apabila nantinya Merapi kembali mengalami 
erupsi. Kebijakan ini termuat dalam Skenario Rencana 
Penanggulangan Erupsi Gunung Api Merapi yang merupakan 
hasil dari analisis resiko. Selain itu, di Desa Tangguh Bencana 
juga telah memiliki dokumen Draft Rencana Kontijensi 
Gunung Api Merapi dan Rencana Kontijensi Penanganan 
Ternak Untuk Penanggulangan Bencana Erupsi Merapi sebagai 
panduan apabila Merapi kembali mengalami erupsi. Skenario 
evakuasi warga dan ternak tersebut dibedakan berdasarkan tipe 
letusan Merapi, yaitu letusan Efusif dan letusan Eksplosif. 
Dalam Draft Dokumen Rencana Kontijensi Erupsi Gunung 
Api Merapi letusan Efusif merupakan letusan dimana lava 
keluar secara perlahan dan mengalir tanpa diikuti dengan suatu 
66 
 
  
ledakan. Di Gunung Merapi, letusan efusif (letusan normal) 
dicirikan oleh adanya pertumbuhan kubah lava yang terus 
menerus sehingga tinggi kubah lava melampaui tinggi dinding 
kawah. Sedangkan letusan eksplosif merupakan keluarnya 
magma dari gunung api dalam bentuk ledakan. Hal ini sesuai 
dengan hasil wawancara dengan Bapak Aditya Purnomo 
selaku staff Seksi Kedaruratan dan Operasional Bencana 
BPBD Kabupaten Sleman: 
“Ya itu kan kadang ancaman Merapi itu kondisional, 
kadang letusannya efusif kadang eksplosif, kalo efusif 
kan jaraknya  pendek jadi di lokasi yang berjarak 10 kilo 
pun mungkin aman tapi  kalo eksplosif 10 kilo pun 
mungkin nggak aman, jadi ada skenario evakuasi” 
(Wawancara tanggal 16 Juni 2015). 
Berdasarkan Draft Dokumen Kontijensi Erupsi Gunung 
Api Merapi Kabupaten Sleman, skenario tersebut membedakan 
lokasi titik evakuasi.  Apabila terjadi letusan efusif, maka 
berdasarkan prakiraan dimungkinkan ada dua skenario daerah 
terdampak erupsi yaitu di sektor selatan-tenggara dan sektor 
barat laut-barat. Pada Plan A diperkirakan letusan akan 
mengarah ke sektor selatan-tenggara yaitu ke arah Kali 
Gendol-Kali Opak (10 km), Kali Woro (8 km), dan Kali 
Kuning (8 km). Perkiraan area terdampak langsung dari 
skenario ini adalah desa Umbulharjo, Kepuharjo dan 
Glagaharjo. Sedangkan pada Plan B merupakan perluasan dari 
area plan A dengan perkiraan area terdampak langsung adalah 
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Desa Umbulharjo, Kepuharjo, Glagaharjo, Hargobinangun, 
Purwobinangun, Girikerto dan Wonokerto. Sedangkan untuk 
Plan C yaitu skenario eksplosif, pada skenario ini letusan 
Merapi diasumsikan mengarah ke segala arah dan dominan 
menuju ke sektor selatan-tenggara, kemudian masuk ke semua 
jalur sungai yaitu Sungai Gendol-Opak dengan jarak luncur 
maksimal 15 km, Kali Woro dan Kali Kuning dengan jarak 
luncur maksimal 10 km dan sungai yang lain jarak luncurnya 
maksimal 5 km. Perkiraan area terdampak langsung dari 
skenario ini adalah seluruh dusun di desa Kepuharjo, 
Umbulharjo, Glagaharjo, Argomulyo, Balerante, Panggang, 
Sindumartani, Wukirsari, Sidorejo, Balerante, Panggang, 
Kendalsari, Talun, Umbulharjo, Hargobinangun, 
Pakembinangun. Dengan adanya skenario evakuasi tersebut, 
maka lokasi barak yang digunakan untuk mengungsi 
disesuaikan dengan jarak aman dari Merapi. Dalam melakukan 
evakuasi bencana tersebut, BPBD Kabupaten Sleman memiliki 
beberapa kendaraan operasional seperti sepeda motor khusus 
bagi Team Reaksi Cepat (TRC), mobil bagi Bidang 
Kedaruratan dan Logistik sejumlah 3 unit, sebuah mobil 
ambulance, dan truk pengangkut logistik yang merupakan 
bantuan dari BNPB yang ditempatkan di Posko Pakem. Dalam 
evakuasi ini, yang diutamakan untuk di evakuasi adalah 
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kelompok rentan yaitu bayi, anak usia dibawah lima tahun, 
anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat, orang 
sakit, dan orang lanjut usia. 
2) Pertolongan 
Selain upaya penyelamatan, BPBD Kabupaten Sleman 
juga melakukan upaya pertolongan bagi korban bencana. 
Dalam penanganan pengungsi BPBD Kabupaten Sleman 
memiliki SOP Barak dan Logistik. Dalam SOP tersebut, barak 
pengungsian memiliki standar minimal, yaitu berukuran tiga 
meter persegi per orang, memiliki persyaratan keamanan dan 
kesehatan, memiliki aksesibilitas terhadap fasilitas umum dan 
menjamin privasi antar jenis kelamin dan berbagai kelompok 
usia. Pada saat pengungsi telah berada di barak pengungsian, 
maka kemudian mulai dilakukan distribusi logistik dengan 
terlebih dahulu melakukan pendataan jumlah pengungsi, 
menghitung kebutuhan pengungsi, mendirikan posko darurat, 
dan penanganan korban bencana. Hal ini sesuai dengan yang 
disampaikan oleh Bapak Aditya Purnomo selaku staff Seksi 
Kedaruratan dan Operasional Bencana “Kedaruratan itu 
banyak kegiatannya, berkaitan dengan evakuasi, penyelamatan 
korban, kemudian setelahnya ada distribusi logistik, kemudian 
pendirian posko darurat, penanganan korban bencana” 
(Wawancara tanggal 16 Juni 2015). 
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Dari pendataan tersebut maka akan diketahui jumlah 
kebutuhan harian pengungsi seperti peralatan mandi, baju, 
makanan, obat-obatan dan alat ibadah untuk kemudian ditindak 
lanjuti dengan melakukan distribusi logistik agar kebutuhan 
pengungsi dapat terpenuhi. Hal ini sesuai dengan hasil 
wawancara dengan Bapak Aditya Purnomo “Yang pertama 
setelah di barak itu kan pendataan pengungsi, kemudian 
memetakan kebutuhan pengungsi apa saja nanti kan kemudian 
keluar kebutuhan pengungsi tiap hari, baru kemudian distribusi 
logistik” (Wawancara tanggal 16 Juni 2015). Selanjutnya 
setelah warga berada di barak dan memetakan kebutuhan 
pengungsi, maka merupakan tugas dari Seksi Penanganan 
Pengungsi dan Logistik untuk melakukan penanganan 
pengungsi dengan berbagai kebutuhan tersebut. Namun, dalam 
prakteknya tahap response yang berkaitan dengan 
penyelamatan ini belum dilaksanakan karena setelah BPBD 
Kabupaten Sleman terbentuk pada tahun 2011, hingga 
September 2015 ini Gunung Merapi tidak mengalami erupsi. 
Meskipun belum melaksanakan respons terhadap erupsi, 
Seksi Kedaruratan dan Operasional Bencana beserta Seksi 
Penanganan Pengungsi dan Logistik Bencana telah melakukan 
beberapa kegiatan pelatihan kebencanaan. Pelatihan tersebut 
adalah Pengelolaan Barak dan Dapur Umum. Pelatihan ini 
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dimulai pertama kali pada tahun 2012 dan diikuti oleh berbagai 
elemen masyarakat mulai dari perangkat desa, BPD, LPMD, 
tokoh masyarakat, remaja dan kader. Hal ini sesuai dengan 
yang dikatakan oleh Bapak Dwi Harjanto: 
“Yang pertama tahun 2012 kemarin kita sudah 
melakukan pelatihan pengelolaan dapur umum atau 
manajemen dapur umum di beberapa desa. Kita dasare 
pelatihan dapur umum yang pertama itu barak itu sudah 
dibuat oleh BNPB Jakarta sehingga itu barak pengungsi 
itu sudah standar untuk tempat pengungsian yang ada di 
BPBD Kabupaten Sleman. Maka setelah fisiknya sudah 
jadi, kita menindaklanjuti dengan pelatihan-pelatihan 
diantaranya ada pelatihan dapur umum, berikutnya ada 
pelatihan pengelolaan barak pengungsi. Itu dua pelatihan 
itu yang sudah kita adakan” (Wawancara tanggal 1 Juli 
2015). 
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Pairin, 
warga Huntap Pagerjurang yang mengatakan: 
“Ya Pengelolaan Barak dan Dapur Umum ada semua 
terlibat, jadi pertama memang  ada perangkat, BPD 
LPMD, tokoh-tokoh ada tokoh masyarakat, tokoh agama, 
sekaligus warga. Warga itupun dirangkum dari pemuda 
pemudinya, dari kader-kadernya. Semuanya terlibat 
semua” (Wawancara tanggal 4 Juli 2015) 
Dalam pelatihan tersebut, BPBD Kabupaten Sleman 
melibatkan berbagai pihak dalam melakukan pelatihan 
tersebut, seperti bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk 
memberikan materi tentang menu makanan ataupun kebersihan 
dari makanan, bekerjasama dengan PMI untuk memberikan 
materi yang berkaitan dengan air bersih, dan melibatkan polisi 
untuk memberikan materi tentang manajemen transportasi dan 
jalur pengamanan menuju barak pada saat terjadinya bencana. 
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Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Dwi 
Harjanto: 
“Materinya ada beberapa narsum,  yang pertama itu jelas 
dari BPBD DIY sini karena mengenai kebijakan Pemda 
Sleman dalam pengelolaan Dapur Umum, kebijakan 
Pemda Sleman dalam Pengelolaan Barak Pengungsi itu 
sini, yang lainnya kita juga ada dari Dinkes, kaitannya 
dengan menu maupun kebersihan dengan makanan. 
Terus kita ada juga dengan PMI, kaitannya dengan 
pengolahan air bersih, karena kejadian erupsi biasanya 
air yang jadi masalah, itu kemarin kita sudah ajarkan, ada 
juga dari pihak Polri dari Polres kemaren, kaitannya 
dengan  manajemen transportasi dan pengamanan di jalur 
transportasi menuju barak” (Wawancara tanggal 1 Juli 
2015). 
Namun dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut 
dihadapkan pada kendala utama yaitu anggaran. Di dalam 
pengelolaan barak pengungsi belum terdapat anggaran untuk 
membuat kamar mandi dan penggantian lampu. Hal ini sesuai 
dengan yang dikatakan oleh Bapak Dwi Harjanto: “Kalau 
kendala kita ada di barak pengungsi, itu belum ada anggaran 
untuk kamar mandi dan lampu jadi masih 
seadanya”(Wawancara tanggal 1 Juli 2015). 
Dalam tahap Response, kedua seksi tersebut bekerja 
sama dengan pihak-pihak terkait seperti Tim Reaksi Cepat 
(TRC) dan Tim Komando Tanggap Darurat. Apabila erupsi 
yang terjadi merupakan erupsi ringan, maka yang pertama 
terjun adalah Tim Reaksi Cepat yang beranggotakan PNS 6 
orang dan non PNS 27 orang, sedangkan apabila skala erupsi 
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adalah sedang atau besar, maka pemerintah membentuk Tim 
Komando Tanggap Darurat yang beranggotakan berbagai 
macam elemen pemerintah dan masyarakat. Selain itu, dalam 
upaya evakuasi ternak BPBD Kabupaten Sleman juga 
bekerjasama dengan Dinas Peternakan. Hal ini sesuai dengan 
yang dismpaikan oleh Bapak Aditya Purnomo selaku staff 
Seksi Kedaruratan Dan Operasional Bencana yang 
mengatakan:  
“Kan kita ada tim reaksi cepat, tim itu yang melakukan 
evakuasi dan penyelamatan...TRC ada yg non PNS 
sekarang sebanyak 27 PNS itu dr instansi terkait 6...kalo 
berncana sedang sampai berat kan ditetapkan komado 
tanggap darurat nanti personilnya lebih banyak lagi 
karena kita melibatkan instansi terkait dan relawan. 
Waktu evakuasi ternak juga kita kerjasama dengan Dinas 
Peternakan” (Wawancara tanggal 16 Juni 2015). 
Dalam tahap response, BPBD Kabupaten Sleman juga 
membuat Standard Operational Procedure (SOP) sebagai 
acuan dalam melaksanakan kegiatan response. Hal ini sesuai 
dengan yang dikatakan oleh Bapak Dwi Harjanto : 
 “Yang lainnya  kita juga membuat dokumen-dokumen 
diantaranya kita buat SOP, mengenai tentang barak dan 
logistik itu sudah ada SOP nya, yang belum ada  yang 
sedang kita garap ini yang  baru proses kita baru 
mengerjakan SOP penanganan pengungsi, SOP distribusi 
bantuan logistik, terus kita buat SOP peralatan, 
penggunaan peralatan kebencanaan itu juga kita buat 
SOP” (Wawancara tanggal 1 Juli 2015). 
Dari hasil wawancara tersebut, BPBD Kabupaten Sleman 
melalui Seksi Penanganan Pengungsi dan Logistik Bencana 
telah memiliki beberapa SOP seperti SOP barak dan logistik 
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agar pengelolaan barak dan logistik bencana dapat berjalan 
maksimal. SOP tersebut berisikan tentang kebijakan dan 
strategi dalam pengelolaan barak pengungsian seperti standar 
minimal luas barak dan fasilitasnya, pengelolaan barak, dan 
mekanisme hubungan antar barak serta pengelolaan logistik 
yang berkaitan dengan pola penyelenggaraan logistik seperti 
perencanaan logistik mulai dari tahapan perencanaan, 
pengadaan logistik hingga pendistribusian bantuan. Selain itu 
SOP barak dan logistik juga mengatur tentang pengadaan 
logistik yang didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) 
Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain itu SOP ini juga 
mengatur tentang jenis logistik serta pengawasan dan 
pelaporan. Selain itu, BPBD Kabupaten Sleman juga sedang 
menyusun SOP penanganan pengungsi, SOP Distribusi 
Logistik dan SOP Peralatan. 
Dari hasil penelitian yang dilakukan, BPBD Kabupaten 
Sleman telah melakukan upaya-upaya penyelamatan dan pertolongan 
bagi korban erupsi Gunung Merapi. Upaya penyelamatan meliputi 
pembentukan rencana skenario evakuasi yang berdasarkan tipe 
letusan Gunung Merapi yaitu eksplosif atau efusif serta upaya 
pertolongan yaitu dengan bantuan logistik dan lokasi pengungsian. 
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BPBD Kabupaten Sleman juga telah memiliki SOP Logistik, 
melakukan pelatihan pengelolaan barak dan dapur umum. 
d. Recovery(Pemulihan-Pengawasan) 
Setelah terjadinya erupsi, maka Bidang Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi BPBD Kabupaten Sleman melakukan pendataan 
kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan dari erupsi Merapi. 
Pendataan tersebut termuat dalam dokumen Damage and Loss 
Assessments (DALA). Setelah pendataan tersebut selesai, maka 
disusunlah rencana aksi untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi 
yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat untuk mengembalikan 
kondisi masyarakat seperti semula. Hal ini sesuai dengan yang 
disampaikan oleh Bapak Dwi Ari Hariyanto: 
“Ooo jadi gini, kalo itu kan semuanya berurutan, nah 
kemudian kita adakan kajian berupa DALA yaitu kajian 
kerusakan dan dampak.  Dari situ kita tahu kerusakannya 
kemudian juga dampak, dari situ kita buat perncanaan untuk 
kegiatan rehab rekon, yang dibutuhkan masyarakat itu apa aja 
sih, sehingga dari situ mereka bisa istilahnya pulih kembali. 
Dari itu kemudian kita buat rencana itu disebut renaksi rehab 
rekon. Dari renaksi itu kemudian kita buat kegiatan rehab 
rekon” (Wawancara tanggal 12 Juni 2015). 
Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa BPBD 
terlebih melakukan penghitungan dampak dari erupsi sebelum 
menyusun kegiatan pemulihan di kawasan terdampak bencana 
melalui kegiatan rehabilitasi yang merupakan perbaikan dari fasilitas 
yang rusak akibat erupsi Gunung Merapi atau rekonstruksi yang 
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merupakan kegiatan pembangunan kembali fasilitas yang hancur 
atau rusak berat. 
Kegiatan pemulihan meliputi dua kegiatan yaitu rehabilitasi 
dan rekonstruksi yang dibagi dalam 5 sektor yaitu sektor perumahan, 
sektor infrastruktur, sektor ekonomi produktif, sosial dan lintas 
sektor dalam bentuk pekerjaan konstruksi dan non konstruksi, 
perencanaan dan pemantauan. Adapun sektor perumahan meliputi 
pembangunan hunian tetap, pengelolaan sampah di huntap, dan 
fasilitasi serta pendampingan  Rekompak (Rekonstruksi dan 
Rehabilitasi Masyarakat Berbasis Komunitas). Selanjutnya adalah 
sektor infrastruktur yang meliputi peningkatan jalan kabupaten, 
pembangunan jalan poros desa/evakuasi, dan jaringan air bersih di 
luar huntap. Dalam kegiatan pemulihan ini, kegiatan rehabilitasi dan 
rekonstruksi dilakukan secara bersama-sama oleh Seksi Rehabilitasi 
dan Seksi Rekonstruksi dengan melibatkan pihak-pihak terkait yang 
berwenang. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak 
Saiful Bachri selaku Kepala Seksi Rekonstruksi BPBD Kabupaten 
Sleman: “Kalo implementasi di Kabupaten Sleman disebar sesuai 
kewenangan. maksudnya jalan itu yang menagani binamarga dinas 
PU, huntap ya Rekompak” (Wawancara tanggal 12 Juni 2015). 
Setelah pulang dari tempat pengungsian mereka kembali ke 
barak untuk sementara waktu, kemudian mereka dibangunkan 
shelter yang berupa rumah bambu untuk hunian sementara. Hal ini 
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sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Dwi Ari Hariyanto selaku 
Kepala Seksi Rehabilitasi BPBD Kabupaten Sleman : 
“Jadi korban kita dirikan dulu huntara, nah selama mereka 
tinggal disini kita urus untuk hunian tetapnya. untuk hunian 
tetap ini kan kita harus carikan lokasi yang bener-bener aman, 
jadi kalau terjadi Merapi istilahnya bergejolak lagi mereka 
aman tidak boleh di tempat daerah bahaya yaitu KRB. Yang 
paling bahaya adalah KRB III, nah untuk itu kita arahkan 
jangan sampai ada di KRB III, rundingan dengan warga” 
(Wawancara tanggal 12 Juni 2015). 
Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Pairin selaku warga 
penerima huntap di huntap Pagerjurang “jadi waktu itu kita masih di 
shelter, di rumah bambu, setengah tahun itu, tapi udah mulai 
mbangun” (Wawancara tanggal 4 Juli 2015). 
Pada tahap ini, bidang rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD 
mulai melaksanakan tugas dan fungsinya untuk melakukan 
rehabilitasi dan rekonstruksi area terdampak bencana. Kegiatan 
rehabilitasi merupakan kegiatan untuk membenahi infrastruktur yang 
rusak, sedangkan rekonstruksi adalah kegiatan untuk membangun 
kembali infrastruktur yang rusak. Kegiatan yang dilakukan oleh 
bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi selain pembuatan shelter 
antara lain pembangunan huntap, penggantian ternak, bantuan modal 
usaha dan bantuan sapi perah. Warga yang rumahnya terkena 
dampak langsung dari erupsi Merapi dan yang tinggal didalam 
wilayah yang harus dikosongkan diberikan hunian tetap atau 
disingkat huntap oleh pemerintah. Luas dari hunian tetap ini adalah 
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100 m², dengan anggaran tiap huntap adalah Rp. 30.000.000,-. Hal 
ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Pairin, warga huntap 
Pagerjurang: “Biaya ga ada mbak, semua sudah bantuan dari 
pemerintah, yang berbentuk rumah ini, dulu kan dana sih, dana 30 
juta itu, itu satu rumah dananya segitu luas tanahnya 100 meter 
persegi”(Wawancara tanggal 4 Juli 2015).  Hal yang sama juga 
disampaikan oleh Bapak Saiful Bahri kepala seksi rehabilitasi BPBD 
Kabupaten Sleman “Kalau untuk bangunan 30 juta per rumah 
dengan tanah 100 meter persegi” (Wawancara tanggal 12 Juni 2015).  
Dalam pelaksanaannya, pembangunan huntap dibantu oleh 
Rekompak atau Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pemukiman 
Masyarakat Berbasis Komunitas. Seperti yang dikatakan oleh Bapak 
Dwi Ari Hariyanto: “Jadi itu kan kita banya dibantu oleh Rekompak, 
seperti pelaksanaan huntap kita dibantu Rekompak, jadi Rekompak 
itu satu organisasi yang di inisiasi oleh Dirjen Cipta Karya 
KemenPU”(Wawancara tanggal 12 Juni 2015). Hal yang sama juga 
diungkapkan oleh Bapak Pairin “kita juga didampingi pemerintah 
bareng-bareng sama temen Rekompak”(Wawancara tanggal 4 Juli 
2015). 
Huntap oleh BPBD Kabupaten Sleman mulai dibangun pada 
tahun 2012. Didalam huntap sendiri terdapat berbagai fasilitas, 
seperti adanya tempat ibadah, balai warga, kandang komunal, dan 
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lapangan seperti yang dikatakan pada saat wawancara dengan Bapak 
Dwi Ari Hariyanto: 
“nah huntap itu bukan sekedar huntap, kita bangunkan macem-
macem ada rumah ibadah, balai warga, dari segi ekonomi itu 
banyak ada bantuan berupa modal, peralatan pertukangan, 
pelatihan, berdayakan home industri, bantuan sapi, kita 
buatkan kandang komunal” (Wawancara tanggal 12 Juni 
2015). 
Hal tersebut juga dikatakan oleh Bapak Pairin “ini fasilitasnya 
masjid ada, balai dusun ada, pos ronda ada” (Wawancara tanggal 4 
Juli 2015). 
Tabel 5. Daftar Lokas Hunian Tetap 
No Lokasi Huntap Terbangun 
1 Karang Kendal 81 
2 Plosokerep 84 
3 Bulaksusukan 19 
4 Batur 204 
5 Pagerjurang 301 
6 Gondang 2 89 
7 Gondang 3 36 
8 Dongkelsari 147 
9 Gading 62 
10 Jetissumur 81 
11 Banjarsari 177 
12 Kuwang 151 
13 Randusari 109 
14 Jelapan 26 
15 Kuripan 38 
16 Kisik 15 
17 Cancangan 58 
18 Gambretan 10 
19 Mandiri Qtel 24 
20 Mandiri    420 
  Jumlah 2132 
Sumber: Data diolah dari Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 
BPBD Kab. Sleman 
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Selain itu, dalam hal ekonomi juga terdapat bantuan dari 
pemerintah yaitu penggantian ternak yang mati akibat erupsi, 
pemberian modal usaha dan pengadaan sapi perah. Bagi masyarakat 
yang ternaknya tewas akibat erupsi merapi, mereka mendapatkan 
penggantian ternak yang berupa uang. Besarnya biaya penggantian 
disesuaikan dengan besar kecilnya ternak yang menjadi korban. 
Dalam penggantian ternak tersebut juga dilakukan verifikasi untuk 
mencegah terjadinya kecurangan dengan mengkroscek dengan warga 
sekitar. Selain itu, masyarakat juga diberikan modal usaha sesuai 
dengan pekerjaannya, seperti para petani yang diberikan peralatan 
untuk bercocok tanam, peralatan perikanan untuk warga yang 
penacahariannya dari budidaya ikan dan tukang kayu yang diberikan 
alat untuk membuat furniture. Selain itu juga masyarakat diberikan 
sapi perah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak 
Dwi Ari Hariyanto:  
“Dulu pernah ada kita berikan uang untuk penggantian ternak, 
untuk sapi yang dulu mati. Jadi pada waktu erupsi itu kan sapi-
sapi kayak gitu diberikan penggantian. Kita juga adakan 
bantuan sapi perah, bantuan modal juga yang disesuaikan 
profesi mereka, kalau yang petani ya kita kasih alatnya” 
(Wawancara tanggal 12 Juni 2015). 
Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Pairin: “Kalo penggantian 
untuk sapi ada, kalo untuk hewan yang lain seperti kambing ayam 
nggak ada. Sesuai jumlah, karena di kondisi sebelum erupsi pun 
ternak itu sudah terdata jadi kepemilikan setiap KK itu sudah 
terdata.” Selain itu Bapak Wiyono Suhadi juga mengatakan bahwa: 
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“Penggantian ternak ada, bantuan sapi perah ada, dan bantuan modal 
juga ada sesuai pekerjaan masing-masing kayak tukang kayu ya 
dikasih alat” (Wawancara tanggal 4 Juli 2015). 
Namun dalam pelaksanaannya, rehabilitasi dan rekonstruksi 
yang dilakukan juga mengalami kendala. Salah satu kendala tersebut 
adalah waktu pelaksanaan yang terbatas. Hal ini karena pelimpahan 
dana dari BPBD DIY ke BPBD Kabupaten Sleman dilakukan pada 
pertengahan tahun 2012 yaitu bulan Juli sedangkan dana yang 
dikelola sangat banyak yaitu Rp. 189.361.367.000,00 yang berarti 
pemanfaatannya hanya dalam waktu 6 bulan saja. Hal ini sesuai 
dengan yang dikatakan oleh Bapak Saiful Bachri: 
“Awalnya  kegiatan ini kan di BPBD DIY semuanya, anggaran 
kan di BPBD DIY sejak awal tahun awal 2011 Januari dengan 
berjalannya waktu ada kebijakan dari BNPB pusat, di akhir 
Juli itu BPBD harus mengelola sendiri, harus dibentuk PPK 
istilahnya, pejabat pembuat komitmen, BPBD harus ada. 
Makanya dipecah itu dananya, jadi BPBD mendapat dana 189 
miliar lebih. Pertama kan waktu, kemudaian SDM, SDM rehab 
rekon kan hanya 5 waktu itu, terus mengampu sekian banyak 
kegiatan, banyak sekali kegiatannya” (Wawancara tanggal 12 
Juni 2015) 
Berdasarkan resume kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi 
pasca erupsi Merapi tahun 2012, total dana yang dikelola PPK atau 
Pejabat Pembuat Komitmen BPBD Sleman adalah  Rp. 
189.361.367.000,00 berdasarkan MoU antara BNPB dengan 
Pemerintah Kabupaten Sleman dengan nomor MoU 
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20/BNPB/VII/2011 dan nomor 28/PK.KDH/A/2012 tanggal 30 Juli 
2012. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa total dana yang 
dianggarkan untuk pemulihan dampak dari erupsi Gunung Merapi 
sangat besar. Dengan besarnya jumlah alokasi dana tersebut maka 
BPBD Kabupaten Sleman tidak mengalami hambatan dalam hal 
dana. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, BPBD Kabupaten 
Sleman telah melakukan upaya pemulihan yang meliputi pemulihan 
infrastruktur seperti pembangunan jalan, pembangunan huntap dan 
pemberian bantuan modal, sapi perah dan penggantian ternak yang 
mati akibat erupsi Gunung Merapi. Namun, dalam pelaksanannya 
kegiatan-kegiatan tersebut dilimpahkan pada instansi yang 
berwenang seperti pembangunan Huntap yang diserahkan kepada 
Rekompak dan jalan poros kabupaten yang diserahkan kepada Dinas 
Pekerjaan Umum. 
C. Pembahasan 
Gunung berapi selalu menyimpan bahaya bagi masyarakat yang ada di 
sekitarnya seperti ancaman erupsi. Salah satu gunung berapi paling aktif di 
Indonesia adalah Gunung Merapi yang terletak di wilayah Kabupaten Sleman 
dan Provinsi Jawa Tengah. Terlebih, kawasan di sekitar lereng Merapi 
khususnya di Kabupaten Sleman merupakan kawasan yang padat akan 
penduduk seperti Kecamatan Cangkringan, Kecamatan Pakem, dan 
Kecamatan Turi. Shaluf dalam Kusumasari (2010:19-20)  mendefinisikan 
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manajemen bencana sebagai istilah kolektif yang mencakup semua aspek 
perencanaan untuk merespons bencana, termasuk kegiatan-kegiatan sebelum 
bencana dan setelah bencana yang mungkin juga merujuk pada manajemen 
resiko dan konsekuensi bencana. Dalam menghadapi bencana erupsi Gunung 
Merapi, BPBD telah melaksanakan seluruh kegiatan merespons bencana 
mulai dari sebelum hingga setelah terjadinya bencana. Arie Priambodo (2009: 
17-18) mengungkapkan secara sederhana sistem tanggap bencana (disaster 
management) meliputi empat tahapan yaitu: 
a. Mitigation: Pengurangan – Pencegahan 
Arie Priambodo (2009:17) Mitigation merupakan tahapan atau 
langkah memperringan risiko yang ditimbulkan oleh bencana. Dalam 
mitigasi terdapat dua bagian penting, yakni pengurangan dan pencegahan 
terjadinya bencana. Dalam kegiatan ini, BPBD Kabupaten Sleman telah 
berusaha mengurangi resiko dan dampak jika erupsi Gunung Merapi 
kembali terjadi baik dampak korban jiwa maupun materi.  
George D. Haddow dan Jane A. Bullock dalam A. B. Susanto 
(2006: 11) mengatakan bahwa proses mitigasi melibatkan pencegahan 
bencana agar jangan sampai terjadi bencana dan juga pengurangan 
dampak buruk akibat bencana yang sudah terjadi pada tahap minimal. 
Kebijakan mitigasi dalam manajemen bencana ini adalah sebuah 
kebijakan yang bersifat jangka panjang. Kebijakan mitigasi dapat bersifat 
struktural maupun non struktural. Kebijakan yang bersifat struktural 
menggunakan pendekatan teknologi, seperti pembuatan kanal khusus 
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untuk pencegahan banjir, alat pendeteksi aktivitas gunung berapi, 
bangunan yang bersifat tahan gempa, ataupun sistem peringatan dini 
(Early Warning System) yang digunakan untuk memprediksi terjadinya 
gelombang tsunami. Sedangkan kebijakan non struktural meliputi 
legislasi, perencanaan wilayah, dan asuransi. Sebelum dilakukan 
mitigasi, perlu terlebih dahulu dilakukan identifikasi resiko. Penilaian 
resiko fisik meliputi proses identifikasi dan evaluasi tentang 
kemungkinan terjadinya bencana dan dampak yang mungkin ditimbulkan 
sebagai akibat terjadinya bencana itu. Kebijakan mitigasi yang baik yang 
bersifat struktural maupun yang bersifat non struktural harus saling 
mendukung antara satu dengan yang lainnya. Sebelum melakukan 
kegiatan mitigation, Seksi Mitigasi BPBD Kabupaten Sleman terlebih 
dahulu melakukan pemetaan resiko untuk mengetahui ancaman, tingkat 
kerentanan masyarakat dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi 
erupsi Gunung Merapi. Setelah melakukan pemetaan resiko, maka 
kemudian peta resiko tersebut dianalisis untuk mengetahui kegiatan-
kegiatan seperti apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat di 
sekitar Gunung Merapi. Dari hasil analisis resiko tersebut, maka akan 
muncul Rekomendasi Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten 
Dalam kegiatan mitigation, BPBD Kabupaten Sleman melakukan 
bebrapa pembangunan fisik yang dibutuhkan dalam menghadapi erupsi 
Gunung Merapi. Kegiatan tersebut yaitu pembangunan talud banjir, 
pembuatan kantong lahar, pemasangan alat pendeteksi dini atau Early 
84 
 
  
Warning System (EWS) dan pemasangan rambu-rambu jalur evakuasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Sleman 
melalui Seksi Mitigasi telah melakukan kebijakan mitigasi yang  bersifat 
struktural dan non struktural yaitu pemetaan wilayah dan telah ada 
legislasi yang mengatur pelaksanaan dalam manajemen bencana ini yaitu 
Undang-undang No. 24 Tahun 2007 dan Perda Sleman No. 7 Tahun 2013 
tentang Penanggulangan Bencana tetapi belum ada asuransi yang 
diberikan oleh BPBD Kabupaten Sleman. Namun, dalam mitigasi 
bencana ini Seksi Mitigasi BPBD Kabupaten Sleman hanya melakukan 
perencanaan saja, sedangkan pelaksanaan kegiatan tersebut diserahkan 
kepada  instansi lain yang berwenang seperti pembuatan talud banjir 
yang dilakukan oleh Bali Besar Wilayah Sungai (BBWS). Namun, dalam 
pelaksanaannya kegiatan mitigasi masih menemui kendala yaitu kendala 
anggaran. Hal ini karena kegiatan mitigasi belum dianggap sebagai 
kegiatan yang penting dilakukan  
b. Preparedness: Perencanaan-Persiapan 
Dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana, dilakukan dua kegiatan 
dalam menghadapi bencana erupsi Gunung Merapi. Kegiatan tersebut 
terbagi dalam dua fase yaitu perencanaan dan persiapan. 
1) Perencanaan 
Menurut Arie Priambodo (2009: 17) salah satu kegiatan 
yang penting pada kesiapsiagaan adalah perencanan yang matang . 
Dalam melakukan perencanaan menghadapi erupsi Gunung 
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Merapi, Seksi Kesiapsiagaan melakukan persiapan dengan 
menguatkan kapasitas masyarakat di Kawasan Rawan Bencana. 
Sebelum melakukan perumusan kegiatan yang akan dilakukan, 
Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Sleman melakukan analisis 
dari pemetaan resiko dan permasalahan yang terjadi pada erupsi 
2010 lalu. Dari hasil analisis tersebut maka akan muncul rencana 
yang akan dilakukan dnegan disesuaikan degan anggaran yang 
tersedia di BPBD Kabupaten Sleman.  
2) Persiapan 
Berbagai upaya dilakukan untuk menguatkan kapasitas 
masyarakat dalam menghadapi erupsi Gunung Merapi seperti 
pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana), mengadakan 
simulasi erupsi, membentuk Sekolah Siaga Bencana dan 
membentuk Sister School. Dengan adanya Desa Tangguh Bencana, 
pemerintah desa dapat mengetahui hal-hal apa saja yang dapat 
dilakukan saat terjadi erupsi untuk menyelamatkan diri secara 
mandiri. Dengan adanya pelatihan Desa Tangguh Bencana ini, 
maka akan membantu BPBD Kabupaten Sleman dalam melakukan 
upaya evakuasi apabila terjadi erupsi karena masyarakat telah 
paham bagaimana cara melakukan evakuasi mandiri sehingga 
BPBD Kabupaten Sleman dapat terfokus pada evakuasi kelompok 
rentan. Selain itu, pembentukan Sekolah Siaga Bencana juga sangat 
bermanfaat karena apabila suatu saat Merapi mengalami erupsi, 
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maka pihak sekolah telah mengerti apa yang harus dilakukan untuk 
menyelamatkan diri agar tidak terpisah dari keluarga masing-
masing. Dengan adanya Sekolah Siaga Bencana ini, peeserta didik 
juga dibekali dengan ilmu-ilmu kebencanaan terutama tentang 
Merapi. Dengan adanya Sister School pula, kegiatan belajar 
mengajar dapat tetap terlaksana meskipun Merapi mengalami 
erupsi sehingga peserta didik tidak tertinggal mata pelajaran.  
Menurut Arie Priambodo (2009:17) Preparedness merupakan 
kesiapsiagaan dalam menghadapi terjadinya bencana. Ada dua 
bagian penting dalam kesiapsiagaan, yakni adanya perencanaan yang 
matang dan persiapan yang memadai sehubungan dengan tingkat 
risiko bencana. Pada tahap ini perencanaan yang matang telah 
dilakukan oleh Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Sleman untuk 
membuat kegiatan penguatan kapasitas masyarakat dalam 
menghadapi bencana erupsi Gunung Merapi. Persiapan juga 
dilakukan secara memadai dengan disesuaikan dengan anggaran 
yang tersedia dan menyesuaikan jadwal dengan bidang lain karena 
dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut melibatkan 
personil dari lintas bidang. Beberapa prinsip dasar kesiapsiagaan  
menurut Drabek & Hoetmar dikutip oleh Kusumasari (2010:26-27) 
adalah sebagai berikut: 
a) Kesiapsiagaan merupakan proses yang berkesinambungan 
Kegiatan kesiapsiagaan yang dilakukan oleh BPBD 
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Kabupaten Sleman merupakan kegiatan jangka panjang yang 
dilakukan secara berkesinambungan dengan kegiatan pada 
tahapan manajemen bencana yang lain baik pra maupun pasca 
bencana. 
b) Kesiapsiagaan mengurangi ketidaktahuan selama bencana 
Dengan adanya program-program kesiapsiagaan 
tersebut, masyarakat menjadi lebih mengetahui tentang apa 
yang harus dilakukan apabila terjadi erupsi karena telah diberi 
pelatihan dan di tingkat desa memiliki Rencana Kontijensi 
Penanggulangan Bencana. 
c) Kesiapsiagaan merupakan kegiatan pendidikan 
Kegiatan yang dilakukan oleh Seksi Mitigasi BPBD 
Kabupaten Sleman memenuhi prinsip ini karena kegiatan yang 
dilakukan merupakan kegiatan edukasi kepada masyarakat 
dalam menghadapi bencana seperti pelatihan simulasi dan 
workshop bagi guru di Sekolah Siaga Bencana yang bertujuan 
untuk mendidik masyarakat dalam menghadapi erupsi Gunung 
Merapi. 
d) Kesiapsiagaan didasarkan pada pengetahuan 
Kegiatan dalam tahap kesiapsiagaan ini didasarkan 
pada pengetahuan yaitu dengan menginformasikan tentang 
status Gunung Merapi berdasarkan laporan dari BBPTKG dan 
bagaimana penanganan atau langkah yang tepat saat terjadi 
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erupsi agar masyarakat di lereng Gunung merapi pun memiliki 
pengetahuan yang baik. 
e) Kesiapsiagaan menyebabkan timbulnya tindakan yang tepat 
Dengan adanya kegiatan kesiapsiagaan, maka akan 
memberikan pemahaman yang baik dalam menghadapi erupsi 
Gunung Merapi sehingga dapat menghasilkan tindakan yang 
cepat dalam menghadapi erupsi Gunung Merapi. 
f) Resistensi terhadap kesiapsiagaan bencana diberikan 
Dalam kegiatan kesiapsiagaan ini, masyarakat dilatih 
untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi 
erupsi Gunung Merapi melalui kegiatan-kegiatan yang 
dilakukan. 
g) Perencanaan yang sederhana merupakan sebuah tujuan yang 
jelas 
Dalam perencanaan kegiatan kesiapsiagaan, rencana kegiatan yang 
disusun dilakukan berdasarkan analisis peta resiko yang telah dilakukan 
dan berdasarkan permasalahan yang dihadapi pada erupsi 2010 lalu 
misalnya kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah yang berada di 
Kawasan Rawan Bencana yang sempat terhenti selama beberapa 
bulan.Namun, dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut harus 
melibatkan pihak lain baik lintas bidang di BPBD Kabupaten Sleman 
ataupun lintas instansi di lingkung Pemerintah Kabupaten Sleman. 
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c. Response: Penyelamatan – Pertolongan 
Arie Priambodo (2009:17) mengatakan bahwa Response 
merupakan tindakan tanggap bencana yang meliputi dua unsur 
terpenting, yakni tindakan penyelamatan dan pertolongan.  
1) Penyelamatan  
Pertama-tama, tindakan tanggap bencana tersebut ditujukan 
untuk menyelamatkan dan menolong jiwa manusia baik secara 
personal, kelompok maupun masyarakat secara keseluruhan. 
Kedua, ditujukan untuk menyelamatkan harta benda yang 
berhubungan dengan keberlangsungan hidup personal, kelompok 
maupun masyarakat selanjutnya. Upaya penyelamatan disusun oleh 
Seksi Kedaruratan dan Operasional Bencana BPBD Kabupaten 
Sleman dalam Skenario Evakuasi berdasarkan tipe letusan Gunung 
Merapi yaitu efusif atau eksplosif. Dengan adanya skenario 
tersebut, maka kemungkinan evakuasi yang efektif dapat 
dilaksanakan karena telah diprediksi arah letusannya sehingga arah 
tersebut dapat dihindari. Upaya penyelamatan dan pertolongan ini 
dilakukan oleh Team Reaksi Cepat (TRC) apabila letusan Gunung 
Merapi berkategori ringan, dan melibatkan Tim Komando Tanggap 
Darurat yang melibatkan berbagai elemen dalam pemerintahan 
seperti TNI, POLRI, SAR beserta masyarakat yang tergabung 
sebagai relawan apabila letusan berkategori sedang hingga berat 
karena membutuhkan personil yang lebih banyak. Upaya 
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penyelamatan ini dilakukan dengan memprioritaskan kelompok 
rentan. Sedangkan upaya penyelamatan harta benda meliputi 
penyelamatan ternak bagi masyarakat, apabila status Gunung 
Merapi mencapai level siaga, maka Seksi Kedaruratan dan 
Operasional Bencana akan melakukan evakuasi ternak dengan 
bekerjasama dengan Dinas Peternakan. Selain itu, pada tahap ini 
BPBD Kabupaten Sleman melalui Seksi Penanganan Pengungsi 
dan Logistik Bencana juga melakukan pertolongan kepada para 
pengungsi seperti menyediakan barak dan menyediakan kebutuhan 
logistik yang diperlukan oleh masyarakat seperti kebutuhan 
makanan, peralatan mandi, obat-obatan dan pakaian. Namun dalam 
prakteknya kegiatan penyelamatan dan pertolongan tersebut baru 
pada tahap perencanaan. Hal ini karena setelah BPBD terbentuk 
pada tahun 2011, Gunung Merapi belum mengalami erupsi lagi. 
2) Pertolongan 
Selain itu Seksi Penanganan Pengungsi dan Logistik 
Bencana juga melakukan kegiatan simulasi seperti prosesi Dapur 
Umum yang diikuti oleh berbagai elemen masyarakat. Namun, 
dilihat dari bentuk kegiatan simulasi Dapur Umum yang bersifat 
pelatihan ini, nampaknya kurang tepat apabila di laksanakan oleh 
Bidang Kedaruratan dan Logistik karena prosesi Dapur Umum ini 
lebih condong ke kegiatan kesiapsiagaan yaitu upaya penguatan 
masyarakat dalam menghadapi bencana melalui simulasi. Namun, 
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karena Bidang Kedaruratan dan Logistik yang lebih mengerti 
tentang situasi lapangan karena bersentuhan langsung pada 
penanaganan pengungsi, maka kegiatan ini dilakukan oleh Bidang 
Kedaruratan dan Logistik. 
Fungsi respons dalam manajemen bencana menurut Bevaola 
Kusumasari (2010:28) adalah tindakan yang diambil untuk membatasi 
cidera, hilangnya nyawa, serta kerusakan harta benda dan lingkungan. 
Kegiatan respons dapat dilakukan melalui kegiatan peringatan, evakuasi, 
dan penyediaan tempat penampungan/shelter.  Dalam kegiatan response 
ini, yang dilakukan oleh Bidang Kedaruratan BPBD Kabupaten Sleman 
adalah kegiatan evakuasi sebagaimana yang telah dijelaskan diatas dan 
melakukan penyediaan tempat penampungan bagi pengungsi yaitu di 
gedung-gedung yang sesauai dengan standar minimal barak. Sedangkan 
Shelter yang disediakan oleh BPBD Kabupaten Sleman setelah Gunung 
Merapi kembali normal merupakan shelter berbentuk rumah bambu yang 
diberikan bagi setiap kepala keluarga dan pembangunannya dilakukan 
oleh Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Sedangkan kegiatan 
peringatan dilakukan oleh Bidang Mitigasi dan Kesiapsiagaan BPBD 
Kabupaten Sleman.  
d. Recovery: Pemulihan- Pengawasan 
Recovery merupakan tahap atau langkah pemulihan sehubungan 
dengan kerusakan atau akibat yang ditimbulkan oleh bencana. Dalam 
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tahap ini terdapat dua bagian, yakni pemulihan dan pengawasan yang 
ditujukan untuk memulihkan keadaan ke kondisi semula–atau setidaknya 
menyesuaikan kondisi pasca bencana–guna keberlangsungan hidup 
selanjutnya. Sedangkan menurut Soehatman Ramli (2010: 38) setelah 
bencana terjadi dan proses tanggap darurat terlewati, maka langkah 
berikutnya adalah rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi merupakan 
perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan  publik atau masyarakat 
sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan 
sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua 
aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah 
pascabencana. Untuk memulihkan keadaan masyarakat dalam kondisi 
semula, terdapat lima sektor pemulihan yaitu sektor pemukiman, 
infrastruktur, sosial, ekonomi dan lintas sektor yang dilakukan oleh 
BPBD Kabupaten Sleman melalui Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. 
Rehabilitasi dilakukan oleh Seksi Rehabilitasi yang meliputi kegiatan-
kegiatan perbaikan infrastruktur yang rusak akibat erupsi seperti 
rehabilitasi jalan-jalan yang rusak, perbaikan jembatan utama dan 
perbaikan infrastruktur lainnya. 
Rekonstruksi menurut Soehatman Ramli (2010: 38) adalah 
pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada 
wilayah pascabencana baik pada tingkat pemerintahan maupun 
masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan 
perekonomian, sosial, dan budaya tegaknya hukum dan ketertiban, dan 
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bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan 
bermasyarakat pada wilayah pascabencana. Rekonstruksi dilakukan 
dengan berbagai kegiatan seperti membuat hunian tetap (huntap)  
lengkap dengan fasilitasnya seperti aula pertemuan, tempat ibadah dan 
kandang komunal. Hunian Tetap ini ditujukan bagi masyarakat yang 
daerahnya direkomendasikan untuk tidak dijadikan tempat tinggal. 
Dalam upaya ini, tanah dan dana untuk membangun rumah disediakan 
oleh BPBD Kabupaten Sleman dengan fasilitas yang lengkap dan terpadu 
sehingga kehidupan sosial masyarakat seperti saat sebelum terjadinya 
bencana dapat kembali. Selain itu, dalam upaya pemulihan ekonomi juga 
dilakukan kegiatan-kegiatan seperti revitalisasi pohon salak, pemberian 
ganti rugi ternak sapi bagi ternak yang mati akibat erupsi 2010 lalu, 
pemberian bantuan sapi perah bagi kelompok ternak, dan pemberian 
modal usaha bagi masayarakat disesuaikan dengan mata pencaharian 
sebelum terjadinya erupsi.  
Dengan adanya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut, 
maka kehidupan masyarakat sebelum terjadinya erupsi perlahan-lahan 
mulai kembali. Total dana yang dikelola BPBD Kabupaten Sleman 
adalah  Rp. 189.361.367.000,00. Namun, dalam pelaksanaannya masih 
terdapat hambatan karena jumlah personil di BPBD Kabupaten Sleman 
yang minim. 
Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa BPBD Kabupaten Sleman 
telah menjalankan tugasnya dalam melakukan penanggulangan bencana 
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erupsi dan telah melaksanakan beberapa fungsinya dalam penanggulangan 
bencana erupsi Gunung Merapi. Adapun fungsi BPBD Kabupaten Sleman 
adalah sebagai berikut: 
a. Perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana 
BPBD Kabupaten Sleman telah melaksanakan fungsinya untuk 
melakukan perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan 
bencana erupsi Gunung Merapi. Hal ini terlihat dari adanya 
perencanaan kegiatan yang disusun yang berdasarkan dengan 
kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya seluruh tahapan dalam 
manajemen bencana dilakukan dengan perumusan yang matang dengan 
memperhatikan berbagai aspek seperti kebutuhan masyarakat dan dana 
yang tersedia. Contohnya adalah perencanaan kegiatan mitigation yang 
dilakukan dengan mengidentifikasi resiko terlebih dahulu agar 
kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat. Selain itu juga dilakukan perumusan kebijakan teknis 
dalam tahap response yaitu evakuasi warga yaitu melalui penyusunan 
skenario evakuasi yang didasarkan pada tipe letusan. 
b. Pelaksanaan tugas bidang penanggulangan bencana 
BPBD Kabupaten Sleman telah melakukan tugas dalam bidang 
penanggulangan bencana. Hal ini terlihat dari berbagai kegiatan yang 
dilakukan oleh BPBD Kabupaten Sleman seperti pelatihan dapur umum 
dan pengelolaan barak serta simulasi. Meskipun dalam prakteknya 
BPBD Kabupaten Sleman bekerjasama dengan berbagai lembaga 
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terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman seperti 
Dinas Kesehatan untuk memberikan materi tentang kebersihan 
makanan saat berada di posko pengungsian. 
c. Pembinaan dan pengembangan penanggulangan bencana 
Pembinaan dan pengembangan bencana yang dilakukan oleh 
BPBD Kabupaten Sleman pada tahap preparedness yaitu dengan 
melakukan simulasi erupsi, pembentukan Desa Tangguh Bencana, 
Sekolah Siaga Bencana, dan Sister Schooldan response yang meliputi 
pelatihan dapur umum dan pengelolaan barak. Tujuan dari diadakannya 
kegiatan tersebut adalah untuk melatih masyarakat di kawasan rawan 
bencana untuk lebih tanggap dalam menghadapi erupsi sehingga tidak 
hanya kegiatan fisik saja yang dilakukan tetapi masyarakat juga 
diberikan pemahaman secara mental dan materi.  
d. Pengoordinasian, pengkomandoan, pengendalian, dan fasilitas 
Tugas ini merupakan tugas yang paling banyak dilakukan oleh 
BPBD Kabupaten Sleman. BPBD Kabupaten Sleman melakukan 
koordinasi pelaksanaan setiap kegiatan pada tiap tahapan manajemen 
bencana yang dilakukan. BPBD Kabupaten Sleman melakukan 
koordinasi secara internal dan eksternal dengan berbagai pihak seperti 
Balai Besar Wilayah Sungai pada tahap mitigation, Dinas Pendidikan 
pada tahap preparedness, koordinasi dengan TNI, POLRI, PMI dalam 
tahap response, dan Kementrian Pekerjaan Umum dalam tahap 
recovery. Pengkomandoan dan pengendalian dilakukan agar kegiatan 
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yang dilakukan sesuai dengan apa yang telah dirumuskan sebelumnya 
dan sesuai dengan pembagian tugas sesuai kewenangan masing-masing. 
BPBD Kabupaten Sleman juga menyediakan fasilitas untuk distribusi 
logistik pada tahap response yang meliputi truk logistik dan kendaraan 
operasional Tim Reaksi Cepat. 
e. Penanggulangan bencana 
Dari keseluruhan kegiatan pada tahapan manajemen bencana, 
BPBD Kabupaten Sleman telah melaksanakan kegiatan mitigation, 
preparedness, dan recovery. Tetapi BPBD Kabupaten Sleman  belum 
melaksanakan penanggulangan bencana dalam tahap response yang 
berkaitan dengan penyelamatan dan evakuasi warga karena setelah 
BPBD terbentuk pada akhir tahun 2011, Gunung Merapi tidak 
mengalami erupsi besar. Namun BPBD Kabupaten Sleman telah 
melaksanakan kegiatan pelatihan dapur umum dan pengelolaan barak 
sebagai bagian dari responseatau tanggap darurat apabila Gunung 
Merapi mengalami erupsi besar dan warga diharuskan mengungsi. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa  
1. BPBD Kabupaten Sleman telah melaksanakan tahap Mitigation 
dalam manajemen bencana yaitu dengan melakukan kegiatan 
pembangunan fisik seperti pembuatan talud banjir, kantong lahar dan 
pemasangan Early Warning System (EWS) dan pemasangan rambu 
evakuasi. 
2. BPBD Kabupaten Sleman telah melaksanakan tahap Preparedness 
yaitu dengan melakukan pemantauan Gunung Merapi, pembentukan 
Desa Tangguh Bencana, Sekolah Siaga Bencana dan Sister School. 
3. BPBD Kabupaten Sleman belum melaksanakan tahap Response 
yaitu penyelamatan dan pertolongan. Namun BPBD Kabupaten 
Sleman membuat perencanaan evakuasi dalam dokumen Skenario 
Rencana Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Api Merapi, 
pembuatan SOP barak dan logistik, dan melaksanakan pelatihan 
dapur umum dan pengelolaan barak dalam rangka melatih warga saat 
terjadi keadaan darurat erupsi. 
4. BPBD Kabupaten Sleman telah melaksanakan tahap Recovery yang 
meliputi kegiatan pemulihan dan pengawasan seperti pemulihan 
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meliputi pembangunan huntap, pemulihan infrastruktur, penggantian 
ternak dan bantuan sapi perah dengan pengawasan dari BPBD 
Kabupaten Sleman. 
B. Implikasi 
 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD 
Kabupaten Sleman telah melakukan seluruh tahapan dalam manajemen 
bencana dalam erupsi Gunung Merapi. Dengan adanya tahapan 
manajemen bencana tersebut, masyarakat menjadi lebih mengerti tentang 
erupsi Merapi sehingga resiko terdampak erupsi dapat diminalisir. 
C. Saran 
1. Penambahan kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan sehingga wawasan 
masyarakat tentang erupsi semakin bertambah, dengan begitu 
kapasitas masyarakat dalam menghadapi erupsi Gunung Merapi pun 
akan meningkat. 
2. Menambah intensitas pelatihan kebencanaan agar ilmu yang didapat 
oleh masyarakat tidak mudah hilang dan terus diasah. 
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LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
PEDOMAN WAWANCARA 
 
1. Kepala Seksi Mitigasi BPBD Kabupaten Sleman 
a. Apa saja kegiatan pengurangan bencana yang dilakukan oleh BPBD 
Kabupaten Sleman dalam menghadapi erupsi Merapi? 
b. Apa saja kegiatan pencegahan bencana yang dilakukan oleh BPBD 
Kabupaten Sleman dalam menghadapi erupsi Merapi? 
c. Siapa saja pihak yang terlibat dalam mitigasi bencana erupsi Merapi? 
d. Apa saja kendala yang dihadapi dalam mitigasi benca erupsi Merapi? 
e. Bagaimana cara menghadapi kendala tersebut? 
2. Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Sleman. 
a. Apa saja perencanaan yang dilakukan BPBD Kabupaten Sleman dalam 
menghadapi erupsi Merapi? 
b. Apa saja persiapan yang dilakukan BPBD Kabupaten Sleman dalam 
menghadapi erupsi Merapi? 
c. Siapa saja pihak yang terlibat dalam kesiapsiagaan menghadapi erupsi? 
d. Apa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan kesiapsiagaan bencana 
erupsi? 
e. Bagaimana cara menghadapi kendala tersebut? 
3. Staff seksi Kedaruratan dan Logistik Bencana BPBD Kabupaten Sleman. 
a. Apa saja kegiatan penyelamatan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten 
Sleman saat menghadapi erupsi Merapi? 
b. Siapa saja pihak yang terlibat dalam kegiatan ini? 
c. Apa saja kendala yang di hadapi pada saat melaksanakan kegiatan ini? 
d. Bagaimana cara menyelesaikan kendala tersebut? 
4. Kepala Seksi Penanganan Pengungsi dan Logistik Bencana 
a. Bagaimana pertolongan yang diberikan saat terjadi erupsi Gunung 
Merapi? 
b. Siapa saja pihak yang terlibat dalam kegiatan ini? 
c. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini? 
 
 
  
d. Bagaimana cara menyelesaikan kendala tersebut? 
5. Kepala Seksi Rehabilitasi BPBD Kabupaten Sleman 
a. Apa saja kegiatan pemulihan yang dilakukan setelah terjadinya erupsi 
Gunung Merapi? 
b. Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses pemulihan ini? 
c. Apa saja kendala yang di hadapi pada saat melaksanakan tahap 
pemulihan ini? 
d. Bagaimana cara menyelesaikan kendala tersebut? 
6. Kepala Seksi Rekonstruksi Kabupaten Sleman 
a. Apa saja kegiatan pemulihan yang dilakukan  setelah terjadinya erupsi 
Merapi? 
b. Bagaimana pengawasan yang dilakukan? 
c. Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses pemulihan ini? 
d. Apa saja kendala yang di hadapi pada saat melaksanakan tahap 
pemulihan ini? 
e. Bagaimana cara menyelesaikan kendala tersebut? 
7. Kepala Bagian Kemasyarakatan Desa Kepuharjo 
a. Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Sleman 
sebelum terjadinya erupsi Gunung Merapi? 
b. Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Sleman saat 
terjadinya erupsi Gunung Merapi? 
c. Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Sleman setelah 
terjadinya erupsi? 
8. Penghuni Huntap Pagerjurang 
a. Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Sleman 
sebelum terjadinya erupsi Gunung Merapi? 
b. Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Sleman saat 
terjadinya erupsi Gunung Merapi? 
c. Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Sleman setelah 
terjadinya erupsi? 
 
 
 
  
9. Kepala Sekolah SD Umbulharjo 1 
a. Apa saja kegiatan yang peroleh oleh Sekolah Siaga Bencana? 
b. Bagaimana pelaksanaan kegiatan yang diperoleh oleh Sekolah Siaga 
Bencana? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
PEDOMAN OBSERVASI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. Aspek yang diobsevasi 
Keterangan 
Ada Tidak 
1 Rambu-rambu jalur evakuasi   
2 Barak Pengungsian dan Gudang 
Logistik 
  
3 Fasilitas umum di huntap   
4 Kendaraan operasional dalam 
penanggulangan bencana yang 
dimiliki BPBD Kabupaten 
Sleman 
  
 
 
5 Tower Early Warning System   
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Gambar 1. Desa Tangguh Bencana Kepuharjo 
 
 
Gambar 2. Sekolah Siaga Bencana SD N  Umbulharjo 1 
 
 
Gambar 3. Kendaraan Operasional TRC dan BPBD Kabupaten Sleman 
 
 
  
 
Gambar 4. Ambulance milik BPBD Kabupaten Sleman 
 
Gambar 5. Truk dari BNPB yang ditempatkan di Posko Pakem 
 
Gambar 6. Kendaraan Operasional TRC BPBD Kabupaten Sleman 
 
 
  
 
Gambar 7. Kendaraan Operasional TRC BPBD Kabupaten Sleman 
 
Gambar 8. Gudang Logistik Barak Pagerjurang (Kepuharjo) 
 
Gambar 9. Barak Pagerjurang (Kepuharjo) 
 
 
  
 
Gambar 10. Kamar Mandi/WC Barak Pagerjurang 
 
 
Gambar 11. Rambu Titik Kumpul Kepuh 
 
 
Gambar 12. Rambu Jalur Evakuasi di Huntap Pagerjurang 
 
 
  
 
Gambar 13. Rambu Evakuasi di Perempatan Batur 
 
 
Gambar 14. Huntap Pagerjurang 
 
 
Gambar 15. Gedung Serbaguna Huntap Pagerjurang 
 
 
  
 
Gambar 16. Lapangan Serbaguna di Huntap Pagerjurang 
 
Gambar 17. Sapi Perah Bantuan dari BPBD Kabupaten Sleman 
 
Gambar 18. Kandang Komunal Huntap Pagerjurang 
 
 
 
  
 
Gambar 19. Masjid di Huntap Pagerjurang 
 
 
 
Gambar 20. Early Warning System Awan Panas di Batur 
 
 
 
 
 
 
 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2007
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung
jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan
pelindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk
pelindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan
kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila,
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa  wilayah  Negara  Kesatuan Republik Indonesia
memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan
demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik
yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun
faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan
dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat
menghambat pembangunan nasional;
 c. bahwa  ketentuan  peraturan perundang-undangan mengenai
penanggulangan bencana yang ada belum dapat dijadikan
landasan hukum yang kuat dan menyeluruh serta tidak
sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat dan
kebutuhan bangsa Indonesia sehingga menghambat upaya
penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi,
dan terpadu;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk
Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana;
Mengingat : Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Dengan  . . .
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG UNDANG TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang
mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan
masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam
dan/atau faktor nonalam maupun faktor  manusia sehingga
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan
lingkungan,  kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh
alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung
meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah
langsor.
3. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara
lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan
wabah penyakit.
4. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh
manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau
antarkomunitas masyarakat, dan teror.
5. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah
serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan
pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan
pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
6.  Kegiatan  . . .
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6. Kegiatan pencegahan bencana  adalah serangkaian kegiatan
yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan
dan/atau mengurangi ancaman bencana.
7. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian
serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
8. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian
peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang
kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh
lembaga yang berwenang.
9. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko
bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun
penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi
ancaman bencana.
10. Tanggap  darurat bencana adalah serangkaian kegiatan
yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana
untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang
meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta
benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pelindungan,
pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan
prasarana dan sarana.
11. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek
pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang
memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran
utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar
semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat
pada wilayah pascabencana.
12. Rekonstruksi  adalah  pembangunan kembali semua
prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah
pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun
masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan
berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya,
tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran
serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan
bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
13. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa
yang bisa menimbulkan bencana.
14. Rawan  . . .
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14. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis,
biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya,
politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk
jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan
mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi
kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya
tertentu.
15. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk
mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup
yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali
kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan
upaya rehabilitasi.
16. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang
dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko
bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana
maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
17. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan
akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu
tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa
terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan
atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
18. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan
bantuan untuk memenuhi  kebutuhan dasar pada saat
keadaan darurat.
19. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan
yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu
tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas
untuk menanggulangi bencana.
20. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa
atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka
waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk
bencana.
21. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang,
dan/atau badan hukum.
22. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang
menderita atau meninggal dunia  akibat bencana.
23. Pemerintah  Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
24. Pemerintah  . . .
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24. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, atau
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.
25. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat
berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik
daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang
bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
26. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam
lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa
atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan
Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan
lembaga asing nonpemerintah dari negara lain di luar
Perserikatan Bangsa-Bangsa.
BAB II
LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN
Pasal 2
Penanggulangan bencana berlandaskan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 3
(1) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 berasaskan:
a. kemanusiaan;
b. keadilan;
c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
e. ketertiban dan kepastian hukum;
f. kebersamaan;
g. kelestarian lingkungan hidup; dan
h. ilmu pengetahuan dan teknologi.
(2) Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu:
a. cepat dan tepat;
b. prioritas;
c. koordinasi  . . .
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c. koordinasi dan keterpaduan;
d. berdaya guna dan berhasil guna;
e. transparansi dan akuntabilitas;
f. kemitraan;
g. pemberdayaan;
h. nondiskriminatif; dan
i. nonproletisi.
Pasal 4
Penanggulangan bencana bertujuan untuk:
a. memberikan pelindungan kepada masyarakat dari ancaman
bencana;
b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah
ada;
c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana
secara terencana, terpadu,  terkoordinasi, dan menyeluruh;
d. menghargai budaya lokal;
e. membangun partisipasi dan kemitraan publik  serta swasta;
f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan
kedermawanan; dan
g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.
BAB III
TANGGUNG JAWAB  DAN WEWENANG
Pasal 5
Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab
dalam  penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Pasal 6
Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana meliputi:
a. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan
risiko bencana dengan program pembangunan;
b. perlindungan  . . .
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b. pelindungan masyarakat dari dampak bencana;
c. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi
yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan
standar pelayanan minimum;
d. pemulihan kondisi dari dampak bencana;
e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam
anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai;
f. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam
bentuk dana siap pakai; dan
g. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari
ancaman dan dampak bencana.
Pasal 7
(1) Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana  meliputi:
a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras
dengan kebijakan pembangunan nasional;
b. pembuatan perencanaan pembangunan yang
memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan
bencana;
c. penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan
daerah;
d. penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan
bencana dengan negara lain, badan-badan, atau pihak-
pihak internasional lain;
e. perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi
yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya
bencana;
f. perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan
pengurasan sumber daya alam yang melebihi
kemampuan alam untuk melakukan pemulihan; dan
g. pengendalian pengumpulan uang atau barang yang
bersifat nasional.
(2) Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat
indikator yang meliputi:
a.  jumlah korban;
b.  kerugian harta benda;
c.  kerusakan prasarana dan sarana;
d.  cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
e.  dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
(3) Ketentuan . . .
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan
tingkatan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur dengan peraturan presiden.
Pasal 8
Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana meliputi:
a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi
yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan
minimum;
b. pelindungan masyarakat dari dampak bencana;
c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan
risiko bencana dengan program pembangunan; dan
d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam
anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.
Pasal 9
Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana meliputi:
a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada
wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan
unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan
bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai
sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan
pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan
alam pada wilayahnya; dan
f. penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang
pada wilayahnya.
BAB IV  . . .
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BAB IV
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Pasal 10
(1) Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
(2) Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Pemerintah
Nondepartemen setingkat menteri.
Pasal 11
Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri atas unsur:
a. pengarah penanggulangan bencana; dan
b. pelaksana penanggulangan bencana.
Pasal 12
Badan Nasional Penanggulangan Bencana mempunyai tugas:
a. memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha
penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan
bencana, penanganan tanggap darurat,  rehabilitasi, dan
rekonstruksi secara adil dan setara;
b. menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan
penanggulangan bencana berdasarkan peraturan
perundang-undangan;
c. menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;
d. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana
kepada Presiden setiap  sebulan sekali dalam kondisi
normal dan pada setiap saat dalam kondisi darurat
bencana;
e. menggunakan dan mempertanggungjawabkan
sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang
diterima dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
g.  melaksanakan  . . .
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g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan; dan
h. menyusun pedoman pembentukan badan penanggulangan
bencana daerah.
Pasal 13
Badan Nasional Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi
meliputi:
a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan
bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak
cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan
bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.
Pasal 14
(1) Unsur pengarah penanggulangan bencana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai fungsi:
a. merumuskan konsep kebijakan penanggulangan
bencana nasional;
b. memantau; dan
c. mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana.
(2) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
a. pejabat pemerintah terkait; dan
b. anggota masyarakat profesional.
(3) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang
dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia.
Pasal 15
(1) Pembentukan unsur pelaksana penanggulangan bencana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan
kewenangan Pemerintah.
(2) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana
dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
(3) Keanggotaan . . .
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(3) Keanggotaan unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas tenaga profesional dan ahli.
Pasal 16
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 huruf b, unsur pelaksana penanggulangan bencana
mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi:
a.  prabencana;
b.  saat tanggap darurat; dan
c.  pascabencana.
Pasal 17
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas,
struktur organisasi, dan tata kerja Badan Nasional
Penanggulangan Bencana diatur dengan peraturan presiden.
Bagian Kedua
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pasal 18
(1) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
membentuk badan penanggulangan bencana daerah.
(2) Badan penanggulangan bencana daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri  atas:
a. badan pada tingkat provinsi dipimpin oleh seorang
pejabat setingkat di bawah gubernur atau setingkat
eselon Ib; dan
b. badan pada tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh
seorang pejabat setingkat di bawah bupati/walikota atau
setingkat eselon IIa.
Pasal 19
(1) Badan penanggulangan bencana daerah terdiri atas unsur:
a. pengarah penanggulangan bencana; dan
b. pelaksana penanggulangan bencana.
(2) Pembentukan  . . .
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(2) Pembentukan badan penanggulangan bencana daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui
koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan
Bencana.
Pasal 20
Badan penanggulangan bencana daerah mempunyai fungsi:
a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan
bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak
cepat dan tepat, efektif dan efisien; serta
b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan
bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.
Pasal 21
Badan penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas:
a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan
kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional
Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan
bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan
darurat,  rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan
setara;
b. menetapkan standardisasi serta kebutuhan
penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan
peraturan perundang-undangan;
c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan
bencana;
d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan
bencana;
e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana
pada wilayahnya;
f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana
kepada kepala daerah setiap  sebulan sekali dalam kondisi
normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
g. mengendalikan pengumpulan  dan penyaluran uang dan
barang;
h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang
diterima dari anggaran pendapatan belanja daerah; dan
i.  melaksanakan  . . .
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i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 22
(1) Unsur pengarah penanggulangan bencana daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a
mempunyai fungsi:
a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan
penanggulangan bencana daerah;
b. memantau; dan
c. mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana daerah.
(2) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
a. pejabat pemerintah daerah terkait; dan
b. anggota masyarakat profesional dan ahli.
(3) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang
dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Pasal 23
(1) Pembentukan unsur pelaksana penanggulangan bencana
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)
huruf b merupakan kewenangan pemerintah daerah.
(2) Unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
a. koordinasi;
b. komando; dan
c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana pada wilayahnya.
(3) Keanggotaan unsur pelaksana penanggulangan bencana
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
tenaga profesional dan ahli.
Pasal 24
Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 ayat (2), unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah
mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi:
a. prabencana;
b.  saat  . . .
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b. saat tanggap darurat; dan
c. pascabencana.
Pasal 25
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas,
struktur organisasi, dan tata kerja badan penanggulangan
bencana daerah diatur dengan peraturan daerah.
BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Hak Masyarakat
Pasal 26
(1)   Setiap orang berhak:
a. mendapatkan pelindungan sosial dan rasa aman,
khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan
dalam penyelenggaraan  penanggulangan bencana.
c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan
tentang kebijakan penanggulangan bencana.
d.  berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan
pemeliharaan program  penyediaan bantuan pelayanan
kesehatan termasuk dukungan psikososial;
e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap
kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang
berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
f. melakukan  pengawasan sesuai dengan mekanisme yang
diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
(2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan
bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
(3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian
karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan
konstruksi.
Bagian Kedua  . . .
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Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 27
Setiap orang berkewajiban:
a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis,
memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan
kelestarian fungsi lingkungan hidup;
b.  melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan
c.  memberikan informasi yang benar kepada publik tentang
penanggulangan bencana.
BAB VI
PERAN LEMBAGA USAHA
DAN LEMBAGA INTERNASIONAL
Bagian Kesatu
Peran Lembaga Usaha
Pasal 28
Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara
tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.
Pasal  29
(1) Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan
kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
(2) Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan
kepada pemerintah dan/atau badan yang diberi tugas
melakukan penanggulangan bencana serta
menginformasikannya kepada publik secara transparan.
(3) Lembaga usaha berkewajiban mengindahkan prinsip
kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya
dalam penanggulangan bencana.
Bagian Kedua . . .
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Bagian Kedua
Peran Lembaga Internasional
Pasal 30
(1) Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah
dapat ikut serta dalam kegiatan penanggulangan bencana
dan mendapat jaminan pelindungan dari Pemerintah
terhadap para pekerjanya.
(2) Lembaga internasional dan lembaga asing nonpemerintah
dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan
secara sendiri-sendiri, bersama-sama, dan/atau bersama
dengan mitra kerja dari Indonesia dengan memperhatikan
latar belakang sosial, budaya, dan agama masyarakat
setempat.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan
penanggulangan bencana oleh lembaga internasional dan
lembaga asing nonpemerintah diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
BAB VII
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN
BENCANA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 31
Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan
berdasarkan  4 (empat) aspek meliputi:
a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
b. kelestarian lingkungan hidup;
c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
d. lingkup luas wilayah.
Pasal  32  . . .
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Pasal 32
(1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana,
Pemerintah dapat:
a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah
terlarang untuk permukiman; dan/atau
b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak
kepemilikan setiap orang atas   suatu benda sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Setiap orang yang hak  kepemilikannya dicabut atau
dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Bagian Kedua
Tahapan
Pasal  33
Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga)
tahap meliputi:
a. prabencana;
b. saat tanggap darurat; dan
c. pascabencana.
Paragraf Kesatu
Prabencana
Pasal 34
Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan
prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a
meliputi:
a.  dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
b.  dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.
Pasal 35  . . .
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Pasal 35
Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak
terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a
meliputi:
a.  perencanaan penanggulangan bencana;
b.  pengurangan risiko bencana;
c.  pencegahan;
d.  pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
e.  persyaratan analisis risiko bencana;
f.  penegakan rencana tata ruang;
g.  pendidikan dan pelatihan; dan
h.  persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
Pasal 36
(1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana
dimaksud dalam  Pasal 35  huruf a ditetapkan oleh
Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai  dengan
kewenangannya.
(2) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh
Badan.
(3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data
tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu
tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program
kegiatan penanggulangan bencana.
(4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
c. analisis kemungkinan dampak bencana;
d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan
dampak   bencana; dan
f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang
tersedia.
(5)  Pemerintah  . . .
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(5)  Pemerintah dan pemerintah daerah dalam waktu tertentu
meninjau dokumen perencanaan penanggulangan bencana
secara berkala.
(6) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan
penanggulangan bencana, Pemerintah dan pemerintah
daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana
untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan
bencana.
Pasal 37
(1)   Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 huruf b  dilakukan untuk mengurangi dampak
buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam
situasi sedang tidak terjadi bencana.
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) meliputi:
a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
c. pengembangan budaya sadar bencana;
d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan
bencana; dan
e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan
penanggulangan bencana.
Pasal 38
Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c
meliputi:
a. identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber
bahaya atau ancaman bencana;
b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya
alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi
menjadi sumber bahaya bencana;
c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba
dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman
atau bahaya bencana;
d. pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup; dan
e.  penguatan ketahanan sosial masyarakat.
Pasal  39  . . .
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Pasal 39
Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan
pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d
dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana
penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan
pusat dan daerah.
Pasal 40
(1) Rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 ayat (3) ditinjau secara berkala.
(2) Penyusunan rencana penanggulangan bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh
Badan.
(3) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi
yang menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis
risiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan
bencana sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 41
(1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 huruf e disusun dan ditetapkan oleh Badan
Nasional Penanggulangan Bencana.
(2) Pemenuhan syarat analisis risiko bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)  ditunjukkan dalam dokumen yang
disahkan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(3) Badan Nasional Penanggulangan Bencana melakukan
pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan analisis risiko
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal 42
(1) Penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 huruf f dilakukan untuk mengurangi risiko
bencana yang mencakup pemberlakuan peraturan tentang
tata ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi
terhadap pelanggar.
(2)  Pemerintah  . . .
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(2) Pemerintah secara berkala melaksanakan pemantauan dan
evaluasi terhadap pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan
standar keselamatan.
Pasal 43
Pendidikan, pelatihan, dan persyaratan standar teknis
penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
35 huruf g dan h dilaksanakan dan ditetapkan oleh Pemerintah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 44
Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi
terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 huruf b  meliputi:
a.  kesiapsiagaan;
b.  peringatan dini; dan
c.  mitigasi bencana.
Pasal 45
(1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44
huruf a dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan
tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
(2) Kesiapsiagaan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui:
a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan
kedaruratan bencana;
b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem
peringatan dini;
c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan  pemenuhan
kebutuhan dasar;
d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi
tentang mekanisme tanggap   darurat;
e. penyiapan lokasi evakuasi;
f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran
prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan
untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
Pasal  46  . . .
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Pasal 46
(1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44
huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan
tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana
serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
(2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui:
a. pengamatan gejala bencana;
b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana;
dan
e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.
Pasal 47
(1) Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44
huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi
masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
(2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan  melalui:
a. pelaksanaan penataan tata ruang;
b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur,
tata bangunan; dan
c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan
baik secara konvensional maupun modern;
Paragraf Kedua
Tanggap Darurat
Pasal 48
Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap
darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b
meliputi:
a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi,
kerusakan, dan sumber daya;
b. penentuan status keadaan darurat bencana;
c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
d.  pemenuhan . . .
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d. pemenuhan kebutuhan dasar;
e. pelindungan terhadap kelompok rentan; dan
f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
Pasal 49
Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 48 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:
a. cakupan lokasi bencana;
b. jumlah korban;
c. kerusakan prasarana dan sarana;
d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta
pemerintahan; dan
e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
Pasal 50
(1)  Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan,
Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan badan
penanggulangan bencana daerah mempunyai kemudahan
akses yang meliputi:
a. pengerahan sumber daya manusia;
b. pengerahan peralatan;
c. pengerahan logistik;
d. imigrasi, cukai, dan karantina;
e. perizinan;
f. pengadaan barang/jasa;
g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau
barang;
h. penyelamatan; dan
i. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.
(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan akses
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
peraturan pemerintah.
Pasal 51
(1) Penetapan status darurat bencana dilaksanakan oleh
pemerintah sesuai dengan skala bencana.
(2)  Penetapan  . . .
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(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
skala nasional dilakukan oleh Presiden, skala provinsi
dilakukan oleh gubernur, dan skala kabupaten/kota
dilakukan oleh bupati/walikota.
Pasal 52
Penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 48 huruf c dilakukan dengan memberikan
pelayanan  kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang
terjadi pada suatu daerah melalui upaya:
a. pencarian dan penyelamatan korban;
b. pertolongan darurat; dan/atau
c. evakuasi korban.
Pasal 53
Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 48 huruf d meliputi bantuan penyediaan:
a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
b. pangan;
c. sandang;
d. pelayanan kesehatan;
e. pelayanan psikososial; dan
f. penampungan dan tempat hunian.
Pasal 54
Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana
dilakukan dengan kegiatan meliputi pendataan, penempatan
pada lokasi yang aman, dan pemenuhan kebutuhan dasar.
Pasal 55
(1) Pelindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 huruf e dilakukan dengan
memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa
penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan
kesehatan, dan psikososial.
(2)  Kelompok  . . .
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(2) Kelompok  rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. bayi, balita, dan anak-anak;
b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
c. penyandang cacat; dan
d. orang lanjut usia.
Pasal 56
Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 48 huruf f dilakukan dengan
memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.
Paragraf Ketiga
Pascabencana
Pasal 57
Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap
pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c
meliputi:
a. rehabilitasi; dan
b. rekonstruksi.
Pasal 58
(1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a
dilakukan melalui kegiatan:
a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
d. pemulihan sosial psikologis;
e. pelayanan kesehatan;
f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan
pemerintah.
Pasal  59  . . .
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Pasal 59
(1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf
b, dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih
baik, meliputi:
a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya
masyarakat;
d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan
peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi
kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekonstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan
pemerintah.
BAB VIII
PENDANAAN DAN PENGELOLAAN
BANTUAN BENCANA
Bagian Kesatu
Pendanaan
Pasal 60
(1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab
bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah.
(2) Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong partisipasi
masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari
masyarakat.
Pasal 61
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan
anggaran penanggulangan bencana secara memadai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, huruf f  dan
Pasal 8 huruf  d.
(2)  Penggunaan  . . .
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(2) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang
memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, badan
nasional penanggulangan bencana dan badan
penanggulangan bencana daerah sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.
Pasal 62
(1) Pada saat tanggap darurat, Badan Nasional
Penanggulangan Bencana menggunakan dana siap pakai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6  huruf f.
(2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disediakan oleh Pemerintah dalam anggaran Badan
Nasional Penanggulangan Bencana.
Pasal 63
Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan dana
penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
60 sampai dengan Pasal 62 diatur dengan peraturan
pemerintah.
Pasal 64
Dana untuk kepentingan penanggulangan bencana yang
disebabkan oleh kegiatan keantariksaan yang menimbulkan
bencana menjadi tanggung jawab negara peluncur dan/atau
pemilik sesuai dengan hukum dan perjanjian internasional.
Bagian Kedua
Pengelolaan Bantuan Bencana
Pasal 65
Pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi
perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan
pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau uang bantuan
nasional maupun internasional.
Pasal  66  . . .
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Pasal 66
Pemerintah, pemerintah daerah, Badan Nasional
Penanggulangan Bencana dan badan penanggulangan bencana
daerah melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 pada semua tahap
bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 67
Pada saat tanggap darurat bencana, Badan Nasional
Penanggulangan Bencana  mengarahkan penggunaan sumber
daya bantuan bencana yang ada pada semua sektor terkait.
Pasal 68
Tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan
sumber daya bantuan bencana pada saat tanggap darurat
dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan
kondisi kedaruratan.
Pasal 69
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan bantuan
santunan duka cita dan kecacatan bagi korban bencana.
(2) Korban bencana yang kehilangan mata pencaharian dapat
diberi pinjaman lunak untuk usaha produktif.
(3) Besarnya bantuan santunan duka cita dan kecacatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pinjaman lunak
untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah
daerah.
(4) Tata cara pemberian dan besarnya bantuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur  lebih lanjut
dengan peraturan pemerintah.
(5) Unsur masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyediaan
bantuan.
Pasal  70  . . .
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Pasal 70
Pengelolaan sumber daya bantuan bencana  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB IX
PENGAWASAN
Pasal 71
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan
pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan
bencana.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan
bencana;
c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi   menimbulkan
bencana;
d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan
rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
e. kegiatan konservasi lingkungan;
f. perencanaan penataan ruang;
g. pengelolaan lingkungan hidup;
h. kegiatan reklamasi; dan
i. pengelolaan keuangan.
Pasal 72
(1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya
pengumpulan sumbangan, Pemerintah dan pemerintah
daerah dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan
sumbangan agar dilakukan audit.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pemerintah dan masyarakat dapat meminta agar dilakukan
audit.
(3) Apabila hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditemukan adanya penyimpangan penggunaan terhadap
hasil sumbangan, penyelenggara pengumpulan sumbangan
dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Pasal  73  . . .
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Pasal 73
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal
72 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal  74
(1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap
pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah
mufakat.
(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat
menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau
melalui pengadilan.
BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 75
(1) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan
pembangunan berisiko tinggi, yang tidak dilengkapi dengan
analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
40 ayat (3) yang mengakibatkan terjadinya bencana,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)
tahun atau paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling
sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau
denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah).
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mengakibatkan timbulnya kerugian harta benda atau
barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 6 (enam) tahun atau paling lama 8 (delapan) tahun
dan denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus
juta rupiah) atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00
(tiga miliar rupiah).
(3)  Dalam  . . .
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(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mengakibatkan matinya orang, pelaku dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun atau paling
lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit
Rp3.000.000.000,00  (tiga miliar rupiah) atau denda paling
banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
Pasal 76
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 75 ayat (1) dilakukan karena kesengajaan, pelaku
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun atau paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling
sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau denda
paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 75 ayat (2) dilakukan karena kesengajaan, pelaku
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan)
tahun atau paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda
paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau
denda paling banyak Rp6.000.000.000,00  (enam miliar
rupiah).
(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 75 ayat (3) dilakukan karena kesengajaan, pelaku
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua
belas) tahun atau paling lama 15 (lima belas) tahun dan
denda paling sedikit Rp6.000.000.000,00  (enam miliar
rupiah) atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00
(dua belas miliar rupiah).
Pasal 77
Setiap orang yang dengan sengaja menghambat kemudahan
akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling
lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau denda paling
banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
Pasal  78  . . .
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Pasal 78
Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan
pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 65, dipidana dengan pidana penjara
dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling
singkat 4 (empat) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun
dan denda paling sedikit Rp6.000.000.000,00 (enam miliar
rupiah) atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua
belas miliar rupiah).
Pasal 79
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 dilakukan oleh korporasi,
selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya,
pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa
pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana
denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 sampai
dengan Pasal 78.
(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
a. pencabutan izin usaha; atau
b. pencabutan status badan hukum.
BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 80
Pada saat berlakunya undang-undang ini semua peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan penanggulangan
bencana dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru
berdasarkan undang-undang ini.
Pasal  81  . . .
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Pasal 81
Semua program kegiatan berkaitan dengan penanggulangan
bencana yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya undang-
undang ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa
berlakunya berakhir, kecuali ditentukan lain dalam peraturan
perundang-undangan.
Pasal 82
(1) Sebelum Badan Nasional Penanggulangan Bencana
dibentuk, Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan
Bencana tetap dapat melaksanakan tugasnya.
(2) Setelah Badan Nasional Penanggulangan Bencana dibentuk,
Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana
dinyatakan  dibubarkan.
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 83
Pada saat berlakunya undang-undang ini, paling lambat 6
(enam) bulan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana sudah
terbentuk dan badan penanggulangan bencana daerah paling
lambat 1 (satu) tahun sudah terbentuk.
Pasal 84
Peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan undang-undang ini
harus sudah diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak
diundangkannya undang-undang ini.
Pasal 85
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar  . . .
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
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TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA
I.   UMUM
Alenia  ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Republi Indonesia
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
kedamaian abadi dan keadilan sosial,
Sebagai Implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan
nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera
yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan
bagi setiap warga negaranya dalam kerangka negara kesatuan Republik
Indonesia.
Negara kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan
terletak digaris katulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua
samudra dengan kondisi alam yang memiliki berbagai keunggulan, namun
dipihak lain posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi
geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap
terjadinya bencana dengan frekwensi yang cukup tinggi, sehingga
memerlukan penanganan yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi.
Potensi penyebab bencana diwilayah negara kesatuan Indonesia dapat
dikelompokan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana
non alam, dan bencana sosial.
Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan
gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/
lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah,
kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.
Bencana nonalam antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan
oleh manusia, kecelakan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi,
dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan  dan kegiatan
keantariksaan.
Bencana  . . .
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Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial
dalam masyarakat yang sering terjadi.
Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan
nasional yaitu serangkaian kegiatan Penanggulangan Bencana sebelum,
pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Selama ini masih
dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan Penaggulangan
Bencana maupun yang terkait dengan landasan hukumnya. Karena belum
ada Undang-undang yang secara khusus menangani bencana.
Mencermati hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka memberikan
landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana, disusunlah Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana
yang pada prinsipnya mengatur tahapan bencana meliputi pra bencana,
saat tanggap darurat dan pasca bencana.
Materi muatan Undang-undang ini berisikan ketentuan-ketentuan pokok
sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab
dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan
secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam tahap tanggap
darurat dilaksanakan sepenuhnya oleh badan nasional
penanggulangan bencana dan badan penanggulangan bencana daerah.
Badan penanggulangan bencana tersebut terdiri dari unsur pengarah
dan unsur pelaksana. Badan nasional penanggulangan bencana dan
badan penanggulangan bencana daerah mempunyai tugas dan fungsi
antara lain pengkoordinasian  penyelenggaraan penanggulangan
bencana secara terencana dan terpadu sesuai dengan kewenangannya.
3. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan
memperhatikan hak masyarakat yang antara lain mendapatkan
bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan pelindungan
sosial, mendapatkan pendidikan dan keterampilan dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana, berpartisipasi dalam
pengambilan keputusan.
4. Kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memberikan
kesempatan secara luas kepada lembaga usaha dan lembaga
internasional.
5. Penyelenggaraan penanggulangan  bencana dilakukan pada tahap pra
bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana, karena masing-
masing tahapan mempunyai karakteristik penanganan yang berbeda.
6. Pada ...
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6. Pada saat tanggap darurat, kegiatan penanggulangan bencana selain
didukung dana APBN dan APBD juga disediakan dana siap pakai
dengan pertanggungjawaban melalui mekanisme khusus.
7. Pengawasan terhadap seluruh kegiatan penanggulangan bencana
dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat pada
setiap tahapan bencana, agar tidak terjadi penyimpangan dalam
penggunaan dana penanggulangan bencana.
8. Untuk menjamin ditaatinya undang-undang ini dan sekaligus
memberikan efek jera terhadap para pihak, baik karena kelalaian
maupun karena kesengajaan sehingga menyebabkan terjadinya
bencana yang menimbulkan kerugian, baik terhadap harta benda
maupun matinya orang, menghambat kemudahan akses dalam
kegiatan penanggulangan bencana, dan penyalahgunaan pengelolaan
sumber daya bantuan bencana dikenakan sanksi pidana, baik pidana
penjara maupun pidana denda, dengan menerapkan pidana minimum
dan maksimum.
Dengan materi muatan sebagaimana disebutkan diatas, Undang-Undang ini
diharapkan dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana sehingga penyelenggaraan
penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terencana,
terkoordinasi, dan terpadu.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
 Cukup jelas.
Pasal 2
 Cukup jelas.
Pasal 3
 Ayat (1)
    Huruf  a
   Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi
dalam  penanggulangan bencana sehingga undang-undang
ini memberikan pelindungan dan penghormatan hak-hak
asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan
penduduk Indonesia secara proporsional.
Huruf b …
7.  Pengawasan  . . .
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    Huruf  b
 Yang dimaksud dengan”asas keadilan” adalah bahwa  setiap
materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana
harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap
warga negara tanpa kecuali.
    Huruf  c
   Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam
hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan
ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi
hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama,
suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
    Huruf  d
 Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa
materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana
mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan
lingkungan.
 Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa
materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana
mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.
   Yang dimaksud dengan ”asas keserasian” adalah bahwa
materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana
mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial
masyarakat.
   Huruf  e
 Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian
hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam
penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan
ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya
kepastian hukum.
   Huruf  f
 Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa
penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan
tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang
dilakukan secara gotong royong.
Huruf g ...
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   Huruf  g
 Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup”
adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam
penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian
lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi
yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.
Huruf  h
 Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan
teknologi” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana
harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara
optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses
penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada
saat terjadi bencana, maupun pada tahap pascabencana.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah
bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan
secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.
.
Huruf b
  Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa
apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus
mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan
penyelamatan jiwa manusia.
Huruf c
  Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa
penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang
baik dan saling mendukung.
  Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa
penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor
secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik
dan saling mendukung.
Huruf d
  Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa
dalam mengatasi  kesulitan masyarakat dilakukan dengan
tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.
Yang ...
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  Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa
kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna,
khususnya dalam mengatasi  kesulitan masyarakat dengan
tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.
Huruf  e
  Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa
penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan
dapat dipertanggungjawabkan.
Yang . . .
  Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa
penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan
dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.
Huruf  f
  Cukup jelas.
Huruf  g
          Cukup jelas.
Huruf  h
 Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah
bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak
memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin,
suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.
Huruf  i
  Yang dimaksud dengan ”nonproletisi” adalah bahwa dilarang
menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan
darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan
pelayanan darurat bencana.
Pasal 4
 Cukup jelas.
Pasal 5
 Yang dimaksud dengan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah
daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi
bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial.
Pasal 6
 Huruf  a
  Cukup jelas.
Huruf b ...
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 Huruf  b
  Cukup jelas.
 Huruf  c
  Cukup jelas.
 Huruf  d
  Cukup jelas.
 Huruf  e
  Cukup jelas.
 Huruf  f
  Yang dimaksud dengan dana ”siap pakai” adalah bahwa dana
pemerintah yang dicadangkan merupakan dana siap pakai apabila
terjadi bencana.
 Huruf  g
  Cukup jelas.
Pasal 7
 Ayat (1)
Huruf  a
       Cukup jelas.
Huruf  b
 Cukup jelas.
Huruf  c
 Cukup jelas.
Huruf d
 Cukup jelas.
Huruf e
 Cukup jelas.
Huruf f
 Cukup jelas.
Huruf g
 Pengendalian dalam proses ini termasuk pemberian izin
pengumpulan uang atau barang yang bersifat nasional
menjadi kewenangan Menteri Sosial.
 Ayat (2)
  Cukup jelas.
Ayat (3) ...
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 Ayat (3)
  Cukup jelas.
Pasal 8
 Cukup jelas.
Pasal 9
 Huruf a
   Cukup jelas.
 Huruf b
   Cukup jelas.
  Huruf c
   Cukup jelas.
 Huruf d
   Cukup jelas.
 Huruf e
   Cukup jelas.
 Huruf f
 “Pengendalian” dalam Pasal ini dimaksudkan sebagai pengawasan
terhadap penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang berskala
provinsi, kabupaten/kota yang diselenggarakan oleh masyarakat,
termasuk pemberian ijin yang menjadi kewenangan
gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 10
 Cukup jelas.
Pasal 11
 Cukup jelas.
Pasal 12
 Cukup jelas.
Pasal 13
 Cukup jelas.
Pasal 14
 Ayat (1)
       Cukup jelas.
Ayat (2) ...
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 Ayat (2)
 Unsur Pengarah terdiri atas unsur pemerintah dan unsur
masyarakat profesional dalam jumlah yang seimbang dan
proporsional.
   Huruf  a
           Cukup jelas.
   Huruf  b
           Cukup jelas.
 Ayat (3)
  Cukup jelas.
Pasal 15
 Ayat (1)
  Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Yang dimaksud dengan fungsi koordinasi adalah melakukan
koordinasi pada tahap prabencana dan pascabencana, sedangkan
yang dimaksud dengan fungsi komando dan pelaksana adalah
fungsi yang dilaksanakan pada saat tanggap darurat.
 Ayat (3)
  Cukup jelas.
Pasal 16
 Cukup jelas.
Pasal 17
 Cukup jelas.
Pasal 18
 Cukup jelas.
Pasal 19
 Ayat (1)
   Huruf  a
   Keanggotaan unsur pengarah mengacu pada keanggotaan
unsur pengarah pada Badan Nasional Penanggulangan
Bencana.
   Huruf  b
    Cukup jelas.
Ayat (2) ...
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 Ayat (2)
   Cukup jelas.
Pasal 20
 Cukup jelas.
Pasal 21
 Huruf  a
   Cukup jelas.
 Huruf  b
   Cukup jelas.
 Huruf  c
   Cukup jelas.
 Huruf  d
   Cukup jelas.
 Huruf  e
   Cukup jelas.
 Huruf  f
   Cukup jelas.
 Huruf  g
  Pengendalian dalam ketentuan ini termasuk pemberian izin
pengumpulan uang dan barang yang dilakukan oleh gubernur dan
bupati/walikota sesuai dengan lingkup kewenangannya.
 Huruf  h
   Cukup jelas.
 Huruf  i
   Cukup jelas.
Pasal 22
 Cukup jelas.
Pasal 23
 Cukup jelas.
Pasal 24
 Cukup jelas.
Pasal 25
 Cukup jelas.
Pasal 26 …
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Pasal 26
 Ayat (1)
  Huruf  a
  Yang dimaksud dengan masyarakat rentan bencana adalah
anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan karena
keadaan yang di sandangnya di antaranya masyarakat lanjut
usia, penyandang cacat, anak-anak, serta ibu hamil dan
menyusui.
   Huruf  b
    Cukup jelas.
   Huruf  c
    Cukup jelas.
   Huruf  d
    Cukup jelas.
   Huruf  e
    Cukup jelas.
   Huruf  f
    Cukup jelas.
 Ayat (2)
   Cukup jelas.
 Ayat (3)
   Cukup jelas.
Pasal 27
 Cukup jelas.
Pasal 28
 Cukup jelas.
Pasal 29
 Cukup jelas.
Pasal 30
 Cukup jelas.
Pasal 31
 Cukup Jelas.
Pasal 32
 Cukup Jelas.
Pasal 33 …
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Pasal 33
 Cukup Jelas.
Pasal 34
 Cukup Jelas.
Pasal 35
 Huruf  a
    Cukup jelas.
  Huruf  b
  Cukup jelas.
 Huruf  c
  Cukup jelas.
 Huruf  d
  Cukup jelas.
 Huruf  e
 Yang dimaksud dengan “analisis risiko bencana” adalah kegiatan
penelitian dan studi tentang kegiatan yang memungkinkan
terjadinya bencana.
 Huruf  f
  Cukup jelas.
 Huruf  g
  Cukup jelas.
 Huruf  h
  Cukup jelas.
Pasal 36
 Cukup jelas.
Pasal 37
 Cukup jelas.
Pasal 38
 Cukup jelas.
Pasal 39
 Cukup jelas.
Pasal 40
 Ayat (1)
   Cukup jelas.
Ayat  (2)  . . .
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 Ayat (2)
   Cukup jelas.
 Ayat (3)
  Yang dimaksud dengan kegiatan pembangunan yang mempunyai
risiko tinggi menimbulkan bencana adalah kegiatan pembangunan
yang memungkinkan terjadinya bencana, antara lain pengeboran
minyak bumi, pembuatan senjata nuklir, pembuangan limbah,
eksplorasi tambang, dan pembabatan hutan.
Pasal 41
 Cukup jelas.
Pasal 42
 Cukup jelas.
Pasal 43
 Cukup jelas.
Pasal 44
 Cukup jelas.
Pasal 45
 Cukup jelas.
Pasal 46
 Cukup jelas.
Pasal 47
 Cukup jelas.
Pasal 48
 Cukup jelas.
Pasal 49
 Cukup jelas.
Pasal 50
 Cukup jelas.
Pasal 51
 Cukup jelas.
Pasal 52
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Pasal 52
 Cukup jelas.
Pasal 53
 Cukup jelas.
Pasal 54
 Cukup jelas.
Pasal 55
 Cukup jelas.
Pasal 56
 Cukup jelas.
Pasal 57
 Cukup jelas.
Pasal 58
 Cukup jelas.
Pasal 59
 Cukup jelas.
Pasal 60
 Cukup jelas.
Pasal 61
 Cukup jelas.
Pasal 62
 Cukup jelas.
Pasal 63
 Cukup jelas.
Pasal 64
 Yang dimaksud dengan “kegiatan keantariksaan” adalah kegiatan yang
berkaitan dengan ruang angkasa yang menimbulkan bencana, antara
lain, peluncuran satelit dan eksplorasi ruang angkasa.
Pasal 65
 Cukup jelas.
Pasl 66
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Pasal 66
 Cukup jelas.
Pasal 67
 Cukup jelas.
Pasal 68
 Cukup jelas.
Pasal 69
 Cukup jelas.
Pasal 70
 Cukup jelas.
Pasal 71
 Cukup jelas.
Pasal 72
 Cukup jelas.
Pasal 73
 Cukup jelas.
Pasal 74
 Cukup jelas.
Pasal 75
 Cukup jelas.
Pasal 76
 Cukup jelas.
Pasal 77
 Cukup jelas.
Pasal 78
 Cukup jelas.
Pasal 79
 Cukup jelas.
Pasal 80
 Cukup jelas.
Pasal 81 …
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Pasal 81
 Cukup jelas.
Pasal 82
 Cukup jelas.
Pasal 83
 Cukup jelas.
Pasal 84
 Cukup jelas.
Pasal 85
 Cukup jelas.
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PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN 
NOMOR 7 TAHUN 2013 
TENTANG 
PENANGGULANGAN BENCANA 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 
 BUPATI SLEMAN 
 
Menimbang : a. bahwa wilayah Kabupaten Sleman termasuk daerah 
rawan bencana yang disebabkan oleh karakteristik 
geologis, topografis, klimatologis, demografis, dan 
sosiologis yang menjadikannya berpotensi terjadinya 
bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial, 
yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian 
harta benda, dampak psikologis, dan korban jiwa; 
b. bahwa dengan kondisi wilayah Kabupaten Sleman yang 
rawan bencana, Pemerintah Kabupaten Sleman perlu 
melakukan antisipasi dan penanggulangan bencana 
secara terkoordinasi, terpadu, cepat, dan tepat dengan 
melibatkan peran pemerintah, lembaga, dan masyarakat; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Penanggulangan Bencana; 
 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844);  
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan  mulai  berlakunya Undang-Undang 1950 
Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan 
Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4828); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia              
Nomor 4829); 
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana 
(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
Tahun 2010 Nomor 8); 
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 3 Seri E); 
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Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN 
dan 
BUPATI SLEMAN 
 
MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA. 
 
BAB I 
KETENTUAN UMUM 
 
Pasal 1  
 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Sleman. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman. 
3. Bupati adalah Bupati Sleman. 
4. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang 
meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, 
kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.  
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh 
faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga 
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian 
harta benda, dan dampak psikologis.  
6. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan 
bencana.  
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut BPBD, adalah 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman. 
8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala 
BPBD, adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 
Sleman. 
9. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 
mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan 
ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.  
10. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada 
suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, 
sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau 
kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.  
11. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan 
segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang 
ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta 
benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, 
penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. 
12. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi 
bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan 
berdaya guna.  
13. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera 
mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada 
suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.  
14. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik 
melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan 
menghadapi ancaman bencana.  
15. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, 
klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu 
wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, 
meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi 
dampak buruk bahaya tertentu.  
16. Status  keadaan  darurat  bencana  adalah  suatu  keadaan yang ditetapkan oleh 
Pemerintah atau pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar 
rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.  
17. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau 
meninggal dunia  akibat bencana.  
18. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar 
dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat 
dampak buruk bencana.  
19. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau 
masyarakat sampai tingkat yang memadai pada  wilayah  pascabencana  dengan  
sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua  aspek  
pemerintahan  dan  kehidupan  masyarakat pada wilayah pascabencana.  
20. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, 
kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan 
maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya 
kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan  
bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan 
bermasyarakat pada wilayah pascabencana.  
21. Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang memiliki kondisi atau 
karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, 
politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu 
yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan 
mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.  
22. Keuangan penanggulangan bencana adalah dana yang berujud uang yang 
digunakan untuk penanggulangan bencana pada tahap pra bencana, tanggap 
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darurat, dan/atau pasca bencana, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan 
atau barang yang dapat dinilai dengan uang. 
23. Rencana Anggaran dan Biaya, yang selanjutnya disingkat RAB adalah dokumen 
yang digunakan dasar pelaksanaan anggaran penanggulangan bencana oleh 
kuasa pengguna anggaran.  
24. Dana bantuan sosial berpola hibah adalah dana yang disediakan Pemerintah 
kepada pemerintah daerah sebagai bantuan penanganan pascabencana. 
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat  APBN, 
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia. 
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, 
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman, Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota lainnya, Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan/atau Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi lainnya sesuai dengan kewenangannya. 
27. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, 
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik 
negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam 
bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak 
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap, termasuk lembaga pemerintahan, 
lembaga usaha, lembaga internasional, lembaga asing non pemerintah. 
28. Lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha 
milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis 
usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
29. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur  
organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili  
Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga 
asing nonpemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.  
30. Lembaga asing nonpemerintah adalah suatu lembaga internasional yang 
terorganisasi secara fungsional bebas dari dan tidak mewakili pemerintahan 
suatu negara atau organisasi internasional yang dibentuk secara terpisah dari 
suatu negara di mana organisasi itu didirikan. 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA  
Bagian Kesatu 
Asas, Prinsip, dan Tujuan  
 
Pasal 2  
 
Penanggulangan bencana berasaskan:  
a. kemanusiaan;  
b. keadilan;  
c. kesamaan Kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;  
d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;  
e. ketertiban dan kepastian hukum;  
f. kebersamaan;  
g. kelestarian lingkungan hidup;  
h. ilmu pengetahuan dan teknologi.  
i. partisipasi; 
j. kepatuhan; dan 
k. adaptasi kehidupan terhadap lingkungan (living in harmony). 
 
Pasal 3  
 
Prinsip-prinsip penanggulangan bencana adalah:  
a. pengurangan risiko bencana; 
b. cepat dan tepat;  
c. prioritas;  
d. koordinasi dan keterpaduan;  
e. berdaya guna dan berhasil guna;  
f. transparansi dan akuntabilitas;  
g. kemitraan;  
h. pemberdayaan;  
i. non diskriminatif;  
j. non proletisi; 
k. kearifan lokal;  
l. membangun kembali ke arah yang lebih baik; dan 
m. berkelanjutan. 
 
Pasal 4  
 
Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya 
pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, 
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menyeluruh dan berkelanjutan dalam rangka memberikan perlindungan kepada 
masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.  
 
Pasal 5  
Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:  
a. prabencana; 
b. tanggap darurat; dan/atau 
c. pasca bencana. 
 
 
Bagian Kedua  
Penyelenggaraan 
 
Pasal 6  
 
(1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab Pemerintah 
Daerah.  
(2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh BPBD. 
 
Pasal 7  
 
(1) BPBD dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana di tingkat kecamatan 
dan desa membentuk: 
a. unit operasional penanggulangan bencana untuk tingkat kecamatan; dan 
b. unit pelaksana  penanggulangan bencana untuk tingkat desa. 
 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan unit operasional dan unit 
pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 
 
 
BAB III 
PRA BENCANA 
Bagian Kesatu 
Tahapan 
 
Pasal 8  
 
Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahapan pra bencana meliputi:  
a. situasi tidak terjadi bencana; atau  
b. situasi terdapat potensi terjadinya bencana. 
 
Pasal 9  
(1) Setiap orang atau badan dapat berperan serta dalam penyelenggaraan 
penanggulangan bencana pada tahapan prabencana. 
(2) Peran serta dapat dilaksanakan setelah dilakukan koordinasi dengan BPBD. 
 
 
Bagian Kedua 
Situasi Tidak Terjadi Bencana 
Pasal 10  
 
Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana meliputi:  
a. rencana penanggulangan bencana;  
b. pengurangan resiko bencana;  
c. pencegahan;  
d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;  
e. persyaratan analisis risiko bencana;  
f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;  
g. pendidikan dan pelatihan; dan  
h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. 
 
Pasal 11  
 
(1) Perencanaan penanggulangan bencana dikoordinasikan oleh BPBD dengan 
melibatkan unsur penyelenggara penanggulangan bencana. 
(2) Perencanaan penanggulangan bencana disusun untuk jangka waktu 5 (lima) 
tahun.  
(3) Perencanaan penanggulangan bencana paling sedikit memuat: 
a. arahan kebijakan penanggulangan bencana; dan 
b. rencana pengurangan risiko bencana; 
(4) Perencanaan penanggulangan bencana ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) 
tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana. 
(5) Ketentuan lebih lanjut perencanaan penanggulangan bencana ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati. 
 
Pasal 12  
 
(1) Pengurangan risiko bencana dilakukan untuk mengurangi ancaman dan 
kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat menghadapi bencana.  
(2) Pengurangan risiko bencana disusun dalam bentuk rencana aksi daerah 
pengurangan risiko bencana. 
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(3) Penyusunan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana dikoordinasikan 
oleh BPBD dengan melibatkan unsur penyelenggara penanggulangan bencana. 
(4) Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana disusun untuk jangka waktu 3 
(tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan apabila terjadi bencana. 
(5) Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana ditetapkan dengan Peraturan 
Kepala BPBD. 
 
Pasal 13  
 
(1) Pencegahan dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana.  
(2) Pencegahan dilakukan melalui kegiatan:  
a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;  
b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara 
tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;  
c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur 
berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;  
d. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan 
e. penguatan ketahanan sosial masyarakat. 
 
Pasal 14  
 
(1) Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan 
dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan 
bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.  
(2) Rencana pembangunan daerah meliputi 
a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang; 
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah; dan 
c. rencana strategis lainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  
 
Pasal 15  
 
(1) Persyaratan analisis risiko bencana ditujukan untuk mengetahui dan menilai 
tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana. 
(2) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai resiko tinggi yang menimbulkan 
bencana dilengkapi dengan analisis risiko bencana.  
 
Pasal 16  
 
(1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang dilakukan untuk mengendalikan 
pemanfaatan ruang.  
(2) Pemanfaatan ruang berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang 
untuk pencegahan dan penanggulangan bencana sesuai rencana tata ruang 
wilayah.  
 
Pasal 17  
 
(1) Pendidikan dan pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, 
kemampuan, kesiapsiagaan masyarakat dalam meningkatkan kapasitas dan 
mengurangi kerentanan dalam dirinya untuk menghadapi ancaman bencana. 
(2) Setiap orang atau badan yang terkait dengan penanggulangan bencana dapat 
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana setelah 
berkoordinasi dengan BPBD. 
 
Pasal 18  
 
(1) Setiap orang atau badan yang terkait dengan penanggulangan bencana dalam 
melaksanakan penanggulangan bencana sesuai dengan persyaratan standar 
teknis penanggulangan bencana. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan standar teknis penanggulangan 
bencana diatur dengan Peraturan Bupati.  
 
 
Bagian Ketiga 
Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana 
 
Pasal 19  
 
Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi 
bencana, meliputi kegiatan:  
a. Kesiapsiagaan; 
b. peringatan dini; dan  
c. mitigasi bencana. 
 
Pasal 20   
 
(1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19, menyediakan prasarana dan sarana pendukung sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
(2) Pemerintah Daerah dalam menyediakan prasarana dan sarana dapat menerima 
bantuan dari:  
a. pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota; 
b. masyarakat; 
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c. organisasi kemasyarakatan; dan/atau  
d. sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal 21  
 
(1) Kesiapsiagaan dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam 
menghadapi kejadian bencana.  
(2) Kesiapsiagaan dilakukan melalui:  
a. penyusunan dan ujicoba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;  
b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;  
c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan 
dasar;  
d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap 
darurat;  
e. penyiapan lokasi evakuasi;   
f. penyusunan data base bencana, informasi bencana, dan pemutakhiran 
prosedur-prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan 
g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan 
pemulihan prasarana dan sarana. 
 
Pasal 22  
 
(1) Peringatan dini dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam 
rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan 
tanggap darurat.  
(2) Peringatan dini dilakukan melalui:  
a. pengamatan gejala bencana; 
b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;  
c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;  
d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana;  
e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.  
 
Pasal 23  
 
(1) Mitigasi dilakukan untuk mengurangi resiko bencana bagi masyarakat yang 
berada pada kawasan rawan bencana.  
(2) Kegiatan mitigasi dilakukan melalui:  
a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis 
risiko bencana; 
a. pengaturan pembangunan infrastruktur dan tata bangunan; dan 
b. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara 
konvensional maupun modern. 
Pasal 24  
 
Perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko 
bencana dilakukan dengan strategi dalam rangka pengelolaan kawasan rawan bencana 
meliputi:  
a. mengembangkan sistem peringatan dini (early warning system); 
b. mengembangkan jalur evakuasi bencana; 
c. mengembangkan ruang evakuasi bencana; dan 
d. mengembangkan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap). 
 
Pasal 25  
 
(1) Pemerintah daerah dalam melaksanakan penanggulangan bencana mengatur 
pembangunan infrastruktur dan tata bangunan yang handal terhadap bencana 
sesuai dengan jenis bencana. 
(2) Pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan tata bangunan yang handal 
terhadap bencana dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal 26  
 
(1) Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional 
maupun modern dapat dilaksanakan oleh orang atau badan yang terkait dengan 
penanggulangan bencana. 
(2) Setiap orang atau badan yang terkait dengan penanggulangan bencana dapat 
menyelenggarakan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan penanggulangan 
bencana setelah berkoordinasi dengan BPBD. 
 
 
BAB IV 
TANGGAP DARURAT 
Bagian Kesatu 
Tahapan 
 
Pasal 27  
 
(1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat berada 
dibawah pengendalian Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya. 
(2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi 
tahapan:  
a. pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;  
b. status keadaan darurat;  
c. penyelamatan dan evakuasi; 
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d. pemenuhan kebutuhan dasar;  
e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan  
f.        pemulihan dengan segera sarana-sarana vital. 
 
 
Bagian Kedua 
Pengkajian Secara Cepat Terhadap Lokasi, Kerusakan dan Sumberdaya 
 
Pasal 28  
 
(1) Pengkajian secara cepat dan tepat dilakukan untuk mengidentifikasi:  
a. cakupan lokasi bencana;  
b. jumlah korban;  
c. kerusakan prasarana dan sarana  
d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan;  
e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan. 
(2) Pengkajian secara cepat dan tepat dilakukan oleh BPBD sesuai kewenangannya. 
 
 
Bagian Ketiga 
Status Keadaan Darurat Bencana 
Pasal 29  
 
(1) Status keadaan darurat bencana berdasarkan tingkatan status keadaan darurat 
bencana.   
(2) Status keadaan darurat bencana ditetapkan oleh Bupati berdasarkan 
rekomendasi dari Kepala BPBD. 
(3) Status keadaan darurat meliputi: 
a. status siaga darurat; 
b. tanggap darurat; dan  
c. transisi darurat ke pemulihan. 
(4) Dalam  hal Bupati dan Wakil Bupati menjadi bagian dari korban bencana dan 
tidak dapat menetapkan status keadaan darurat, penentuan status keadaan 
darurat bencana ditetapkan oleh Kepala BPBD. 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai status keadaan darurat bencana diatur dengan 
Peraturan Bupati. 
 
Pasal 30  
 
(1) Status keadaan darurat bencana ditetapkan dengan mempertimbangkan 
penilaian dampak bencana. 
(2) Penilaian dampak bencana dilakukan oleh BPBD. 
(3) Penilaian dampak bencana dilakukan dengan mempertimbangkan indikator: 
a. jumlah korban; 
b. kerugian harta benda; 
c. kerusakan sarana dan prasarana; 
d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; 
e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan; dan 
f.      dampak pada tata pemerintahan. 
(4) Penilaian dampak bencana dilakukan untuk menetapkan tingkatan status 
keadaan darurat bencana. 
 
Pasal 31  
 
(1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan 
aktivasi sistem komando tanggap darurat dan penunjukan komandan komando 
tanggap darurat.  
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai komando tanggap darurat diatur dengan 
Peraturan Bupati. 
 
Pasal 32  
 
Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, Pemerintah Daerah mempunyai 
kemudahan akses yang meliputi:  
a. pengerahan sumber daya manusia;  
b. pengerahan peralatan;  
c. pengerahan logistik;  
d. imigrasi, cukai, dan karantina;  
e. perizinan;  
f. pengadaan barang/jasa;  
g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;  
h. penyelamatan. 
 
Pasal 33  
 
(1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan dan/atau meminta pengerahan 
potensi sumber daya yang ada di daerah, meliputi unsur dari:  
a. lembaga pemerintah sipil dan militer;  
b. lembaga non pemerintah; dan  
c. masyarakat.  
(2) Pengerahan potensi sumber daya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan.  
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Bagian Keempat 
Penyelamatan dan Evakuasi  
 
Pasal 34  
 
Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana dilakukan dengan memberikan 
pelayanan kemanusiaan sebagai akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui 
upaya:  
a. pencarian dan penyelamatan korban;  
b. pertolongan darurat;  
c. evakuasi korban.  
 
Pasal 35  
 
(1) Pencarian, pertolongan dan penyelamatan masyarakat terkena bencana  
dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur masyarakat 
dibawah komandan komando tanggap darurat bencana sesuai dengan tingkatan 
bencana. 
(2) Pertolongan darurat bencana diprioritaskan pada masyarakat terkena bencana 
yang mengalami luka parah dan kelompok rentan. 
(3) Terhadap masyarakat terkena bencana yang meninggal dunia dilakukan upaya 
identifikasi dan pemakamannya. 
 
Bagian Kelima 
Pemenuhan Kebutuhan Dasar  
 
Pasal 36  
 
(1) Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi antara lain bantuan penyediaan:  
a. kebutuhan air bersih, sanitasi;  
b. pangan;  
c. sandang;  
d. pelayanan kesehatan;  
e. pelayanan psikososial; dan  
f. penampungan dan tempat hunian. 
(2) Pemenuhan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 
oleh: 
a. lembaga pemerintahan; 
b. masyarakat; 
c. lembaga usaha; 
d. lembaga internasional; dan/atau  
e. lembaga asing non pemerintah sesuai dengan  peraturan perundang-undangan. 
Pasal 37  
 
(1) Perlindungan terhadap kelompok rentan dilakukan dengan memberikan prioritas 
perlakuan khusus kepada kelompok rentan dalam hal penyelamatan, evakuasi, 
pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial.  
(2) Kelompok rentan terdiri atas:  
a. bayi, balita dan anak-anak;  
b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;  
c. penyandang cacat;  
d. orang lanjut usia; dan 
e. orang sakit. 
 
 
Bagian Keenam 
Pemulihan Dengan Segera Sarana-Sarana Vital 
Pasal 38  
 
(1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital bertujuan untuk 
berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan 
masyarakat tetap berlangsung. 
(2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital dilakukan koordinasi oleh 
Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya. 
 
 
BAB V 
PASCA BENCANA 
Pasal 39  
 
Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi:  
a. rehabilitasi; dan  
b. rekonstruksi. 
 
Pasal 40  
 
Rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan:  
a. perbaikan lingkungan daerah bencana;  
b. perbaikan prasarana dan sarana umum;  
c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;  
d. pemulihan sosial psikologis;  
e. pelayanan kesehatan;  
f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;  
g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;  
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h. pemulihan keamanan dan ketertiban;  
i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan 
j. pemulihan fungsi pelayanan publik.  
 
Pasal 41  
 
(1) Pemerintah daerah dalam mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat yang 
terkena bencana dapat menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.  
(2) Penetapan prioritas kegiatan rehabilitasi didasarkan pada: 
a. analisis kerusakan; 
b. kerugian akibat bencana; dan  
c. kemampuan keuangan daerah.  
 
Pasal 42  
 
Rekonstruksi dilakukan melalui kegiatan:  
a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;  
b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;  
c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;  
d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik 
serta tahan bencana;  
e. partisipasi dan peran serta lembaga serta organisasi kemasyarakatan, dunia 
usaha dan masyarakat;  
f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;  
g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan  
h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.  
 
 
BAB VI 
KAWASAN RAWAN BENCANA 
Pasal 43  
 
Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana menetapkan 
kebijakan di kawasan rawan bencana. 
 
Pasal 44  
 
(1) Kebijakan Pemerintah Daerah pada tahapan prabencana dalam kawasan rawan 
bencana, meliputi:  
a. pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup; 
b. pengurangan resiko bencana dengan peningkatan kapasitas dan penurunan 
kerentanan kawasan rawan bencana; 
c. pembatasan kegiatan di kawasan rawan bencana; dan/atau 
(2) Kebijakan Pemerintah Daerah pada tahapan tanggap darurat dalam kawasan 
rawan bencana, meliputi: 
a. pencarian dan penyelamatan korban; 
b. pertolongan darurat;  
c. evakuasi korban.  
(3) Kebijakan Pemerintah Daerah pada tahapan pasca bencana dalam kawasan 
rawan bencana, meliputi peninjauan kembali rencana tata ruang disesuaikan 
dengan situasi dan kondisi setelah bencana. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kawasan rawan bencana diatur 
dengan Peraturan Bupati. 
 
 
BAB VII 
PENGELOLAAN KEUANGAN PENANGGULANGAN BENCANA 
Bagian Kesatu 
Keuangan Penanggulangan Bencana  
 
Pasal 45  
 
(1) Pemerintah daerah menggunakan keuangan penanggulangan bencana untuk 
membiayai penanggulangan bencana. 
(2) Keuangan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 
a. dana; dan/atau  
b. barang. 
 
Pasal 46  
 
Keuangan penanggulangan bencana bersumber dari: 
a. APBD provinsi; 
b. APBD kabupaten; 
c. APBN;  
d. masyarakat; dan/atau 
e. pihak lain. 
 
Pasal 47  
 
(1) Sumber keuangan yang berupa dana dikelola melalui rekening penanggulangan 
bencana. 
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(2) Rekening penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rekening kas umum daerah. 
 
Pasal 48  
 
(1) Sumber keuangan yang berupa barang dikelola melalui buku penerimaan dan 
pengeluaran barang penanggulangan bencana. 
(2) Buku penerimaan dan pengeluaran barang penanggulangan bencana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tak terpisahkan 
dari buku inventaris daerah. 
 
Pasal 49  
 
(1) Pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana 
dalam APBD. 
(2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan pada tahap 
prabencana, tanggap darurat bencana, dan pasca bencana. 
 
Pasal 50  
 
Pemerintah daerah dapat menggunakan keuangan penanggulangan bencana yang 
bersumber dari masyarakat untuk dukungan dan fasilitasi penanggulangan bencana. 
 
Pasal 51  
 
(1) Pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan 
keuangan penanggulangan bencana yang bersumber dari masyarakat. 
(2) Dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Pemerintah Daerah dapat: 
a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan keuangan 
penanggulangan bencana; dan  
b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan keuangan 
penanggulangan bencana. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat diatur dengan Peraturan 
Bupati. 
 
 
 
 
 
 
 
Bagian Kedua 
Pengelolaan Dana Bencana 
 
Pasal 52  
 
Pengelolaan dana penanggulangan bencana meliputi:  
a. perencanaan dana penanggulangan bencana;  
b. pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran atas bantuan dan belanja; dan 
c. pertanggungjawaban keuangan penanggulangan bencana. 
 
Pasal 53  
 
(1) Perencanaan dana penanggulangan bencana meliputi tahap perumusan 
kebutuhan penanggulangan bencana melalui penyusunan rencana anggaran dan 
biaya.  
(2) Pelaksanaan penerimaan dana meliputi penerimaan dana yang bersumber dari 
dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46. 
(3) Pelaksanaan belanja meliputi pengajuan rencana anggaran dan biaya, dan 
pembayaran belanja. 
(4) Pertanggungjawaban dana penanggulangan bencana meliputi tahap 
penatausahaan dana penanggulangan bencana sampai dengan tersusunnya 
laporan pertanggungjawaban dana penanggulangan bencana. 
 
Pasal 54  
 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana penanggulangan bencana diatur 
dengan Peraturan Bupati. 
 
Bagian Ketiga 
Pengelolaan Barang Bencana 
 
Pasal 55  
 
Pengelolaan barang untuk penanggulangan bencana meliputi:  
a. perencanaan kebutuhan barang; 
b. pelaksanaan pengelolaan barang; dan 
c. pertanggungjawaban pengelolaan barang. 
 
Pasal 56  
 
(1) Perencanaan kebutuhan barang penanggulangan bencana meliputi tahap 
identifikasi kebutuhan barang untuk penanggulangan bencana. 
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(2) Pelaksanaan pengelolaan barang meliputi penerimaan bantuan barang, 
penyimpanan barang, pengamanan barang, dan distribusi barang.  
(3) Pertanggungjawaban pengelolaan barang untuk penanggulangan bencana 
meliputi tahap penatausahaan barang sampai dengan tersusunnya laporan 
pertanggungjawaban barang penanggulangan bencana. 
 
Pasal 57  
 
(1) Pemerintah Daerah dapat menerima barang yang berasal dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan barang Pemerintah Provinsi, bantuan 
barang Pemerintah, bantuan barang dari masyarakat, dan bantuan barang dari 
pihak lain. 
(2) Setiap penerimaan barang dicatat dalam daftar penerimaan barang.  
 
Pasal 58  
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang penanggulangan bencana diatur 
dengan Peraturan Bupati. 
 
 
Bagian Keempat 
Pengelolaan Bantuan Bencana 
 
Pasal 59  
 
(1) Pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, 
pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau 
uang bantuan nasional maupun internasional. 
(2) Ketentuan lebih lanjut pengelolaan sumber daya bantuan bencana diatur dengan 
Peraturan Bupati. 
 
 
BAB VIII 
PERAN SERTA PERSEORANGAN, KELOMPOK ORANG, BADAN HUKUM, 
LEMBAGA/ORGANISASI KEMASYARAKATAN, DUNIA USAHA, DAN MASYARAKAT 
 
Pasal 60  
 
(1) Perseorangan, kelompok orang, badan hukum, lembaga/organisasi 
kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat berperan serta dalam 
penyelenggaraan penanggulangan bencana pada pra bencana, saat bencana dan 
pasca bencana. 
(2) Peran serta perseorangan, kelompok orang, badan hukum, lembaga/organisasi 
kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat dapat berupa dana, barang, dan 
atau tenaga. 
(3) Peran serta perseorangan, kelompok orang, badan hukum, lembaga/organisasi 
kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat antara lain melalui: 
a. ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam 
penyelenggaraan penanggulangan bencana; 
b. partisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penyelenggaraan 
penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan 
komunitasnya. 
 
Pasal 61  
 
(1) Pemerintah daerah mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam 
penanggulangan bencana melalui kegiatan yang menumbuhkan dan 
mengembangkan inisiatif serta kapasitas masyarakat dalam penanggulangan 
bencana. 
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan 
kearifan lokal masyarakat setempat. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme peran serta masyarakat dalam 
penanggulangan bencana diatur dengan Peraturan Bupati. 
 
 
BAB IX 
PERAN SERTA LEMBAGA INTERNASIONAL DAN  
LEMBAGA ASING NON PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA 
 
Pasal 62  
 
Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam 
penanggulangan bencana bertujuan untuk mendukung penguatan upaya 
penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan risiko bencana, pengurangan 
penderitaan korban bencana, serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat. 
 
Pasal 63  
 
Kepala BPBD berwenang menentukan peran serta lembaga internasional dan lembaga 
asing nonpemerintah dalam penanggulangan bencana. 
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Pasal 64  
 
(1) Peran serta lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah dalam 
kegiatan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana dan pasca bencana 
wajib menyesuaikan dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan 
bencana. 
(2) Peran serta lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah 
dikoordinasikan oleh BPBD. 
(3) Peran serta lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah dalam 
penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat berada di bawah komando 
BPBD. 
 
 
BAB X 
PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 
Bagian Kesatu 
Pengawasan 
 
Pasal 65  
 
(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan 
penanggulangan bencana. 
(2)    Pengawasan meliputi: 
a. sumber ancaman atau bahaya bencana; 
b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana; 
c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana; 
d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan 
kegiatan rancang bangun dalam negeri; 
e. kegiatan konservasi dan pengelolaan lingkungan hidup; 
f. perencanaan penataan ruang; 
g. kegiatan reklamasi; 
h. pengelolaan keuangan; atau 
i. pengelolaan obat-obatan, makanan dan minuman. 
 
Pasal 66  
 
Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana yang 
dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana. 
 
 
Bagian Kedua 
Laporan Pertanggungjawaban 
 
Pasal 67  
 
(1) BPBD menyusun laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan penanggulangan 
bencana. 
(2) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh 
BPBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
 
Pasal 68  
Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi kegiatan-kegiatan yang  
dilakukan pada: 
a.  prabencana; 
b.  saat tanggap darurat; dan 
c.  pasca bencana. 
 
 
BAB XI 
SANKSI ADMINISTRASI 
 
Pasal 69  
 
(1) Setiap orang atau badan yang menghambat penyelenggaraan penanggulangan 
pada tahap pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 32, dan Pasal 39 dikenakan sanksi administrasi.  
(2) Sanksi administasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bentuk sanksi 
administrasi sebagai berikut: 
a.        peringatan tertulis; 
b. penyegelan; 
c.        penghentian sementara kegiatan; 
d. ganti rugi. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi 
administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 
Bupati. 
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BAB XII 
KETENTUAN PENYIDIKAN 
 
Pasal 70  
 
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi 
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas 
pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud 
dalam undang-undang hukum acara pidana. 
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya 
tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah; 
b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian; 
c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri 
tersangka; 
d. melakukan penyitaan benda atau surat; 
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 
saksi; 
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 
pemeriksaan perkara; 
h. melakukan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk 
bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan 
merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik 
memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau 
keluarganya; 
i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum 
melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana. 
 
 
BAB XII 
KETENTUAN PIDANA 
 
Pasal 71  
 
Setiap orang yang menghambat penyelenggaraan penanggulangan pada tahap pra 
bencana dan pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 39 
diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 
 
Pasal 72  
 
Setiap orang yang menghambat penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap 
tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diancam dengan hukuman 
pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang  Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana, yaitu diancam pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun 
atau paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua 
miliar rupiah) atau paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 
 
Pasal 73  
 
Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan pengelolaan sumber daya bantuan 
bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diancam dengan hukuman pidana 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana, yaitu diancam pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun 
atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp6.000.000.000,00 
(enam miliar rupiah) atau paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).  
 
Pasal 74  
 
Setiap orang yang melakukan pengumpulan uang dan/atau barang dalam hal terjadinya 
bencana tanpa izin dari pejabat yang berwenang, diancam pidana kurungan paling lama 
6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 
 
BAB XIII 
KETENTUAN PENUTUP 
 
Pasal 75  
 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala ketentuan yang berkaitan 
penanggulangan bencana dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan 
dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. 
 
Pasal 76  
 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman. 
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Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 
BUPATI SLEMAN 
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pada tanggal 
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